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BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023

tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

b. bahwa berdasarkan lnstruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa

Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan

Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala

Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategi.s 2024-

2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat

Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;

c. bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

memerlukan adanya dokumen Rencana Strategi.s

(Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3

(tiga) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun

2024-2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita

Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tamabhan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 6 7 5 7); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); , 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 
ten tang Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan 
Daerah Otonom Baru; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 



Menetapkan 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2009-2029; 

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2024-2026. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 
TAHUN 2024-2026 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati 

Pasuruan. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah unsur 
pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2005-2025. 

6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2024-2026. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) 
tahun. 

8. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat 
Renstra DLH adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk 
periode 3 (tiga) tahun. 

9. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Renja 
DLH adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 
1 (satu) tahun. 



BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA 

DLH 

Pasal 2 

(1) Renstra DLH Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

(2) Renstra DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai 
pedoman bagi DLH dalam menyusun Renja DLH. 

Pasal 3 

Sistematika Penulisan Renstra DLH disusun sebagai berikut: 

BABI 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

BAB VII 

BAB VIII 

: PENDAHULUAN; 

: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH; 

: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH; 

: TUJUAN DAN SASARAN; 

: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 

: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN; 

: KINERJA PENYELENGGARAAN BID ANG URUSAN; 

: PENUTUP. 

Pasal 4 

Renstra DLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Kepala DLH wajib melaksanakan Renstra DLH dalam rangka mendukung capaian 
Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2024-2026. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1) Kepala DLH wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan dan hasil Renstra DLH. 

(2) Kepala DLH menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan 
yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan 
pengembangan. 



BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DLH Tahun 2027, Renstra 
DLH Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun 
Renja DLH Tahun 2027. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 4 April 2023 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

              ttd.

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

 ttd.

M. IRSYAD YUSUF

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 30 



PENJELASAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 30 TAHUN 2023 
TENTANG 

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026 

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka 
panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana 
Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun 
perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan 
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DLH, 
sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu 
dokumen renstra DLH harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan 
daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 
program, kegiatan subkegiatan berikut indikatornya. 

Dalam rangka penyusunan Renstra DLH dan Renja DLH, Dinas 
Lingkungan Hidup melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan 
para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra DLH th 2024-
2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD. 

Adapun tahapan penyusunan Renstra DLH meliputi, Persiapan 
Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, 
Pelaksanaan Forum DLH /lintas Renstra DLH, Perumusan Rancangan 
Akhir dan Penetapan Renstra. 

Renstra DLH memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub 
kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non 
pelayanan dasar bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan 
fungsi DLH yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. 

II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 



.. 

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);

2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7 
Dokumen Renstra DLH Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan 
sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja DLH dan Perubahan 
Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 119
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR : 30 TAHUN 2023

TANGGAL :  11   APRIL   2023

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana 

ISi BAB I: 

1.1 LATAR BELAKANG 

1.2 LANDASAN HUKUM 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perencanaan 

pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan 

daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, 

kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan 

publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan derah dilakukan terhadap 

Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana 

Pembangunan Daerah dalam hal ini meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan 

Rencana Perangkat Daerah meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah. 

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra 

merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta 

menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada 

periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas 

suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini 

dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif 

terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan- perubahan 

lingkungan ekstemal dan internal. 

Fungsi penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan 

rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana 

tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang 

telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah 

organisasi yang bekerja efektif dan . berkinerja, dalam menilai apakah organisasi 

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana 

strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah 

Sesuai dengan lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, bahwa 

untuk Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024-2026 yang selanjutnya 

disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, 

serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024---2026. Sehubungan dengan 

hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menyusun Rencana 

Strategis (Renstra). 

Proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan 

mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah. 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memuat tujuan, strategi, 

kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan 

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman 

kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. 

Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat 

Daerah. Alur proses penyusunan renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan 

dan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berdasarkan Rencana 

Pembangunan Daerah Pasuruan Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada bagan alir berikut 

ini: 

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 
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RPJP 
Nasional 

I 
I Oiacu 

RPJP 
Daerah 

RPJM 
Nasional 

I I Oiperhatikan 

Pedoman RPO 
Daerah 

Pedoman Bahan 

Renstra 
SKPD 

I 
I Oiacu 

RKP 
Daerah 

Diacu 

Renja 
SKPD 

Bahan 

Pedoman 

Gambar 1. Kedudukan Renstra OPD 

1.2 Landasan Hukum 

RAPBD 

RKA 
SKPD 

APBD 

DPA 
SKPD 

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-1014; 

14. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); 

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota; 

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi , Kodefikasi , dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan 

Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 
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21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat 

Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun; 

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Mesin Dengan Pembakaran Dalam; 

24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

SK.333/MENLHK/SET JEN/SET.1 /8/2020 Tentang lndikator Kinerja Utama 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

26. lnstruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru; 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 

2005-2025; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 

2009-2014; 

29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan 

Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ruang 

Terbuka Hijau; 

31 . Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 

2005-2025; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 08 Tahun 2016 tentang tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas peraturan daerah kabupaten nomor 1 tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Pasuruan 2018-2023. 

37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi 

Kabupaten Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi , Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pasuruan; 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 

2024-2026 ini dimaksudkan untuk: 

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 

dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPO) Kabupaten Pasuruan; 

2. Sebagai acuan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan 

berkelanjutan; 

3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara 

partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke 

dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) dan RAPBD; 

4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya 

peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi. 

Adapun Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 

2024-2026 ini ditujukan untuk : 

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan 

menentukan langkah-langkah strategis Perangkat Daerah; 
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2. Menjamin konsistensi rencana teknis Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran 

Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPO) Kabupaten dan norma, standar, 

prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi 

kewenangan Kabupaten; 

3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup; 

4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun 

dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup; 

5. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang 

terukur dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kine~a lnstansi 

Pemerintah (LKIP). 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BABI PENDAHULUAN 

BAB 11 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Lingkungan 

Hidup, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, 

serta keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan 

lainnya. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Memuat penjelasan tentang peraturan perundangan yang dijadikan sebagai 

acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra 

Perangkat Daerah. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah. 

GAMBARANPELAYANANPERANGKATDAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Memuat Penjelasan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat 

Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan 

fungsi. 
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BAB Ill 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki 

Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target 

Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. 

2.4 Kelompok Sasaran Layanan 

Berisi hasil analisis dan penjabaran terkait dengan kelompok sasaran yang 

diberikan pelayanan oleh Perangkat Daerah. 

2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan 

Berisi hasil analisis dan penjabaran terkait dengan kelompok sasaran yang 

diberikan pelayanan oleh Perangkat Daerah. 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI 

3.1 ldentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan 

perangkat daerah 

Mengemukakan permasalahan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

3.2 lsu-isu Strategis 

Mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan 

Perangkat Daerah, ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, 

sasaran jangka menengah pada Renstra KIL, sasaran jangka menengah 

Renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan 

Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

BABV 

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pasuruan 

Mengemukakan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pasuruan yang didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Rencana 

Pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah 

Menjabarkan Cascading Dinas Lingkungan Hidup mulai dari tujuan, 

sasaran, outcome, dan Output serta indikatornya masing-masing. 

STRA TEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
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Mengemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 

mencapai tujuan dan sasaran resntra perangkat daerah tahun 2024-2026 

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja , indikator, target, 

dan pagunya (mengacu pada nomenklatur yang tercantum dalam Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan 

Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah). 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

7.1 lndikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 

Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui lndikator Kinerja Utama 

Perangkat Daerah. 

7.2 lndikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah 

Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

tahun 2024-2026 melalui lndikator Kinerja Kunci (IKK). 

BAB VIII PENUTUP 

Berisi uraian penutup yang berupa catatan panting yang perlu mendapat 

perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan 

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta 

rencana tindak lanjut. 
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II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT 

DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 

2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas peraturan daerah Nomor 16 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

maka Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. 

Lebih lanjut tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , 

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Pasuruan diatur dalam Peraturan 

Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pasuruan 

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan 

ISi BAB II: 

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN 

STRUKTUR DLH 

2.2 SUMBER DAYA DLH 

2.3 KINERJA PELA YANAN DLH 

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG 

PENGEMBANGAN 

PELA YANAN DLH 

2.5 KELOMPOK SASARAN 

LAYANAN 

2.6 MITRA PD DALAM 

PELAYANAN 

Hidup dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

2.1.2 Susunan Organisasi 

A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 

B. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
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2. Sub Bagian Keuangan; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

C. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

D. Bidang Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun (83), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

E. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

F. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

G. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan; dan 

H. Kelompok Jabatan Fungsional. 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

I SEKRETARIAT 

I 
I 

I~--- ------- --------- - --, 
I 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kah. Pasuruan 
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Menurut gender, terdiri dari laki-laki sebanyak 355 orang dan perempuan 60 

orang. 

b. Menurut status kepegawaian, terdiri dari : 

- PNS = 80 orang (22,74%) dengan jumlah laki-laki 60 orang dan perempuan 

20 orang; 

- PTT (Pegawai Tidak Tetap) = 9 orang (3,01 %) dengan jumlah laki-laki 7 

orang dan perempuan 2 orang; 

- THL (Tenaga Harian Lepas) = 266 orang (74,25%) dengan jumlah laki-laki 

227 orang dan perempuan 39 orang. 

c. Menurut Kepangkatan/ Golongan, dibagi sebagai berikut: 

- Pegawai Golongan IV = 6 orang (8% ); 

- Pegawai Golongan Ill= 26 orang (32%); 

- Pegawai Golongan II= 43 orang (54%); 

- Pegawai Golongan I= 5 orang (6%). 

Gambar 2.2 Pegawai Berdasar Golongan 

■ Golongan I 

■ Golongan II 

■ Golongan Ill 

■ Golongan IV 
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d. Menurut jenjang pendidikan distribusi ASN DLH yaitu sebanyak 10 orang 

memiliki gelar S2, sebanyak 21 orang memiliki gelar S1, sebanyak 3 orang 

memiliki gelar 03, sebanyak 33 orang berpendidikan SMNSederajat, sebanyak 

8 orang berpendidikan SMP/ Sederajat dan sebanyak 5 orang berpendidikan 

SD/Sederajat. 

Gambar 2.2 Pegawai Berdasar Jenjang Pendidikan 

■ SD ■ SMP 

■ SMA ■ D3 

■ 51 ■ S2 

e. Menurut Pemetaan Nilai lndeks Profesionalitas ASN 

Tabel 2.1 Pemetaan Nilai lndeks Profesionalitas ASN 

Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan 

NO Dimensi (lndikator) Sub Dimensi Rata-Rata Skor 
1 Kualifikasi Riwayat Pendidikan terkahir 7,3 
2 Kompetensi Riwayat Pengembangan 4,5 

Kompetensi 
3 Kinerja Hasil penilaian Kinerja 25 
4 Disiplin Riwayat Hukum disiplin 5 

TOTAL 

Tabel 2.1 diatas didapat rata-rata skor indeks professionalitas ASN di Dinas 

Lingkungan Hidup dari 80 ASN yaitu 41,8. lndeks profesionalitas ASN didapat dari 

perhitungan 4 dimensi yaitu: 

1. lndeks Dimensi Kualifikasi sebesar 7,3 (dengan nilai maksimal 25) 

2. lndeks dimensi Kompetensi sebesar 4,5 (dengan nilai maksimal 40) 

3. lndeks Dimensi Kinerja sebesar 25 (dengan nilai maksimal 30) 

4. lndeks Dimensi Disiplin sebesar 5 (dengan nilai maksimal 5) 

Dimensi kualifikasi dan kompetensi memiliki nilai rata-rata yang jauh dari 

nilai maksimal, dimensi kualifikasi hanya mendapat nilai rata-rata 7,3 disebabkan 

57% ASN di DLH memiliki pendidikan SMA sampai SD yaitu SMA 41 %, SMP 
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No 

A. 

1 

2 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10% dan SD 6%. Dimensi kompetensi hanya memeperoleh angka 4,5 dari nilai 

maksimal 40, hal ini disebabkan sebagian besar ASN di DLH adalah tenaga 

lapangan pengelola persampahan dan pengelola pertamanan yang jarang 

mendapatkan diklat dan peningkatan kapasitas. 

Berdasarkan hasil pemetaan indeks profesionalitas ASN diatas, untuk 

meningkatkan profesionalitas ASN di DLH dalam rangka menunjang 

peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam urusan lingkungan 

hidup, maka butuh terobosan atau strategi dalam meningkatkan status 

pendidikan dan pengembangan kompetensi. 

2.2.2 Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memiliki dukungan sarana dan 

prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan Gedung kantor, 

fasil itas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas 

dan kendaraan operasional yang terinventarisir sebagai berikut: 

label 2.2 lnvetarisir Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2023 

Jumlah 
Jenis Sarana Kondisi Saat ini 

Prasarana Fungsi 
Butuh Kebutuhan (Aset/Modal) Baik Perawatan Rusak 

Bidang Tata Lingkungan 

Laptop Acer Administrasi Perkantoran 1 
dan operasional teknis 
(inventarisasi data dan 
oemetaan soasial) 

Laptop HP Administrasi Perkantoran 1 
dan operasional teknis 
(inventarisasi data dan 
oemetaan spasial) 

Epson L 3210 Administrasi Perkantoran 1 

Epson L 120 Administrasi Perkantoran 1 

Sepeda Motor Untuk Kegiatan Tugas Luar 1 
(Kurir) 

PC Acer Administrasi Perkantoran 1 
( Database Dokumen 
Linqkunqan) 

PC DELL Administrasi Perkantoran ( 1 
Database Dokumen 
Linqkunqan) 

PCHP Administrasi Perkantoran ( 1 
Database Dokumen 
Linqkunqan) 

Laptop HP Administrasi Perkantoran 1 
(Database PKPLH) 

Selisih 

, , 14 - ' 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

Jumlah 
Jenis Sarana Kondisi Saat ini 

No Prasarana Fungsi 
Butuh (Aset/Modal) Baik Rusak 

Kebutuhan Selisih 
Perawatan 

10. Epson L 380 Administrasi Perkantoran 1 

11. Sepeda Motor Untuk Kegiatan Tugas Luar 1 
(Kurir) 

12 .. Sepeda Penyiraman dan 
Gerobak Roda pengangkutan sampah 8 5 13 5 
3 taman 

13. mobil mesin potong rumput pada alun-
potong rumput alun dan lapangan yang 1 1 1 
(rover raider) datar dan luas 

14. Crane/Skylift Perancapan dan 
1 2 1 Pemeliharaan pohon 

15. Tangki Penyiraman 1 2 1 5 2 

16. Pickup Penyiraman dan 
pengangkutan sampah 2 1 4 2 
taman 

17. Tanah Pembangunan taman kehati 15 ha 15 ha 

18. Dumptruck Pengangkutan sampah 
taman/hasil perancapan atau 1 1 
pemotongan pohon 

19. Potong rumput Pemotongan rumput 10 4 16 2 gendong 

20. Mesin pompa peralatan penyiraman 
air bersama tangki dan tossa 15 3 22 7 

dan pickup 

21. Mesin Perancapan dan 
4 1 6 2 Chainsaw Pemeliharaan pohon 

22. Bor Biopori Pembuatan lubang biopori 1 1 2 1 

23. Drone monev penanaman 1 1 
pemetaan pemeliharaan mata air 

24. GPS monev penanaman 
4 4 

pemeliharaan mata air 

B Bidang Pengelolaan Sampah, B3 Dan Lb3 

1. Armroll Truck Pengangkut Sampah 2 11 3 20 4 

2. Dump Truck Pengangkut Sampah 1 8 0 15 6 

3. Roda Tiga Pengangkut Sampah 3 11 0 17 3 

4. Kontainer Pengumpul Sampah 82 14 7 105 2 

5. Buldozer Perataan sampah 0 1 1 4 2 

6. Exkavator Penataan Sampah TPA 0 1 0 2 1 

7. Bachoe sisir Sampah 0 1 0 1 0 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

Jumlah 
Jenis Sarana Kondisi Saat ini 

No Prasarana Fungsi 
Butuh Kebutuhan Selisih (Aset/Modal) Baik Perawatan Rusak 

Loader 

8. Pick Up Pengangkut Sampah 1 5 0 10 4 

9. Laptop Administrasi 1 0 1 4 2 

10. Komputer Administrasi 2 0 0 2 0 

11 . printer epson Cetak 1 1 1 4 1 
L655 

12. meja kerja Meja 11 0 0 11 0 

13. kursi kerja Kursi 25 0 0 25 0 

14. Lemari Besi Arsip 1 0 0 3 2 

15. Lemari Kayu Arsip 2 0 1 5 2 

16. Laptop HP Administrasi kantor 1 1 2 0 

17. Laptop Lenovo Administrasi kantor 2 2 0 

18. Laptop DELL Administrasi kantor 1 1 0 

19. Mobil Pick Up Operasional Bank Sampah 1 1 0 
Box lnduk 

20. Mobil Toyota Operasional Kantor 1 1 0 
Avanza 

21 . Meja Kantor Administrasi kantor 4 4 0 

22. Kursi Administrasi kantor 4 8 0 

23. Printer Epson Administrasi kantor 1 1 0 
L1110 

24. Printer Epson Administrasi kantor 1 1 0 
L310 

C. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

1. Mobil (Dmax, Transportasi 1 1 0 - -2011) 

2. TVLG Pemberian lnformasi - - 1 0 0 

3. AC Central Penunjang - - 1 1 0 

4. AC Sharp Penunjang 2 - 1 3 0 

5. Meja Kayu Administrasi Kantor 10 - - 10 0 

6. Kursi Putar Administrasi Kantor 10 - - 10 0 

7. Kursi Biasa Administrasi Kantor 7 1 3 11 0 

8. Almari Kayu Administrasi Kantor 4 - - 4 0 

9. Cabinet Besi Administrasi Kantor - 1 - 1 0 

' ' 16 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

Jumlah 
Jenis Sarana Kondisi Saat ini 

No Prasarana Fungsi 
Butuh Kebutuhan Selisih (Aset/Modal) Baik 

Perawatan 
Rusak 

10 Cabinet Kecil Administrasi Kantor 1 - - 1 0 

11. Kamera Dokumentasi - - 2 3 3 

12. Laptop Administrasi Kantor 1 - - 1 1 

13. Komputer Administrasi Kantor 
1 1 1 Zipdrive - -

14. Laptop Lenovo Administrasi Kantor - - 1 2 2 

15. GPS Data Koordinat Sumber 
1 1 0 Pencemar - -

16. Printer dan Administrasi Kantor 
1 1 Scanner A3 - - -

17. Printer Epson Administrasi Kantor - 1 - 1 1 

18 Lemari Arsip Administrasi Kantor 
Perizinan - - - 2 2 
(Tertutup) 

19. Komputer LG Administrasi Kantor - 1 1 3 1 

20. Printer Administrasi Kantor 
2 3 1 

EPSON -

21. Drone Pemantauan / Dokumentasi / 
1 0 0 pengambilan data dukung 

- -

22. Laptop Asus Administrasi Kantor 1 - - 0 0 

23. GPS Data Koordinat Sumber 1 1 
Pencemar 

- -

24. Kamera Dokumentasi data 
1 1 

pendukung - - -

25. Sepeda Motor Transportasi 1 - - 0 0 

26. Alat Ukur Alat Ukur Parameter 
Parameter Lapangan 
Lapangan (pH - - - 1 1 
meter, suhu, 
TSS, dll) 

27. Laptop DELL Administrasi Kantor - - 1 1 0 

28. PCAII in one Administrasi Kantor 1 - - 1 0 
ASUS 

29. Printer Epson Administrasi Kantor 1 - - 1 0 
L360 

30 GPS Garmin Administrasi Kantor 1 - - 1 0 

Sekretariat 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

Jumlah 
Jenis Sarana Kondisi Saat ini 

No Prasarana Fungsi 
Butuh Kebutuhan Selisih (Aset/Modal) Baik 

Perawatan Rusak 

1 Kendaraan Kendaraan Operasional 
Roda4 - 2 - 4 2 

2 Kendaraan Kendaraan Operasional 
Roda 2 1 1 - 2 -

3 Laptop Asus Administrasi kantor 
4 - - 4 -

4 Laptop Dell Administrasi kantor 
1 - - 1 -

5 Laptop HP Administrasi kantor 
1 - - 1 -

6 Laptop Lenovo Administrasi kantor 
- - 2 2 -

7 Laptop Administrasi kantor 
- - - 4 4 

8 Monitor LG Administrasi kantor 
- - 1 1 -

9 Monitor All in Administrasi kantor 
One Dell 1 - - 1 -

10 Monitor All in Administrasi kantor 
One HP 1 - - 1 -

11 Printer Epson Administrasi kantor 
3 - - 3 -

12 Printer Epson Administrasi kantor 
A3 - - 1 1 -

13 Printer Hp Administrasi kantor 
- - 1 1 -

14 Printer Administrasi kantor 
Cannon - - 1 1 -

15 Printer Brother Administrasi kantor 
- - 1 1 -

16 Printer All in Administrasi kantor 
One - - - 7 7 

17 AC Administrasi kantor 
5 3 2 15 5 

18 LED TV Administrasi kantor 
3 - - 2 -

19 Proyektor Administrasi kantor 
1 1 - 4 2 

20 LCD Proyektor Administrasi kantor 
1 - - 3 2 

21 Sound Administrasi kantor 
1 - - 2 1 

22 Lemari es Administrasi kantor 
1 - 1 2 -

23 Lemari Arsip Administrasi kantor 
4 - - 4 -

24 Dispenser Administrasi kantor 

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

Jumlah 
Jenis Sarana Kondisi Saat ini 

No Prasarana Fungsi 
Butuh Kebutuhan 

(Aset/Modal) Baik Perawatan Rusak 

2 - 1 3 

25 Telephone Administrasi kantor 
- 1 - 6 

26 Monitor CCTV Administrasi kantor 
- - 1 1 

27 Meja Pimpinan Administrasi kantor 
2 - - 2 

28 Kursi Kerja Administrasi kantor 
Pimpinan 1 - - 1 

29 Sofa Set Administrasi kantor 
3 - - 3 

30 Meja kerja Administrasi kantor 
8 - - 8 

31 Kursi Kerja Administrasi kantor 
9 - - 9 

32 Kursi Hadap Administrasi kantor 
Kayu 1 - - 1 

33 Meja Rapat Administrasi kantor 
3 - - 3 

34 Kursi Rapat Administrasi kantor 
25 - - 25 

35. Laptop DELL Administrasi kantor 1 - - 1 

36. Laptop Hp Administrasi kantor - 1 - 1 

37. LaptopASUS Administrasi kantor 1 - - 1 

38. Printer Brother Administrasi kantor 1 - - 1 

39. Printer Administrasi kantor 1 1 
EPSON - -

40. Lernari kayu Administrasi kantor 1 - - 1 

41 . Lemari besi Adrninistrasi kantor 1 - - 1 

42. Meja Administrasi kantor 5 - - 5 

43. Kursi Administrasi kantor 5 - - 5 

Sumber : Dmas Lmgkungan H1dup Kab. Pasuruan Tahun 2023 

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.2 diatas, dapat disimpulkan 

bahwasanya masih terdapat selisih kebutuhan asset untuk menunjang kinerja, selisih ini 

dikarenakan ada barang yang memang belum tersedia atau sudah tersedia namun 

kondisinya butuh pemeliharaan dana tau rusak sehingga tidak bisa berjalan optimal untuk 

mendukung kinerja. 

Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki aset berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang 

digunakan sebagai pemenuhan target luasan RTH publik juga digunakan sebagai 

penunjang estetika ruang publik serta sebagai fungsi peneduh atau fungsi tutupan lahan 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

yang bermanfaaf bagi konservasi air dan udara. Data luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

yang dikelola Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut 

No. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 

33 
34 
35 
36 

Tabel 2.3 lnvetarisir RTH yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 

Lokasi 
Kelurahan/ 

Kecamatan 
LUAS 

RTH PUBLIK 
Desa (m2) 

JI. Wahid Hasim Dermo Bangil 40 Pulau jalan 

Depan Lapangan kali Rejo Kalirejo Bangil 20 Pulau jalan 

Depan Pegadain I Pogar Bangil 50 Pulau jalan 

Depan Pegadain II Pogar Bangil 30 Pulau jalan 

Kelurahan Kalirejo, Bangil Kalirejo Bangil 47 Jalur pejalan kaki 

Pasar Bangil Kidul Dalem Bangil 242 Jalur pejalan kaki 

JI. Patimura sisi selatan Pogar Bangil 2.000 Sempadan jalan 

JI. Patimura sisi utara Pogar Bangil 500 Sempadan jalan 

Jalan Stadion Pogar Pogar Bangil 168 Pulau jalan 

Hutan kota Pogar Pogar Bangil 500 Hutan kota 

Jalan Raya Bangil - Pandaan Pogar Bangil 163 Sempadan jalan 

Belakang ex. RSUD Bangil Raci Bangil 168 Sempadan jalan 

Depan Makam Raci Raci Bangil 165 Sempadan jalan 

Bangkodir dalam Pogar Bangil 80 Pulau jalan 

Okabawes, Bangil Dermo Bangil 285 Sempadan Sungai 

Sungai Kedunglarangan Gempeng Bangil 236 Sempadan Sungai 

Depan LP Bangil Kidul Dalem Bangil 278 Jalur pejalan kaki 

Latek, Bangil Latek Bangil 300 Pulau jalan 

Latek II Bangil Latek Bangil 315 Pulau jalan 

Depan Kantor DPRD Raci Bangil 300 Sempadan jalan 

Gedung DPRD - Perkantoran Raci Raci Bangil 300 Sempadan jalan 

Timur Makam Raci Raci Bangil 240 Sempadan jalan 

Pagakll Beji Pagak Bangil 295 Sempadan jalan 

Depan Stasiun I Pogar Bangil 400 Pulau jalan 

Depan Stasiun II Pogar Bangil 120 Pulau jalan 

Jomplangan Sepur Kidul Dalem Bangil 96 Sempadan jalan 

Depan Pengairan Kidul Dalem Bangil 25 Pulau jalan 

Hutan Kota Kalirejo Kalirejo Bangil 9.500 Hutan kota 

Alun-alun Bangil Kauman Bangil 8.100 taman kota 

Segok Gempeng Bangil 150 Pulau jalan 

Kantor Samsat Bangil Latek Bangil 50 Jalur pejalan kaki 

Komplek Perkantoran Raci Raci Bangil 130 
Taman Kawasan 

Perkantoran 

Depan Puskesmas Raci Raci Bangil 100 Sempadan jalan 

Perumahan Kali rejo Kalirejo Bangil 5.000 Taman RW 

Perumahan Lembah kolur Kolursari Bangil 5.000 Taman RW 

Perumahan Permata Asri Gempeng Bangil 1.000 Taman RT 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

Kelurahan/ 
Kecamatan 

LUAS 
RTH PUBLIK No. Lokasi 

Desa (m2) 

37 Perumahan Demio Dermo Bangil 1.250 Taman RW 

38 Perumahan PJKA Pogar Bangil 250 Taman RT 

39 Permukiman Lumpang bolong Latek Bangil 5.000 Taman RW 

40 Perkantoran Kecamatan Bangil Kolursari Bangil 4.000 Sempadan jalan 

41 Puskesmas Bangil Kidul Dalem Bangil 2.000 Sempadan jalan 

Taman Tugu Adipura 
42 Kidul Dalem Bangil 100 Pulau jalan 

(baru) 

43 Taman Tugu Adipura (lama) Kidul Dalem Bangil 100 Pulau jalan 

44 Taman Pertigaan Rel Kerta Api Pogar Bangil 49 Pulau jalan 

45 Taman Jalan Patimura Pogar Bangil 100 Jalur pejalan kaki 

46 
Batas Kota Wilayah Nguling 

Nguling Nguling 93 Pulau jalan 
(taman) 

47 · 
Batas Kota Wilayah Purwodadi 

Purwodadi Purwodadi 49 Pulau jalan 
(taman) 

48 Pertigaan Purwosari (taman) Purwosari Purwosari 49 Pulau jalan 

49 
Median Jalan depan 

Pandaan Pandaan 200 median jalan 
Kec.Pandaan (T aman) 

50 Tugu Keris (taman) Pandaan Pandaan 49 Pulau jalan 

51 Tugu Empat Lima (taman) Pandaan Pandaan 225 Pulau jalan 

52 Ta man Carat (T aman) Pandaan Pandaan 60 Pulau jalan 

53 Taman Watukosek Watukosek Gempol 60 Pulau jalan 

54 Taman Apolo Gempol Gempol 225 Pulau jalan 

55 Taman Bundaran gempol Gempol Gempol 289 Pulau jalan 

56 Taman Tempel Gempol Gempol Gempol 128 Sempadan jalan 

57 Taman tugu selamat datang Beji Beji Bej i 100 Pulau jalan 

58 Taman Cargo 
Cangkring 

malang Beji 100 Jalur pejalan kaki 

59 Taman Depan Masjid Ceng hoo Pandaan Pandaan 100 Sempadan jalan 

60 Terminal Pandaan 2010 (Taman) Pandaan Pandaan 200 Pulau jalan 

61 Jalan Raya Kasri Petungasri Pandaan 96 Sempadan jalan 

62 A. Yani Petungasri Pandaan 2,9 median jalan 

63 Simpang Tujuh Petungasri Pandaan 665,0 Pulau jalan 

64 Alun-alun Grati Gratitunon Grati 700,0 taman kota 

65 Alun-alun Wonorejo Wonorejo Wonorejo 266,0 taman kota 

66 Prigen Prigen Prigen 140,0 Sempadan jalan 

67 Taman Kee. Rembang Rembang Rembang 156,0 taman kota 

68 Kawasan Perkantoran DLH Raci Raci Bangil 528,0 Kawasan Perkantoran 

69 Batas Kata Gempol-Pandaan Pandaan Pandaan 350,0 Sempadan jalan 

70 Patung Sapi Pandaan Pandaan Pandaan 80,0 Sempadan jalan 

71 Ta man Patung Kuda Ledug Tretes 500,7 Pulau jalan 

72 Taman Tretes Prigen Tretes 233,8 Sempadan jalan 

73 Patung Sapi Pandaan (lanjutan) Pandaan Pandaan 90,8 Sempadan jalan 

74 Komplek Perkantoran Raci Raci Bangil 626,1 Kawasan Perkantoran 
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Lokasi 
Kelurahan/ 

Kecamatan 
LUAS 

RTH PUBLIK No. 
Desa (m2) 

75 Taman Desa Gempol Gempol Gempol 549,8 taman kota 

76 Taman Gang Dahlia Prigen Prigen 240,0 Sempadan jalan 

77 Ta man Jalan Raya Raci Raci Sangi! 130,5 Sempadan jalan 

78 Taman Ngemplak Prigen Prigen 369,6 Sempadan jalan 

79 Taman Melikan Kejapanan Gempol 566,4 taman kota 

TOTAL LUASAN RTH 57.460 m2 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 2.3 diatas diketahui bahwa luasan RTH yang dikelola oleh DLH 

yaitu sebesar 57 .460 m2 atau 5, 7 Ha. Berdasarkan ketentuan luasan minimal RTH Publik 

yang tertuang pada Peraturan Daerah Kab. Pasuruan nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yaitu luasan minimal 20% dari luas 

wilayah perkotaan, maka berdasarkan perhitungan di dapat seharusnya RTHP seluas 20% 

wilayah perkotaan sebesar 10.781 ha, dimana bila dibandingkan dengan luasan RTHP yang 

dimiliki sekarang yaitu seluas 5, 7 ha, maka selisihnya sangat besar. 

Berdasarkan uraian sumber daya Dinas Lingkungan Hidup diatas, dapat dianalisa 
sebagai berikut : 

1. Sumberdaya Manusia sebagian besar berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) dan 

yang memiliki tugas dan fungsi sebagai tenaga lapangan (persampahan dan Ruang 

terbuka hijau); 

2. Dinas lingkungan hidup masing membutuhkan tenaga fungsional pengawas 

lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan pengawasan terhadap pelaku usaha 

yang ada di wilayah Kab. Pasuruan; 

3. Sebagian besar peralatan yang ada belum memenuhi standar teknis pengelolan 

lingkungan hidup, baik dari segi kual itas maupun kuantitas; 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diukur 

berdasarkan pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran 

renstra mengalami beberapa perubahan jika dirunut mulai dari renstra sebelumnya 

(renstra 2018-2023). 

A. Pada tahun 2018 diubah dan ditegaskan juga melalui verifikasi renstra tahun 2019 

menjadi 2 {dua) sasaran dan 4 indikator, yaitu : 

1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup, 

dengan indikator sasaran yaitu : 

a) lndeks Kualitas Air {IKA); 

b) lndeks Kualitas Udara (IKU); dan 
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c) lndeks Kualitas Tutupan Lahan {IKTL). 

2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah, dengan 

indikator sasaran yaitu : 

a) Nilai TPA (program Adipura) 

B. Pada tahun 2021 diubah melalui Review Renstra menjadi 2 (dua) sasaran dan 5 

indikator, yaitu sebagai berikut : 

1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup, 

dengan indikator sasaran yaitu : 

a) lndeks Kualitas Air (IKA); 

b) lndeks Kualitas Udara (IKU); 

c) lndeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan 

d) Nilai TPA (program Adipura). 

2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah, dengan indikator sasaran yaitu : 

a) Nilai SAKIP DLH 

C. Pada tahun 2022 diubah melalui Perubahan Renstra menjadi 2 (dua) sasaran dan 

5 indikator, yaitu sebagai berikut : 

1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup, 

dengan indikator sasaran yaitu : 

a) lndeks Kualitas Air (IKA); 

b) lndeks Kualitas Udara (IKU); 

c) lndeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan 

d) lndeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). 

2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah, dengan indikator sasaran yaitu : 

a) Nilai SAKIP DLH 

Capaian hasil sasaran strategis DLH disajikan dalam tabel 2.3 tentang 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 

serta tabel 2.4 tentang Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Pasuruan 
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lndikator Kinerja 
Target 

sesuai Tugas dan Target Target 
No 

Fungsi Perangkat NSPK IKK 
lndikator 
Lainnya 

Daerah 

1 lndeks Kualitas 
IKK 

Lingkungan Hidup IKU 
Outcome 

-
(IKLH) Kabupaten 

2 lndeks Kualitas Air IKK 
- -

(IKA) Output 

3 lndeks Kualitas Udara IKK 
- -

(IKU) Output 

4 lndeks Kualitas IKK 
- -

Tutupan Lahan (IKTL) Output 

5 Nilai TPA {Program 
IKU - -

Adipura) 

6 lndeks Kinerja 
IKU 

Pengelolaan Sampah 
- -

7 Nilai SAKIP - - IKU 

8 Terlaksananya 
IKK 

pengelolaan sampah - -
di wilayah Kabupaten 

Outcome 

9 Ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/ 
atau kegiatan 
terhadap izin 

IKK 
lingkungan, izin PPLH -

Outcome 
-

dan PUU LH yang 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten 

TABEL 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN PASURUAN 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke-

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

58,42 59,73 61,34 62,16 62,50 57,10 62,547 63,130 59,78 

54,83 58,67 52,13 53,49 53,59 53,73 52,14 54,00 53,17 

82,25 82,25 80,84 80,94 81,04 79 82,22 82,96 75,18 

43,62 43,64 41,08 42,30 42,53 43,89 44,04 44,05 42,64 

76 78 79 a/n a/n 78 79 79 a/n a/n 

a/n a/n a/n 45 45,50 a/n a/n a/n 45,90 

- - 78 80 82,00 - - 81,05 82,26 

- - - - 21,82% 44,60% 73,06% 22,74% 

- - - - 70% 55,56% 53,33% 50% 

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2019 2020 2021 2022 2023 

97,74% 104,72% 102,92% 96,17% 

103,48 
97,99% 88,86% 99,40% 

% 

96,04% 99,96% 102,62% 92,88% 

100, 100, 
107,22% 100,80% 

61% 91% 

101, 
101,3% 100% a/n a/n 

28% 

a/n a/n a/n 102% 

- - 103,91% 102,83% 

- - - -

- - - -
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lndikator Kinerja 
Target 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasl Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

No 
sesuai Tugas dan Target Target 

lndikator 
Fungsi Perangkat NSPK IKK 

Lainnya 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 
Daerah 

10 Data izin PPLH dan 
PUULH yang IKK 66,17% 94,76% 87,75% - - - - - - - - - -
diterbitkan oleh Output 

Pemda Kab/Kota 

11 Rasio PPLHD terhadap 
usaha yang izin 
lingkungan, izin PPLH IKK 0,14 0,13 0,13 
dan PUULH yang Output 

diterbitkan oleh 

Pemkab 

12 Persentase Penetapan 
hak M HA terkait 

IKK 
dengan PPLH yang 0% 100% -
berada di Daerah 

Output 

kabupaten/ kota 

13 Persentase 
Terfasilitasinya 
kegiatan peningkatan 

IKK 
pengetahuan dan 0% 100% -
ketrampilan 

Output 

masyarakat hukum 
adat terkait PP LH 

14 Persentase jumlah 
lembaga IKK 0% 100% 100% 
kemasyarakatan yang Output 

diberikan diklat 

15 Penanganan 
Pengaduan 
masyarakat terkait 

100% 80% 100% 
izin lingkunga, lzin 
PPLH dan PUU LH 
yang diterbitkan oleh 

pemerintah daerah 
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lndikator Kinerja 
Target 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasl Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

No 
sesuai Tugas dan Target Target 

lndikator 
Fungsi Perangkat NSPK IKK 

Lainnya 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 
Daerah 

kabupaten/kota, 

lokasi usaha dan 
dampaknya didaerah 

kabupaten/kota yang 
ditangani 

16 Jumlah laporan 

pengujian kualitas air 
dan Jumlah laporan TP8 6 47 Laporan 94 laporan 

pengujian kualitas 

udara 

17 Jumlah Sampah yang 
TP811 23.398 ton 

48020,52 

tertangani ton 

18 Luas RTH yang 
TP811 5 Ha 9,6603 ha 

dikelola 

19 Jumlah rekomtek 
37 

penyimpanan limbah TP812 
rekomtek 

92 rekomtek 

83 

20 Jumlah permohonan 
TP812 

49 92 

yang terverifikasi (83) permohonan permohonan 

21 Jumlah permohonan 
TP812 

3 92 

yang terfasilitasi (83) permohonan permohonan 

22 Jumlah kegiatan 

koordinasi atau 
TP812 1 kegiatan 

sinkronisasi yang 
dibutuhkan (83) 

23 Jumlah sampah yang 
TP812 47.147 ton 

4523,805 

dikurangi ton 

24 Jumlah lokasi 

tercemar dan/ atau TP815 2 lokasi 17 dokumen 

rusak yang telah 
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lndikator Kinerja 
Target 

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasl Capalan Tahun ke- Rasio Capalan pada Tahun ke-

No 
sesuai Tugas dan Target Target 

lndikator 
Fungsi Perangkat NSPK IKK 

Lainnya 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 
Daerah 

dilakukan kegiatan 
koordinasi, 
sinkronisasi dan 
pelaksanaan 
rehabilitasi 
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Berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat dilihat indikator sasaran renstra DLH mulai 

tahun 2018 sampai tahun 2023 yang terdiri dari lndikator NSPK (Norma, Standar, 

Prosedur dan kriteria), indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) dan lndikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). 

Terjadi perubahan indikator kinerja utama DLH di tahun 2022 melalui mekanisme 

Perubahan Renstra yaitu untuk indikator sasaran nilai TPA (program ADIPURA) diganti 

dengan lndeks Pengelolaan Sampah {IKPS), serta menambah indikator nilai SAKIP. 

lndeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator kinerja utama DLH sekaligus 

indikator kinerja kunci (IKK) outcome untuk LPPD, untuk mendapatkan nilai ini diperoleh 

melalui 3 (tiga) komponen indeks meliputi IKA, IKU dan IKTL yang masing-masing memiliki 

bobot tersendiri yaitu IKLH KAB/KOTA = (0,376 X IKA)+(0,405 X IKU)+(0,219X IKTL). 

Hasil capaian IKLH menunjukkan trend positif sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, 

dimana capaian 2021 di poin 63,130 poin, namun menurun di tahun 2022 yaitu dengan 

nilai 59,78poin. Nilai IKLH memiliki beberapa kategori interpretasi yaitu : 1). Sangat 

Baik (90:S x S100), 2). Baik (70:S x S90), 3). Sedang (SOS x S70), 4). Kurang (25:S x SS0), 

5). Sangat Kurang (0::. x ::.25). Berdasarkan kategori tersebut kualitas lingkungan hidup 

di Kabupaten Pasuruan berada di posisi sedang, hal ini merupakan potensi sekaligus 

tantangan dalam pembangunan lingkungan hidup, utamanya tantangan untuk 

memelihara kualitas lingkungan hidup sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan 

dengan tetap terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

lndeks Kualitas Air (IKA) adalah penyusun dari _IKLH, merupakan indikator 

sasaran DLH sekaligus indikator kinerja kunci (IKK) output untuk LPPD. Metode yang 

digunakan dalam penentuan IKA adalah melalui perhitungan indeks pencemaran air sungai 

melalui pengujian sampel air sungai di 9 aliran DAS, dimana tiap aliran/sungai tersebut 

terdapat 3 titik sampling, yaitu hulu, tengah dan hilir, selanjutnya di uji parameter di 

laboratorium lingkungan selanjutnya diinterpretasi kualitasnya. Nilai IKA menunjukkan 

trend fluktuatif dimana pada tahun 2019 berada di poin 53,73, tahun 2020 berada di 

poin 52,14 tahun 2021 berada dipoin 54,00 dan tahun 2022 berada di poin 53,17 . Nilai 

lndeks Kualitas memiliki beberapa katagori interpretasi yaitu : 1 ). Sangat Baik (90S x 

::.100), 2). Baik (70::. x ::.90), 3). Sedang (50::. x ::.70), 4 ). Ku rang (25::. x S50), 5). Sangat 

Kurang (0::. x ::.25). Berdasarkan kategori tersebut kualitas air di Kabupaten Pasuruan 

berada di posisi sedang. 

lndeks Kualitas Udara (IKU) adalah penyusun dari IKLH, merupakan indikator 

sasaran DLH sekaligus indikator kinerja kunci (IKK) output untuk LPPD. Metode yang 

digunakan dalam penentuan IKU melalui pengukuran kualitas udara ambient dengan 

parameter uji Nitrogen Dioksida (NO2 ) dan Sulfur Dioksida (SO2 ) pada empat area 

pengukuran yaitu Daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas 
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padat, Daerah atau kawasan industri, Pemukiman padat penduduk dan Kawasan 

perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi dan dilakukan 2 kali dalam 

setahun. Nilai IKU menunjukkan trend positif, dimana pada tahun 2019 berada dipoin 

79,00 tahun 2020 berada dipoin 82,22 dan tahun 2021 berada di poin 82,96 sedangkan 

tahun 2022 mengalami penurunan dipoin 75, 18. Nilai lndeks Kualitas Udara memiliki 

beberapa katagori interpretasi yaitu : 1 ). Sangat Baik (90S x S100), 2) . Baik (70S x S90), 

3). Sedang (SOS x S70), 4). Kurang (25S x S50), 5). Sangat Kurang (OS x $25). 

Berdasarkan kategori tersebut kualitas udara di Kabupaten Pasuruan berada di posisi 

baik. 

lndeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah penyusun dari IKLH, merupakan 

indikator sasaran DLH sekaligus indikator kinerja kunci (IKK) output untuk LPPD. 

Metode yang digunakan dalam penentuan IKTL melalui penggambaran tutupan lahan ( 

kebun raya, taman KEHATI, hutan kota, taman kota, taman hutan raya, median jalan, sabuk 

hijau, SUTET, sempadan sungai, daerah penyangga, kebun binatang, arboretum, taman 

rekreasi, pepohonan lainnya yang relevan serta rehabilitasi hutan dan lahan yang berada di 

areal penggunaan lain) menggunakan citra satelit landsat dalam bentuk peta poligon 

dengan skala 1 :250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) menggunakan aplikasi 

ArcGIS atau Google Earth untuk mendapatkan data spasialnya dan hitungan luasannya. 

Nilai IKTL menunjukkan trend naik tetapi menurun di tahun 2022 yaitu tahun 2019 

berada dipoin 43,89 tahun 2020 berada dipoin 44,04 tahun 2021 berada di poin 44,05 

dan pada tahun 2022 berada dipoin 42, 14. Nilai lndeks Kualitas Tutupan Lahan memiliki 

beberapa katagori interpretasi yaitu : 1 ). Sangat Baik (90S x s100), 2). Baik (70s x S90), 

3). Sedang (SOS x S70), 4). Kurang (25S x S50), 5). Sangat Kurang (OS x S25). 

Berdasarkan kategori tersebut kualitas udara di Kabupaten Pasuruan berada di posisi 

kurang, hal ini disebabkan oleh kendala-kendala terkait teknis pelaporan dan verifikasi 

data tutupan lahan oleh KLHK, dimana system yang disediakan belum dapat berfungsi 

secara optimal , sehingga beberapa kali terjadi error pada website yang menyebabkan 

data yang telah diinput menjadi hilang. Dari hasil observasi melalui citra satelit, secara 

umum nilai IKTL masih berpotensi untuk mengalami peningkatan ada tahun 2023 

mengingat masih banyak tutupan lahan yang belum masuk dalam inventarisasi dan 

pemetaan tutupan lahan karena keterbatasan sumber daya manusia (tenaga teknis). 

Nilai TPA (Program Adipura) merupakan indikator sasaran yang dijalankan tahun 

2019 sampai tahun 2021, dimana indikator ini didapat dari penilaian adipura kota kecil 

oleh KLHK. Nilai capaiannya menunjukkan trend positif dimana pada tahun 2019 berada 

dipoin 78 tahun 2020 berada dipoin 79 tahun 2021 berada di poin 79. lndikator ini 

diubah pada momentum perubahan renstra DLH tahun 2018-2023 tahun 2021 karena 
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kurang relevan untuk menjadi indikator sasaran perangkat daerah dan digantikan 

dengan indikator lndeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). 

lndeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah indikator kinerja utama KLHK 

untuk tahun 2020 sampai 2024 dimana tertuang pada Keputusan Menteri LHK nomor 

SK.333/MENLHK/SET JEN/SET.1/8/2020 tentang lndikator Kinerja Utama Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, dimana perhitungannya 

menggunakan atau melibatkan variabel kebijakan, SDM, anggaran , sosialisasi dan 

pemahaman, acceptability dan implementasi, rasio target/capaian terhadap kapasita, 

efisiensi anggaran , peserta adipura, penghargaan adipura, IKLH (IKA). Tahun 2022 

berdasarkan penilaian mandiri didapatkan capaian IKPS 45,90 poin. 

Nilai SAKIP DLH mulai ditetapkan sebagai indikator sasaran perangkat daerah 

yaitu sejak perubahan renstra DLH tahun 2018-2023 tahun 2021. Capaian tahun 2021 

dan 2022 menunjukkan tren positif atau naik, masih diperlukan optimal isasi dalam 

pengelolaan SAKIP di DLH untuk menunjang pencapaian kinerja utama DLH. 

lndikator Kinerja Kunci (IKK) urusan lingkungan hidup, utamanya pada indikator 

output juga telah dilaksanakan, namun belum ditetapkan targetnya pada dokumen 

perencanaan, hanya dilakukan pelaporan capaiannya pada dokumen LPPD. 

Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten adalah indikator kinerja 

kunci (outcome) yang ada pad a LPPD. Nilai tersebut didapat dari perhitungan total 

volume sampah yang dapat ditangai dibagi total volume timbulan sampah kabupaten 

dikali 100%. Tren capaiannya meningkat setiap tahun yaitu 21 ,82% (2019), 44,60% 

(2020), 73 ,06% (2021) dan pada tahun 2022 menurun menjadi 22,74%. 

lndikator Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin 

lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten adalah indikator kinerja kunci (outcome) yang ada pada LPPD. Nilai tersebut 

didapat dari perhitungan Jumlah Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

melanggar dibagi jumlah usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100%. 

Tren capaiannya menurun setiap tahun ya itu 70% (2019), 55,56% (2020), 53,33% 

(2021) dan pada tahun 2022 menurun menjadi 50%. 

lndikator Data izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota 

adalah indikator kinerja kunci (output) yang ada pada LPPD . Nilai tersebut didapat dari 

perhitungan lzin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah dibagi Jumlah Usu Ian Permohonan yang teregistrasi dikali 100%. Capaian 

indikator tersebut menunjukkan tren meningkat yaitu 66, 17% (2020), 94,76% (2021) dan 

pada tahun 2022 menurun menjadi 87,75%. 

lndikator Rasio PPLHD terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH 

yang diterbitkan oleh Pemkab adalah indikator kinerja kunci (output) yang ada pada 
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LPPD. Nilai tersebut didapat dari perhitungan Jumlah PPLHD yang ada dibagi Jumlah 

kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungannya, izin PPLH dan PUU LH yang 

diterbitkan oleh pemerintah daerah dikali 100%. Capaian indikator ini cenderung stagnan 

yaitu 0, 14% (2020), 0, 13% (2021) dan pada tahun 2022 tetap yaitu 0, 13%. Kondisi ini 

disebabkan jumlah PPLHD atau pejabat pegawas lingkungan hidup tidak bertambah yaitu 

sejumlah 2, sedangkan jumlah pelaku usaha terus bertambah, maka rasio pengawasan 

cenderung angkanya memiliki tren stagnan atau cenderung menurun, sehingga hal ini 

berdampak pada jumlah pengawasan pelaku usaha di tiap tahunnya. Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup memiliki peranan utama dalam proses pengawasan ketaatan pelaku 

usaha, sehingga dengan jumlah PPLHD yang stagnan akan memengaruhi jumlah kegiatan 

usaha yang bisa diawasi setiap tahunnya yaitu dikisaran 15 perusahaan pertahun. 

lndikator Persentase Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 

Daerah kabupaten/ kota adalah indikator kinerja kunci (output) yang ada pada LPPD. 

Nilai tersebut didapat dari perhitungan jumlah MHA yang diakui dibagi Jumlah usulan MHA 

dikali 100%. lndikator ini tidak ada dalam renstra DLH tahun 2018-2023 yang awal, sehingga 

tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan ini tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Terdapat 

capaian ditahun 2021 karena terdapat kegiatan DLH Prov. Jatim yang dilakukan di 

Kabupaten Pasuruan. Perubahan Renstra DLH tahun 2018-2023 mengakomodir untuk 

dilaksanakan di tahun 2023. 

lndikator Persentase terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan 

ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH adalah indikator kinerja kunci (output) 

yang ada pada LPPD. Nilai capaian indikator tersebut didapat dari perhitungan Jumlah 

MHA yang mendapatkan pelatihan dibagi Jumlah MHA yang ada dikali 100%. Terdapat 

capaian ditahun 2021 karena terdapat kegiatan DLH Prov. Jatim yang dilakukan di 

Kabupaten Pasuruan yaitu pelatihan pada 2 MHA sehingga tercapai 100%. 

lndikator Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat adalah 

indikator kinerja kunci (output) yang ada pada LPPD . Nilai capaian indikator tersebut 

didapat dari perhitungan Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberikan 

diklat/rencana dibagi Target Lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat dikali 

100%. Tidak ada capaian pada tahun 2020 dikarenakan adanya refocusing anggaran 

karena adanya pandemic covid 2019 selanjutnya untuk tahun 2021 dan 2022 yaitu 100%. 

lndikator Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, lzin PPLH 

dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan 

dampaknya didaerah kabupaten/kota adalah indikator kinerja kunci (output) yang ada 

pada LPPD. Nilai capaian indikator tersebut didapat dari perhitungan Pengaduan 

Masyarakat yang ditangani dibagi Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi 

dikali 100%. Capaian indikator ini rata-rata 95%, dimana hanya tahun 2021 yg capaiannya 
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80%, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terdapat kasus yg pengaduanya di Desember 

2021 sehingga pada akhir tahun belum tertangani keseluruhan. 

Selain lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Kunci (IKK), terdapat 

indikator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh DLH Kab. 

Pasuruan. Jumlah laporan pengujian kualitas air dan Jumlah laporan pengujian kualitas 

udara adalah indikator TPB no 6, dimana merupakan kegiatan pengambilan sampel uji 

kualitas air sungai dan uji udara ambient. Jumlah Sampah yang tertangani adalah indikator 

TPB no 11, dimana capaian tersebut didasarkan pada data sampah yang dipilah, diangkut 

dan diproses akhir di TPA. Jumlah RTH yang dikelola adalah indikator TPB no 11 dan 

merupakan data RTH yang dikelola dan merupakan asset DLH. 

Jumlah rekomtek penyimpanan LB3, Permohonan terverifikasi (83), permohonan 

yang terfasilitas (83) serta jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan 83 

merupakan indikator TP8 no 12 dan merupakan kegiatan pengelolaan 83 dan Limbah 83 

ska la Ka bu paten . 

Jumlah sampah yang dikurangi adalah indikator TP8 no 12 dan merupakan kegiatan 

lingkup pengelolaan sampah yang menggunakan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recicle). 

Jumlah lokasi tercemar dan/ atau rusak yang telah dilakukan kegiatan koordinasi, 

sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi adalah indikator TP8 no 15 dan merupakan 

kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pemulihan 

fungsi limngkungan hidup. 
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Tabel 2.4 
AN GGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

Uralan Pro,ram/1CeaJ1tan 
Ana1ran Pldl Tahun Ke- ReallAsl Ana,ran padaTahun ~ Raslo antara AeaUsasl danAnuaran Tahun ke- Rata•rata P1rtumbuh1n 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2 022 2023 Anffaran RHli11SI 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (91 (10) (11) (12) (13) 115) 116) 117) 118) 120) 121 ) 1221 

PROGRAM P&AYMAN ADMINISTRASI PERKANTOIIAN L7"4.07t,9 1.l:U.515,1 12.Sl" ... (l00) 

Ptnyedlaan Jl'a Komunlkul, Sumber Daya Air din Ll1trlk 174 .481,9 158.278 90,719' 105.505 (100) 

Penyedlaan Jau Adm!nlst rasl Keuanga n 157.380 157.380 100,009' 116.981 (100) 

PtnyediunAlat lulls Kantor 4S.495 38.812 85,31" 1.496..141 (l00) 

Penyediaan Barana Cetakan dan Penaailndaan 45.888 44.174 96,26" 4.343,503 (100) 

Ptnyed!H n P1r1l1tan ~ n Ptr!tngk,pjn K.antor 27.SOO 21.491 78,15" s.305.350 (l00) 

Penyedlaan Makanan dan Minuman 30.000 29.949,S 99,83'< 1.011.131 (1001 

Rapat-rap,at Koordinul clan Konsultasi Ke Luu DHrah 200.000 199.605,4 99,8°" UA29 1100) 

Penyedlaan Jasa Pl!rkantoran 1.063.335 963.825,7 90,649' 104,173 (100) 

PROGRAM PIENINGKATAN SAIIANA DAN PltASAIIANA APAltATUR 797,ffl,5 -M0.1 •.G21' Q.IU (l00) 

Penaadaan Pera lata n Kantor 223.340 212.617,S 95,20K 1.559,729 (100) 

Pemeliharaan R/8 Gedung Kantor 224.990 21'7.893 96,85" 63.510 (l00) 

Peme1Jha111an R/B Kendaraan Dlnas/Ope111slo n1I 317.540 249.753,1 78,65" 1.051.927 (100) 

Pemeliha111a n R/8 Ptralltan Kantor 31.659,3 29.680,5 93,75" 1.475.259 (l00) 

PIIOGMM PENNJICATAN KAPASITAS SUMIIII OAYA UMATUR '11.0!I0,5 317.411 ....,,. n .1H (l00) 

Pendldlkan dan P1!1tlh1n Formal 88.030,S 42.600 48,39" 297.081 (100) 

Penaembanaan dan Penlnakatan SOM 328.000 324.821 99,03" 12.565 (l00) 

PROGRAM PININGKATAN ~ SIS11M Pll.APOMN CAPAIAN sa.•1 ....., 
77,11" 1--•• MM •n••-•u 312.IOZ (l00) 

Penyusunan Pelaporan Pr01nosls Semeste111n dan Reallsasi Keuancan Akhlr Tahun 52.391 
40.397 n ,11" t.657.494 (100) 

PROGRAM PENGEMBANGAN IONEIUA PENGt:LOI.AAN PEMAMPAHM 22.414.454,4 ....... .., .. ll,- Ul3 (l00) 

Pe nyedlaan P111sa rana dan Sarana Pen&elolaan Perumpahan 11.410.997,9 10.601 .630,1 92,91" 71 (100) 

Penln&btan Operasl dan Ptmellharaan Pra~ran.11 It S;ii r;iin.11 Pt rsampahan 6.001.603,4 5.737.436,6 95,~ 4.433 (100) 

Pen!n&U tan Kemampu;iin Aparat Penae lolaan Pef'Simpahan 268.358,8 214.534,0 79,94" 6.349 (100) 

Penrnakatan Peran Strt.a Muyarakat ~ lam Ptrctlo laan Ptrsampahan 4 .733.494,30 4.280.836,8 90,-44" 1,237 (l00) 

PROGRAM PINGINDAlJAH P!NC!MARAN DAN PIRUSAKAN UNGICUHGAN HIOUP 1.561.11',4 1Al1.71J,S 57.11"' 4.361 (l00) 

Pengelolaan Limbah 83 dan Limbah 83 1.091 .340,0 31.545,2 2,89% 10.937 (100) 

Operas!onal Ulbo111torh,,m Unakuncan 971.855 951.726,5 97,93" S.4U (100) 

Ptnfngkatan Sa ran.a&. Pr1sar1n1 Laboratorlum llngkungan 92.375 90.436 97,909' 11.795 (100) 

Pemullhan Pence maran A.I r 43 .248,4 43.042,6 99,S2" 28..333 (100) 

Ptl'\lelolHn din RthabUttui Kerusakan t.ahan dan Unckungan Hidup 50.000 49.915,8 99,83'< 100.300 (l00) 

Pembinaan Penangulana;iin Kerusakan Unakungan Hldup 1.55.920,6 146.413,1 93,~ 32.096 (100) 

Penaelolaan Umbah Non B3 40.000 36.979,7 92,45" 2.609.184 (100) 

Penanu,.,tangan Pence ma111n Air 100.000 96.591,6 96,59" 513,948 (100) 

Pembinaan Penceg1han Kerusakan Lingkungan Hldup 16.5n,4 1S.062,9 90,86" 343,292 (l00) 

PROGRAM PENINGKATAN IUAUTAS DAN AKSIS .. FOIMASI SUMHR DAYA ALAM :MUOO 2JUS5,2 .....,. 
lf'\.11..11'-.,.-. ... ...,..,.,...,..,....,_ '1."'2 (l00) 

Harl Llngkungan Hldup 246.900 238.355,2 96,54" 128.119 (100) 

PROGRAM PINGBOI.AAN RUANG Tn9UICA HUAU (RTH) S.711.MO UU.511,2 11.U,, (l001 IUIOI 
Penatian RTH 2.1.12.250 2.096.428 99,25" (100) (100) 

PemellharHn RlH 3.171.290 2.7S4.S49,3 86,86" (100) (100) 

Pernelfharun Slrana Prasarana RTH 509.600 468.621,9 9i96% (l00) (too) 

PIIOGIIAM PEltENCANMN DAN PENGEMBANGM LH 
_,.. 00.181,7 96,5"' (l00) (l00) 

Penvusuna n Rencana Perllndunaan dan Pengelolaan u nakungan Hldup 21.850 21.466,9 98,25" (100) (too) 

Penyusunan Kaj ian Ungltunaan Hldup Strateals (KLHS) Kabupattn Pasuruan 130.000 125.2S0,6 96,35" (100) (100) 

Penyusunan Daya Culture O.ya Tampuf'li (DDDT} 121.000 118.D71,6 97,58" (l00) (l00) 

66.000 
64.914 98,35" Penyusunan lnformasl Klnerjl Pen,elolan unakungan Hldup Daera h {IKPLHD) (1001 (l00) 

115.550 
112.850 97,66" Pemblnaan Penyusunan Ookumen Llnalcunaan baal Pelaku Usa ha dan/ mu Kealatan (100) (l00) 

Koordlnasl Ptr,yusul'lln Amdal 31.995 27.228,6 SS, 1°" (100) (100) 
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201.CW lR.111,C 
96,10!< PROGRAM PEMltlNMN, PINGAWASAN DAN HNEGAKAN HUKUM UNGKUNGAN (100) (1001 

Peneaakan Hukum Linakung:an :17.100 36.941,8 99,57" (100) 1100) 
Medtasi Sena:keta Llngkunaan 32.147 31.798,4 98,92'6 11001 1100) 
Pengawasan Pe!aksanaan Kebljakan Bldang LH 104.215 97.142,S 93,21% 11001 (100) 
Penln&k.atan Perlngkat Klnerja Perusahaan (Proper) 27.570 27.300,8 99,02% 11001 1100) 
PROGRAM P£NINGKATAN KAPA.SITA$ LH 711.105 m .... ,. 89,83" 1100) 1100) 
ICoordinasi Penllaian Kata Sehat/ Adipura 139.310,6 76.876,5 55,189' (100) 1100) 
Program Adiwiyata 521.240 514.310,8 98,67" 11001 1100) 
Pemberdayaan Kader Llng:kungan 51.154,5 48.157,5 94,14% 11001 1100) 

PROGRAM PIM8INAAN UNGKUNGAN 50SIAl. z.sss.ooo J .171.997,J 85,08% (100) 1100) 
Penyedlaan Sarana Prasarana PengolaMan Umbah lndustri (Pengadaan/ 575.413,5 
Pemelrharaan 5arpras Alat Uji KuaHtas A!r, Tanah dan Udar11, Emlsi dan Ambien) 502.788 87,38'6 

(1001 11001 
Penerap.;in S!stem Manajemen Ungkungan bagi Masyarakat di Llngkungan lndustri 100.000 

98.700,2 98,70'6 (1001 11001 l 1Pemantauan Kua!itas Li""kun"an Air' 
Penerapan Sistem Manajemen Llngkungan bagi Masyuakat di llngkungan tndustri 121.323,6 

112.012,3 92,33" (1001 11001 l1Pemantauan Kualltas Ll""kun"an Udara 1 

Penerapan Sistem Manajeme11 Lfngkungan bagl Masyarakat di llngkungan lndustri 256.262,9 
243.241,5 94,92" 1100) 11001 l1pe ..... u1ian Limbah lndustri1 

Penyedlaan/ Peme!lharaan Saluran Air Umbah, Sanltasl dan Ai r Bersfh 1.500.000 1.215.255,4 81,02" (1001 11001 Pemban unan 1 Pen··--'laanTPA' 

PROGRAM PDAVANAN AUMINISTRASI PERKANTOMN UU.W,6 1.181.117,6 88,,.,. ,,..,1A3 n 1.a11 

Penyedlaan Jasa Komunlkasi, Sumber Daya Air dan Listrik 246.600 167.020 67,73"' 100.871 157.215 

PenyedlaanJasa Adminlst rasl Keuangan 239.520 233.175 97,35'6 62.933 95.832 

Penyediaan Jasa Perbalkan Peralatan Kerja 46.325,S 40.475 87,37% 38,833 46.370 

Penyediaan Al11t Tulrs Kantor 39.407 30.167 76,55'6 27.783 24.774 

Penyediaan 8arang Cetakan dan Penggandaan 24.134 13.138,3 54,44'6 66.134 74.280 

Penyedlaan Peralatan dan Perienakapan Kantor 21.262,5 13.952,5 65,62% 51.578 36.588 

Ptnyediaan Makanan dan Minuman 20.200 14.720 72,87'Mi S4.81!l 5.458 

Rapat-rapat Koordinas1 dan Konsultasi Ke Luar Daerah 108.122,6 107.BU,6 99,71" 28.504 3.109 

Penyedlun Jasa P•rktntoran 1.278.650 1.145,118,2 89,56'6 n s.608 1.396,995 

Penaembanaari Sumber Daya Apar:itur 110.350 93663 84,88% 7.862.782 4.080.792 

Peny1 . .11un1n LtporI1"1 Klner)I dan Keuanga n 53.591 22.425 41,84% 2.285.649 562.082 

PIIOGMM PININGKATAN $ARANA DAN PRASAMNA APMATUR 205.563 239.365,1 97,4"' 1.919 1.954 

Pemel!harun R/B Kendarun Dfnas/Operasiona l 245.563 239.365,1 97,48'6 4,713 39.nO 

PROGRAM P!NGIMBANGAN IONEIUA PINGELOLUN PfRSAMPAHAN 7.Bt.Ul,l 7.173.409,C ,,,..,,. .. 3.2'7 

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 880.986,9 831.632,3 94,40'6 1.296 28,766 

Penlngkatan Operasl dan Pemellharaan Prasarana & Sarana Persampahan 5.680.316,5 5.616.333,3 98,87" 784 15.355 

Peningkatan Kemampuan Apa rat Penaelolaan Persa mpahan 100.724,8 98.702 97,9~ 49,739 124.167 

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 650.188,2 604.326,6 92,95" 160.468 2.584.235 

Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 22.420,9 22.415,2 99,97'! 2.292.619 2.367 

PROGRAM PENGINDAUAH P!NaMMAN DAN PlRUSAKAN UNGKUNGAN HIDUP l.US.807,1 t,23.IOl,I ... .,.,. 
4.156 437 

Operasional Lllboratorium Ungkunsan 665.530 553.850 83,22'< 11.503 1.246 

Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan lir'lgkungan Hldup 12.600 6.489,8 51,51% 368.725 21.S62 

Penanggulangan Pencem1ren dan Kerusakan Llngkungan Hidup 105.294,2 21.253,2 20,18'6 331.664 S.060 

Pemullhan Pencemaran dan Kerusakan Ungkunaan Hldup 342.383,6 342.213,6 99,95% 30.001 6.951 

PROGRAM PIMIINAAH UNGKUNGAN 50$IAl 21.SOIA27,9 U .7Ct.JSC,C 87,1~ 379 326.609 
Penyedlaan Sarana Prasarana Pengolahan Umbah lndustrJ (Pe,..,adaan/ 575.413,5 
Pemet!haraan 5arpras Alat Uji Kualltas A1r, Tanah dan Udara, Emlsl dan Amblen) 520.609,1 90,48% ...... 41.344 

Penerapan Sistem ManaJemen Lingkungan bagi Masyuakat di Lingkungan lndustrl 100.000 
96.296,3 96,30!< 318.202 351.863 Pemantauan Kualitas Li'""kun"an Air1 

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bag! Masyarakat di Ungkungan lndustrl 121.323,6 
109.284,1 90,08% 62.651 176,TT5 l,p .. mantauan Kualitas Un .. kun"an Udara1 

Penerapan Sistem Manajemen Ungkungan bagi Masyarakat di Ungkungan 1ndustri 256.262,9 . 60.808,9 23,73'16 266.HS 1.370.986 l1pe ... nu11an Limbah lndustril 
Penyediaan/ Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Sers!h 19.455.427,9 

16.973.644,5 87,24% 2.024 282.191 1•Pemban-unan' Pen ediaan TPAI 
Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat dl Lingkungan lndustri 1.000.000 

988.711,5 98,87'6 2.739 11Pemban-unan1 Pemeliharun 1 Pennelotaanl Penataan RTHI 5 

PROGRAM P!NATAAN UNGKUNGM HIOUP 3,0SS.215,1 2.155.583,2 17,37" 1.015 """ Perencanaan din Evatuasl Ungkungan Hidup 269.263,3 268.206,3 99,61" 74.966 1.341.773 
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Kajlln Dampak Urwkunpn Hidup 64.44.3,5 59.328,S 92,06!1 52,737 14 ,185 

Pemellhar11n Un1kunaan Hldup 2.701.578,3 2.628.048,S 97,~ 1.37,.m 15.SBl ,077 
PIIOGMM ~ DAN PINCIAWASM UNGIWNU,N HIOUP .....,.,,, 211.!l>O,I ··- !MIil 11001 
Pen,aduan dan Penve'esa!an Sel'\iketa Llnakul'llan 81 .391,0 71.609,3 87,98% 11001 1100) 
Penegakan Hukum Unakunpn 39.972,S 28.205,3 70,~ 11001 1100) 
Penrnakltan Kapasltas Unakungan Hldup 127.507 116.506 91,37" (IDOi 1100) 

PR0GltAM PINUNMNG UIWSM PEMIIIINTAHAN DMRAH KAIUPATIN/ICOTA 10.780.715,lk IO.JM.ffl,504 - 16 11001 _._..., __ _.............,_ 
U.-150 -7-- "" •,,•;•:A - 'f.. -Penyusunan Dokumen P1rencanaan Peranakat Dnrah 5.698.250 4,721.600 83" 2.550 11001 

KoordlnHI din Penyusunan Ookumen RKA-SKPO 8.549.900 7,760.000 91!1 111 11001 

Koordlnasl din Penyusunan Ookumen Perubahan RkA-SKPD 1.966.000 1.966.000 IOO!I 459 11001 

Koordlnasl dan Penyusunan OPA-SICPO 2.515.000 2.S15.000 IOO!I 536 11001 

Koordlnasl dan Penyusunan Perubahan DPA-SkPO 1.210.000 1.210.000 IOO!I 808 1100) 
Koordlnasl dan Penyusun.an Laporan Cipaian Kln.rja dan lkhtlsar Re.allsasl Kinerjl 

7.030.000 
SKPO 6.295.000 - 58 11001 

Evalu,sl Klnerja Ptrar>Cklt OHrah 6.99S.OOO 5.150.000 74!1 342 1100) __ .......,.._ ··-- UOI.- "" 
. ,. :J, '·•-

Peny1dl11n GaJ! din Tunjanaan ASN 8.178.705.836 8.000.523.846 .. ,. 6 11001 

Penyedlaan Adml l'Wstrasl Pelakslnaan Tuaas ASN 1.158.530.000 1.098.680.000 95!1 6 11001 

KoordlnHI dan Pet.ksanaan Akun~nsi SKPO 2.999.500 1,200.000 - 71 11001 
Koordlnasl dan Penyusunan Laporan Keuanean Bu!anan/Triwulanan/Semesteran 

3.000.000 
SKPO 1.350.000 45!1 294 11001 _..,.. ___ .......,.._ -- .-m - ;'• i -/?-.·i-
Pen,amanan Baranc Mll!k Oaerah SKPD 30.000.000 28.480.571 95!1 159) 11001 _._...,.........,_ - - 67" ... .; ,_ ,,;',.. 

Pendldlkan dan Pelat!han Pqawal Berdasarkan Tuaas din Funa,1 24 .000,000 16000000 67" 109 11001 __ ,.,.,,_.._ - -- 87" ' .... . : <'•-
Penyedlun Peral1t1n dan Perlenaluipan Kantor 195.170.820 169.4U.700 87" 163 11001 

Penyedlaan S..h1n Lotlstlk Kantor 34.030.400 31.965.900 .. ,. 67 11001 

Penyedlun Barana Cet1kan dan Penuandaan 22.676.200 17.790.100 78" 241 ILOO) 

Fasilitasl Kun)urcan Tlmu 3.990.000 600.000 15!1 1.065 11001 

Penyelengaraan Rapat Koordinasl dan Konsu1tasl SKPD 154.521.000 138.969.539 - 126 11001 
........, ___ ,_..,. ___ - - 77" .· 

'·. -· ·-Penaadaan Mebel 26.500.000 20.S25.000 77" 289 11001 .......---...--- - --- - , .. • .... ,_ 
Penvedlun Jan KomunlkHI, SUmber Daya Air dan Ustrlk 259.096.640 199.927.268 77" 23 (LOO) 

P1nv-<tiun J1sa P1l1y1n1n umum Kantor 200.880.000 189.380.000 .. ,. 162) 1100) 
_____ ,_..,. ___ - -- - ;:· lit ,.,, -PenyedlHn Jan PemellNrHn, Blaya Pemellharaan, Pa jak, dan Perlz!nan Kendaraan 

319.143.880 
Olnas Ooer11lon1I 11:au Ll"•""ln 293,080.370 92!1 30 11001 

PemeUharaan Mebel 2.442.000 Ok (57) 

Pemeliharun Peralatan dan Mesln Lainnya 24.786.000 24.650.000 - 37 1100) 

Pemel1haraan/Rehabllltasl Geduns Kantordan Barcunan U lnnya 101.258.708 99.6-42.650 98" 100 (LOO) 
Pemellharaan/Rehabllltasl Slrana dan Pras.arana Gedurc Kantor atau Bancunan 

5.040.000 
lalnnva 5,000,000 - 576 11001 

PROGRAM PIIIINCANUN IJNGKUNf'iM HIOUP 11A.J01.11D 11J.Jl1.l00 - 32.213 

d _....._ .. ,__u.aro-.... 191'Utl 
6JU.IIIII -- f;;~ !1711 

Penyusunan d1n Penetap1n RPPLH Kabupaten/Kot1 45.211.800 43.716.800 97" 11001 11001 

Pars I __ ....,.""""-,..........,CIIUIII....__,_ - --- -Pembuatan dan Pelalcsanaan KLHS Rencana Tata Ruana 9.589.900 9.314.600 97" 1100) (LOO) 

Pembultan dan P1lakuna1n KLHS RPJPO/RPJMD 59,900.000 59.281.400 - 11001 11001 
PIIOGUM PINGINDI\IJAN PEWQMMAN DM/ATAU ICEIIUSAKAN UNGKUNGAN 

SW.SM.\ICIII JOl.ffl.GIO --- - (100) 11001 _.....,._...,__.....,_....,~ - - - ;;:- ,,:;:,_.~ ;;,;)g~ 
Koordinasl, Slnkron!sui, din Pelaksanaan Penceaahln P1nctm1r.an Un,kungan 

64.134.SOO 
Hidun Olllksanakan terhadan Media Tanah Air Udara din Laut 6,4 ,033.600 IOO!I (100) 11001 

Pengelolan Llboratorlum Ungkuf'llan Hidup Kabupater/KOUI 220.400.000 2is.m.660 98" 11001 11001 ,. ., ,,_.., __ .....,_,... - -- t. :., ·?<~ isr:r .. "" :, 
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Pembtrl1n lnformul Ptrlncatan Penamuan d1n/1t1u ICtrusakln Unckunaan Hidup 

nada Mas"1r1kat 
15.000.000 14,849.000 99ll 11001 11001 ___ ....., __ u.p,__..._,_ 
U.-000 - - ,, flllli .... 

KoordlMsl, Slnkronisasl dan Pelaksanaan Rehabllitasl 1S.000.000 14.876,800 99ll 11001 (100) 

PROGIIAM PINGa0IAAN KEANEKAAAGAMAN HAYATI (UHATI) l.OH.150.SlA .S.OM.t71.7JO 99ll 11001 (100) 

....................... ,Nlpll~ IIJIM.UO.hA ,__.,._,. - ·,; .f'.,··,.·,_.hllllll ..... 
Ptna•lolaan Ruane Terbub Hljau (RTH} 3.056.lS0.314 3.034 .976,730 99ll 11001 (1001 

PIIOGflAM l'INGINDAUAN IAHAN IERIAHAYA DAN IEMCUN (IJt DAN UMMH 
1.,1 .. m .so LUIM9.MI 

l ■ALIAM ■-■..al.lAYA PAN IIRAOJN IUMBAH 131 m, 11001 (1001 _,.._,.. __ 113 ,..._ .__ 1- ; :- -Faslll t1sl Pemenuhan IComltmen lzln Penylmpanan Sementart Umblh S3 

Ollaltsanakan melalui Sistem Pf!layalliln Perizlnan Berusahl Terlnte1rasl sear, 499.900 
E1ektronlk 499.900 lOO!I 11001 (1001 

Veriflkasl La~nc:an untuk Memastllcan Pemenuhan Persyaratln Admlnlstrasl dan 
4.998.700 

Teknls Penvlmoanan Sernentara Umbah 83 4,998.700 100,0 11001 11001 ---•-•1-,-~ 1.-us.,e LlJJ.- n• - -Fasllltasl Pemenuhan Komltmen lzln Pengumpulan Umbah 83 Ollaksanakan melalul 

Slstem Pelavanan Perl1lnan Beruuha Terinte"rasl secara Elektronlk 
2.487.SOO 2.446,200 - 11001 11001 

Koordlnasl dan Slnkronisasl Penaelolaan Limbah 83 dengan Ptmer!ntah Provins! 
1.566.646.449 

dalam Rangkl Ptnaangkuuin, Pemanfaatan, Pe ngolahan, d1n/1t1u P1nlmbunan 1.120.924.748 m, (1001 11001 

MOGRAM PIM8tNAAN DAN PINGAWASAN 1'IIUfADAP IZIN UNGICUNGMI DAN 
J7,ML500 M.17LJOO ·._ PflttJNNlll.lr.lAII ft.All ,...,.Jll"IIA.AII.I 92" (1001 11001 

_....,,..__.llllodlp_4-/MM.....,.._llln ,;,c . ,·, .' ... ·:J: 17.111.ICIO - ~"-• ... 'iti!oi i/ 
....._ ............. ____ ..._..,_ 

921' .. •: 
Fasilftasl Pemtnuhan Ketentuan din ICewajiban ldn Ungkungan dan/atau lzin PPLH 14,659.300 11.979,300 82!1 (1001 (1001 

Penaembanaan Kapasltas Pejabat Pef'l8awas Llnakungan 

Penaawasan Usaha dan/atau Kealatan yana tzln Un1kun,an Hldup. lzln PPLH v•nc 
Dlterblt kan o leh Pemerlntah Oaerah ICabuo.aten/Kota 

10,000.000 9.915.BOO 99ll (1001 (1001 

Koordinasl d■ n Slnkronlsasl Ptnaawasan dan Penerapan Sanks! Upay1 din Renana 
13.002.200 

PPLH 12,783.200 - (1001 11001 
PROGRAM PIHINGKATAN l'INOIDIUN, PBATMAN DAN PINYUlUHAN 

Jl.5Zf..lOO :IO.IOl.200 
MN<AT - (1001 11001 

P1111l14'1PHl,.....,.. ................... Unlfi■MIN ........... n- -- . \. , . :.;.;,; ;;._ --- -P1n1n1kat1n Ka~sitas din kompetensl SI.Imber Daya Manusla B!dan1 Unckunpn 
Hldun untuk lemba•a KemHvatakatan 

S.000.000 4.963.300 99ll (1001 11001 

Ptnd■ mpln,an Ger1k1n PeduU Unakunaan Hidup 26.526.800 25,937.900 - 11001 11001 

PIIOGMM PINGHAIIIGAM IJNCIIWNGAN HK>IA' UNTUk MASYAIAIAT S.I07.20D s.m .100 - 11001 11001 _............,Ullpuopl ..... llnpal_....._,_,.... uor.- S-.lOD - ·.•, ,_ .,_ 
Pen!lalan Klnerja MHyarakat/Lembaaa Masyarakat/Dunla Usaha/Ounra Pendldikan/ 

5.607.200 
Fllantropl dalam Perllndunaan dan Penaelolaan Linakun,an Hldup 5.389.100 .,,. 11001 11001 

PROGRAM PINANGANAN PfNGADUAN UNG«UNGAN Hl0UP 16.1"2,,00 ,, ........ - 11001 11001 .....,...............,_.,.._ ......... ......._ ............. . .__,. - "·· ",.;.;,;; ,. '• ]JJ.. ,,~~-- - ,~ 
Pencelola.n Penaaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 9.637.200 9.560.800 99ll 11001 11001 

Koordlnasl dan Slnkronlsasl Pel'lerapan Sanksl Administrasl, Penyelesalan Sencketa, 
7.205.SOO 

dan/atau Penyldlkan Unakuncan Hldup di Luar Pentadllan atau melatul Pencadilan 6.923.400 96" (1001 11001 

PIIOGRAM PINGILOIAAN PlltSMMl'AHAH M-Z71.117A77 U.15l.Jll.tG7 99ll (1001 11001 ....,._,_.. - ... _ - -- ·, -Pena;urangan Simpah dtngan m.ia!<ukan Pemb.itasan, Ptndauran Ulang dan 
P1manfaat1n ICtmball 

S42.879.700 530.977 .6SO - 11001 (1001 

Penanaanen samp.h dena:an melakukan Pem!lahan, Pengumpulan, Pqanakutan, 
13.560.240.327 

Pen1ol1han, dan Pt '1'1r0$esan Akhlr Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ tcota 13.460.264 ,407 99ll (1001 11001 

Pentnakatan Peranserta Masyarakat dalam Pef'l8elolaan Persampahan 120.923.150 118,569.250 - (1001 11001 
ICoordlnasl dan Slnkronlsasl Penyedlaan Sarana dan Prasarana Pen1elolaan 
P@rsam ahan 

S.452.300 (1001 

Ptnyedlaan Sarana dan Prasa r1n1 Penge tolaan Persampahan dl TPA/TPST/SPA 
Kabupaten/Kota --.. ---~._..._ ............... - ~ 

iE;liA ;''.Ji ........................ s-,llt .. Dl■ll11111bnolllh,-. - ..,,,,,_ 
Pelayanan Perlzfnan 8erusaha Terintearasl secar1 Elektronik 42,402,000 41.408.600 - (1001 11001 

-----IIAPANKAIUPATIN/l(OTA 15.NLS,Z.,O, 
15.266.122.871 (22) ........;....;.~-· , ... , ..... , .... ' ' ,,..; ,, ,· 

II . ·' ~ :; ' . 
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Penyusunan Dokumen Pere:rtcanaan Peranabt Oaer•h 4279500 4.279.500 3.428 

Koordlnasl din Ptr,yusunan Ookumen RKA.SKPD 765000 745.050 2.258 

Koordinasl dan Penyusunan Ookumen Perubahan RKA-SKPO 765000 745.0SO 1.336 

Koordlnasl dan Per,yusunan OPA-SKPO 795.000 795.000 1.911 

Koordlnasl dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 795.000 782.474 1.282 
Koordlnasl dan Penyusunan Laporan capalan Kinerja dan lkhtisar Reallsasl Klnerja 

990.000 959.940 1.021 SKPO 

Evaluasl Klnerja Pefill'\ikat Oaerah 900.000 883.035 3.336 ___ ,....._ . . - - ... , 
Penyedlaan Gajl dan Tunjanaan ASN 8886256860 8.536.563.851 (2) 

Penyedlaan A.dmlnlstrasi Pelatuanaan Tugas A.SN S579891728 5.383.163.272 (78) 

Koordlnasl dan Pelaksanaan Akuntansl SIC.PD 37S9800 3.7S9.800 36 
Koordlnasl dan Penyusunan Laporan Keuangan BulaMn/Triwutanan/Semesteran 

5.977.300 97 SKPD 5998300 

t t I I I 
,,..,. __ ,...,....._ . -- IUll.llll . 

Pengamanan Bar.arc MJlik DHrah SKPD 12.297.000 12.283.740 _.... ___ ......,._ . - . . - - . 
Pendtdlkan dan Ptlatihan Pegaw1I Berdasarkan Tugas clan fungsi 20.400.000 20.400.000 146 .........,_,....._ . -- . . --- la& . 
Penyedlaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.298.4SO 63.023.668 712 

Penyedlaan Bahan LOQlstlk Kantor 21.608.875 21.599.500 163 

Penyedlaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33 .738.100 32.238.100 129 

Fas!lltasl Kunjungan Tamu 8.100.000 8.079.124 474 

Penvelenggaraan R1pat Koordlnasl dan Konsu!t.asi SKPD 339.695.000 331.654.861 3 ............. _ ......... ___ - . . . --- J/14 
Pengadaan Mebel 39.010.000 39.005.000 164 ........, _ _..,. _ __......_ - . - OJ 
Penyedl11n Jan Komunlkul, Sumbtr Daya A.tr dan Listrik 257.386.834 220.495.156 24 

PtnYifdlHr, J111 Pe!1yan1n Umum Kantor 143.330.000 135.930.000 (47) ................. _... ....... ..._ ____ 
- - . . . - M 

Ptn','ldl11nJ1s1 Ptrntllhlrun, Bl1ya PtmaUharaan, Pajak, dan Perfa:lnan Kand1r11n 
280.314.640 279.058.450 Otn■- n-raslonal 1t1u Ll"l"'••n 47 

Pemtllh1run Mtt>.I 2.358.000 2.300.000 (551 

Pemellharun P&rtlat1n dan Mesln lainnya 14.852.000 14.800.000 128 

Pemeliharaan/Rehabllitasl Gedur\g kantordan Bangunan Ul!nnya 117.765.820 117.381.000 72 
Pemetlharaan/Rehabllitas1 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

29.241.600 29.220.000 16 Lalnnua 

PROGRAM PERENCANMN UNGKUNGAN tlDUP UUJG.900 321.199.125 11.391 ..... ...._._. .. ____ 
. --- . . . - .... 

Penyusunan dan Penetapan RPPLH kabupaten/KOU 272.203.700 270. 773.225 (100) 

Penaendallan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 51.027.200 50.426.600 (1001 ............ ... ,.,,_ . . · . . 
Pembuatan dan Pefaksanaan KLHS Rencana Tata Ruaf'II 

PROGRAM PING!NDAUAN PINCIMMAN DAM/ATAJJ U1tUSMAH UNGKUNGAN 
l.11'.lll.029 U81.74U50 

HIDUP (100) ~~·---........ .. ' --••111 ~ . 
.. a.-.- ' . .. . .. . ~ .. . ... ·, ,..;, 

Koordlnasi, Slnkronisas!, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Llngkungan 
517.756.900 516.529.664 (1001 Hldu- Dllalcsanakan terhada- Media Tanah Air Udara dan Laut 

Penaelolaan Lilboratorium Unakungan Hldup Kabupaten/Kota 654.654.929 629.811.104 (100) ......__ ..... I· ') ..... -, . . .. . .. - . C: """""""! .. . 
Pemberlan lnform,sf Ptrlngatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Ungkungan Hidup 

313.511.200 309.396.682 (100) 1,.,.da Mas arakat 
~,_ ___ .,_. ................... 11 ...... - ti• 

,. . .,- \ > . I , . . ,. . ....... i-. , . ·'. < ,.:. 

' 
L ,.,;.., .o· 

Koordlnasl, Slnkronisasi dan Pelaksanaan Rehabllltasl 130,310.000 126.004.800 (100) 

-PENGEIDIMN KW<EKAIIAGAMAN HAYATI (IIEHATI) 1.7SUll7AJJ Utl,o171.IJI (100) ............ ,, I ,1"4<1111 I 1 rt> , -. . . i.- '., ·. .. , . . .. • · ,. . . . . ' .' - , . . ,, .. 
'• . llillll 

Pengelolun Ruang Terbuka Hljau (RTH) 1.752.017.432 1.699.478.938 (100) 

-----YADANIIOACUN(IJ}DAN-
11.717.100 JI.Ml ... (100) IAHAN--·•··y• -··· ---·--· .. ____ , ••• .......,_.._.,.... ....... . . . . --- .,_ . 
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Fasilltasl Pemenuhan Komltmen lz.!n Penylmpanan Sementara Umbah B3 
Dllaksanakan meta!ui Sistem Pelayanan Perlzlnan Berusaha Teiinte1Jrasl secara 6,839,900 6.465,500 
Elekt r'OnBc (100) 

Veriflkasl Lapangan untuk Memastlkan Pemenuhan Persyaratan Admlnlstrasi dan 
31.897.200 31.796,380 Tekn!s Pen lmoanan Sementara limbah 83 (1001 

PROGRAM PIMetNAAH DAN PENGAWASAN TlRHADAP IZIN UNGKUNGAN DAN 
129.942.500 125.128..U:4 

IZtN PERUNDUNGAN DAN PENGD.olAAN UNGKUNGAN HK>UP f PPLHl (100) __ .._y......__...,_........, __ - . -...._....,.., _____ .........,_ 
..... 

Pengembangan Kapasltas Pejabat Pengawas l ln&kungan 34,603.000 33,882,764 (100) 

Pengawasan Usaha dan/atau Keslatan yang lzin Linskungan Hldup, lzln PPLH yang 
72.298.000 70.507.660 Dfterbltkan oleh Pemerlntah 0aerah Kabucaten/Kota (1001 

KoordlMsl dan Stnkronlsasi Pensawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana 
23.041.SOO 21.437.700 

PPLH (100) 

PROGRAM PENltilGKATAN PfNDIDfKAN, P!LATtHAN DAN P!NYUlUHAN 
112.354.400 100,974.911 

UNGKUNGAN HlbUP UHTUK MASYARAKAT (100) 

••II ... u,,p,q...,._ - -- 111111 

Pendamplngan Gerakan Pedul! Lingkungan Hidup 212.354.400 200.974,981 (100) 

PROGRAM PENGHARGMN UNGKUNGAN HIDUP UNT\IK MASYARAICAT 79.659Jl00 71.412.075 (100) 

-~_....... ........... _,.~ ,.,... . . - , .... 
Penilalan K!nerJa Masyarakat/Lembaga MasyarakaVDunla Usaha/Dunia Pendidikan/ 

79.659.000 
f ilantropl dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hldup 78.412.075 (1001 

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN UNGKUNGAN HIDUP 65.029.500 64,014.743 (1001 ........... .... ........ . -- . . .......,. ·- . 
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/kota 65.029.500 64.084.743 (1001 

PROGRAM PENGEI.OI.AAN PERSAMPAHAN 9.502.248.867 9.002.509..4&2 (100) ............ .,_ . - (ltlll . 
Pengurangan Sa:mpah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan 

350.895.900 347.629.897 Pemanfaatan Kemball (1001 

Penanaar\illn Sampah dengan melakukan Pem!lahan, Pengumpulan, Pengangkutan, 
8.656.549.207 8.162,952.255 Pengolahan, dan PemrosesanAkhlrSampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/ Kota (100) 

Penrnakatan Peran serta Masyarakat dalam Penge!olaan Perumpahan 188.884.300 187 .871.126 
(1001 

Koordir\illsl dan Slnkronisasi Penyedlaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 
919.600 918.300 P1r11moahan (1001 

Penyedlaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPI\ 
304.999.860 303.137.904 KabUl'llltenJKota (1001 

PROGMM PEMNCANAAN UNGKUNGAN HIDUP 864.980.500 .._...,__........__...,._.....,_ ..... """" 
1km.lOO 

Sub Keglatan P1nyusun1n dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 184.262.300 ...... ..... ___ .............. 11111111 
-1WIIO 

Sub Keglatan Ptmbuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 680.718.200 

PROGRAM P!NG!NDAUAN Pl!NaMARAN DAN/ATAJJ IC!RUSAKAN UNGKUNGAN 
HIOUP 1.993.192.540 ............... ...__ __ 

~ 

Sub Keslatan Koordlnasl, Slnkron!sasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran 
Lingkungan Hldup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 305.169,300 

Sub keglatan Koord!nas!, Slnkronlsasl, dan Pelaksanaan Pengendalran Emlsl Gas 
45.058.800 

Rumah Kaea Mltiaas! dan Adaotasl Perubahan lkllm 
Sub Keglatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hfdup Kabupaten/Kota 1.108.770.740 .......... •• $ 

.__..,............,....,_,,_ 
-lllll -- -

Sub Keglatan Pemberian lnformasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan 
185.570.700 

Un kun• an Hlduo oada Mas arakat 

RIJII ~.•• 
_..,,.__ 

~ -

' . 
Sub Keglatan Koordlnasl, Slnkronisasi din Pelaksanaan Rthabllltasi 348.623.000 

PROGRAM PENGEt.OU.AN KIANEKARAGAMAN HAYATI (K!HATI) 3.483.722.653 

• 11 , .. u, ...... ,. ,._ . s.•1U.111 
Sub kesrat.in Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kea~karagaman 
Havatl 

143.117.000 

Sub Keglttan Pengalolaan Ruang T11rbuka Hl,iau (RTH) 3.340,605,653 
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1~--11119AHAYADMIUACUN(IJ)DM-
·--·-- .. --•uu\ 

.a7.088.3SO 

. ·- •· .. 
' 

Sub Keglatan FHllitasl Ptmenuh.ln Komitmen lz!n Penylmpanan S.menura Um~h 
B3 Dtlaksanakln m111lul Sistem Pelayanan Perizinan Btlrusah1 lerlntegras! seara 261 .616.300 
Elelctronlk 

Sub Kealatan Veriflkasl lapangan untuk Memastlkan Pemenuhan Pet"Syaratan 
41.539.650 

Admlnlstrasi dan Teknis Pen lmoanan Sementara Limbah B3 ...... - : - ' ' 
. . , . 

sub Kealatan Koordlnasl dan Slnkronlsasl pengelolaan l imbah 83 dengan 
Pemerintah Provin1I dalam rangka penaanskuta11, pemanfaatan, penaelolan dan 163.932.400 
.•. ' ....... 1- i... ,. ~..,, '"~, .... ,, 
-PIMIIINMNDMPINGAWASAN--UNGICUNGANDM 868 .• 30.000 - ··,·---~-,-1,11 ... ' 

. 
'.;' : ·.· .. .. ';-' .. 

\ •.· , .: ;c_ .. ' :•,7·. •·s•:.,4:--_,'··..: • ..,.~•;. ··; .. ,,, ." .• '-'': 1.· .. :: ;., ' , ........ ., .... ..··· . ' '· •·: .-;. . 
Sub kq:iatan FasllltHJ Pemtnuhan KetentUan dan KewaJiban lzin Llngkuncan 556.535.000 

Sub Kqlatan Penpmban11n kapasrtas pejabat pen,awas llnakungan hidup 19.537.300 

Sub keglatan Pen11was1n Usaha d.in/atau Kegiatan yang liln Lingkungan Hldup, liln 
PPLH va•"• n.1terbltkln otah Pemerintah ourah Kabuoate,,JKota 

275.052.000 

sub Kealatan koordlnasl dan Slnkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sltnksl Upaya 
17.305.700 

dan Renr.ana PPLH 
P1tOGMM l'INGMUM 1CDE11ADMN MASYAMKAT HUKUM AOAT (IM-tAJ, 

63.284 .900 -·-··- -·· -•ff-••-u 
·- ·-. . ' ...... . .· .. .'; 

' 
.. . .. :.: ; •·. ·.:"::;•i ·_,:-;; ., •o:,s ·, <' ,, ,. ' :., .· . .. ; .· .,, . " . •.' ··.: :, . 

Sub Keglatan Koordll'llsl, Slnkronisasi, Peny@dl11n Data dan lnformasl perlf11ku1n 
l(eberadaan MHA kHrl fan Lokal atau Pengetahuan lrad!Jlonal dan Hak KHrlfan 63.284.900 
Lokl l atau Pengetahuan Tradlslonal dan Hak MHA ttrll:llt PPLH 

P110GMM PININGKATAN PBOOIKAN, P£LATIHAN DAN PINYUI.UHAN 
352 .107.500 

1 ........ - ............ --- ·-- ..... - ..... u .... 

.', ' •: 
' 

'·. ' •. .-..... ':, ·- . .-,: ' i· ,, .. . .. : f c.> J . .. - , 

' 
. .· .. r" ' ... ,. : 

sub Kealatan Ptndimplngan Gtr1ka,n Pedu!l Ungkurcan Hidup 352.107 .SCIO 

PROGRAM l'INGHMGAAN LJtfGKUNGAN Nl0Ul4JNTUIC MASYARMAT 114.299.205 
. , .. uw.a F/.·' • ::\:S· . : ,·.·. ' ·_1,.·,··?'•:· .· > 

SUb Keclatan Penli,lan Klnerja Masy1rakat/Lemba11 Masyarakat/Ounla 
Usaha/Dunla Pendidikln/ Fllantrop/ da1am Perlindul"llan dan Percelolaan 114.299.205 

"'"· 
PIIOGIIAM,.,...,._l'EIIGADUMIJNGICUNGIINHIOUP 120.449.700 

. 
-.~ 

_·. .. . . 1·· <' / ,. . , ....... . ... : ' : .. i ; . 
Sub Keglat'an Penaelotun Peneaduan Masvarakat terhadap PPLH Kabupaten/kota 95.824 .160 

sub Keclatan Koordil'llsl dan Slnkronisasi Penerapan Sanksl Admln!strasl, 
Penyelesalan 5entketa dan /at.au Penyelldlkan Llngkun1an H!dup di Luar Pen1adllan 24 .625.540 

..,.I I 1 "---- jlaft I,..,., .. ., jlllf.:I(' , . ,,.. ... , ..,,,.., "" 

PROGUM PINGllOlAAN PIJISAMIAHAN 16.3S9. 796.SSO 

·,:,_, .. :.,·, ,- ' ,·· ' ·.· · .. , ' •: : < ' 
.• :: · ... :; . . ' ; ··•.· . .. ·· . ,, ... ' ~ ·.,' ... ,, .••:·. ·· , '.• .;_, 

sub Keglatan Ptnyusunan Kebl}akan dan Strateai D11r1h P1ngelolaan Sampah S.318.200 
KabU,,ate,,JKot1 
sub Kealatan Pen1uran,an Sampah denaan melakulc.an Pembatasan, Pendauran 

1.424.797.300 
Ulan• dan Pemanfaatan Kemball 
sub kealatan Penanganan Sampah den&an me\akukan Pemi11han, Ptn«umpulan, 
Pengarckuon, Penaol•han, dan Pemrosesan Akhlr Sampah di TPA/TPSf/SPA 14.110.136.850 

SUb ke1latan Penlnakatan Penin serta Masyarakat dalam Pencelolaan Persampahan 
380.927.700 

sub Kegl1tan Koordinasl din Slnkronisasi Penyedlaan Pr1sarana dan Sarana 
53.581 .600 

P11n~elolaan P•rsamoahan 
sub Kealat1n Penyedlaan Sarana dan Prasarana Penaelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA l<abupaten/Kota 38S.034.900 

P110GMM PINUfUAN8 UtlUSAN PEMEIUNTAHAN DAllltAH KAI\W'ATIN/kOTA 12 . .tSS.962.863 

•·.' ,., <;:•· ;· . . ·• '•· ::· . ., ·. ' ,· .,., .':- : ._>, ,··.•. ,, 
: ' .. '···· +:· ... .. ,, :''•.' •.•. ' .... · .. ,,. "" ·• f, a•:•,.;;, • .... ,; .. . '•· ,. ,, ., ,,, .. -~ ·• .. 

sub Kt1l1tan Penyusun1n Dokumen Perencanaan Peran1kat DHrah 150.977 .100 

sub Kqlatan KoordlM11il dan Penyusunan Ookumen RK>.-SKPD 18.036.000 

SUb Kqlatan Koordlnasl dan Penyusul\an Ookum1n Parubahan RkA·SKPO 10.988.000 

Sub keclatan Koordinasl dan Penyusunan DPA-SKPD 15.985.000 

Sub ktgl1tan Koordlnasl dan Penyusunan Perubah1n DPA· SKPD 10.988.000 
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Sub kt&lat.an Koordinasl din Ptnyusunain L.aporan Capaian ltll'ltrja din tkhtisar 
11.093.700 

RH1i1■ - i Kl,...rla SKPD 
sub Kealatan Evaluas! Klner,la Per•nakat 0aerah 30.927AOO 

. . •. ' •:. •.. .'• . < · .. . ·:;: .··. ~- ,_/·•: '\ ·;> l , ·•'. ', '.' :. . .. 

,.; :s .~ .• , .. , .. ·,- ·, , ... :.', .. ,., :: . ;. ... ·. '·" ·, . 
' SUb Kea;iatan Penyediaan GaJI dan Tunjangan ASH 8.676.690.257 

Sub kt1l1tan Penv-di11n Adrnlnlstrasi PelaksanHn Tugas ASN 1.224.956.001 

Sub Keglatan Koordlnasl dan Pelaksanaan Akuntan.11 SkPD 5,129.800 

Sub Kt1l1tan Koordinasl din Ptnyusunan Laporan Ktu.ngan 
11.818.900 

Bul1nanlTrlwul1 n1nlSemesteran SKP0 

,;:.··. ,c. :': ,.•\: ... '>:.::-' ,-:,-:, -i ,, •i , .. , ,, .. '··._, \ '.~ .: ·, '· ,, . .;;,. ,,,,. ., •. :·:.•. ,:! :;, . ·,' :-:·.,.:• ,, .... >I ... :.<.:)·;· ·"'· ,. ::,;L•· ;"··:::,."·. :·,:-.... " ~ :• ' 'ii'-'•• :,:·,; .:. 1.,: :. ..,, •: ·r •-~ 
Sub Ktgl1t1n Pting1m1n1n Barana Milik oaerah SKPD 12.297,00CI 

•,·: ;-e••·, ;, ... .. ,~ : "· ,,c:.,· ,'.r'.'?· .• _-;~--~:•:.} ."r'• . ,., •; .,,.,,, •.• _::~, -~,.--,; - ,,r;.•.,·• ·,·., ~S\' ... '.':•'SV ,., · ... ,•c,• .·, .,,,,._,, 3,., .... .'·, ,.;':i.T .... :,:cc•·, ,. 
'" ..•. .. ""'"'' ., ... , .. . vs·:,..;,, •,,,,· ...... "'· cc•·,., ,.,. .:~1,: .• 

Sub ktgl1t.an Ptndldlkan dan Pelatihan Pe1aw1f BtrdaAritan Tugas clan Fungsi 
S0.200.000 

_·-;: .''4; ••.' :,. ,; ._ .. , . ·" . ":· o ~,.'.'.,-;• , .. ..," I 1::.;·;-,.:-,, -;,;_,. ,·. '.i"t ,,,,,,, ••.•'.~ti, F ·;-;- -,;;,•,·, .,._ , . .,,_, . :;;,:: . ' .'.'.'·. : ': ,_~:>.po, . '.:, :.;:,· .. ,;., 
' 

·,,,,, .. ,: .. :,';,. ;, .·.f:.,;'.--5~·,.,·. -•}"?'. :·\\"' .,, ,:,., .'·' .. ··•.: ·"·· .,• ... ,., .. , ,.,,,-,;.:., ,,- i',, ,:-,c 
Sub k•&lat.an Ptinv-<ff1an Ptra l1t.an dan Peritn,kapan Kantor 514.048.240 

sub Kealatan Penyedlaan Bahan Lotlstik Kantor 56,925.540 

Sub Ktgl1tan Ptinyedlaan Barana Cttakan dan P•nu•ndnn 77.220.000 

Sub Ke1latan Fasfl!tasl KunJuncan Tarnu 46.472.000 

Sub Ktglatan Pen~ l•nggarun Ra pat Koordinasl dan konsultasl SKPD 349.328.000 

:,>,·''\/ ... ; ,,.,: ;·_ : '"i ,. ::-:•.,,·:;-,,?ii '.f. :?),;':;.' ·c· ')}.':·': )' ',·>.: ;_. , ,',,:''.\ ·'.,{ t,: '< ·/'· r•: •·:.·,, ::. ·:- f->>·,:;c·\ '/!._'?': .. 1- •.<,I";:, :"'ii•:• ~ :' ·.·, '};'<;,\; .:.,.'f\: ;; .·~-.', •;·1~;[1ft;7',;;·~-•-:-:.?-? ·,· -~t,•:~ .c.·,,. "·. •. ,. 
sub Ktalatan Ptn11daan Mebel 103.061.000 

,·J,•"d .. ,,· " •': ,.,,, "" ',/:·'•' ,,1.:c .,, ... .,,:.,.,·:i. ·: ... 
°' •:•,,<•::~:::• " 1·,, .: .. ,c·' ;". ,,;; ·. "c:,, .,.-~ •.. ,,>:ch .. ·,:, Pc·,'< ~--;;·: ::,-- < ., :-- '~ '; ·.-:.· "~., •·:,,, .-~_•e,},<'~:•,-:•~t.•-..,1;, .•. , ·, ,,,,.,. ., ., ... '-~. · ... : ... _-.,. --~1·.r- \' ;,t ,. ,,;•,:, -'.··,. :·,..:. '.;··;.,;:, ~-!-•.~··.rot·.,•; 

Sub K•1l1tan P•nytdJaanJaA Komunlkasi, SUmbtr D1y1 Air dan Ustrlk 318.301.825 

Sub Kea\.atan Penyedl.un Jau Pelayanan Umum KantOf 76.131AOO 

'.;,' 
; · ',·:. ·.'. ', } ; ' :--, ·. y;•, ,:, ' 1.'· ·: ... ·;,.._, ' /;" /··' ' ';\,· ;:\ <; ,; '· 1,, .-{·'•.',. ·;,,· ··. f','•: .· h ':'·. ',: < J { ',ff . ;;,~•:-· ' •,::c -~·" . :h·•~ ~-~.:-: .~,.--.,, ·1_:-·'..< :.· .,.,. ,; . 

' 
'•,, ,.,:. ' ·• 

sub Kealat•n Penyedlaan Jasa Pemellharaa n, Biaya Pemellharaan, Pajak dan 
413.311.200 

Perl~in"n KP.nd11,.a n 'J- •- " ---· Iona] ata ------n 

Sub K•1l1t1n Ptm1l1har111n Mtbtl 1.0S0.000 

Sub Keglatan Peme1lhar11n Pera\.atan din Mesln Lalnnya 33.851.500 

Sub Ktgl1tan Pttntllh1rtan/R•habUit1sl Gedung Kantor dan 8ancunan Lainrr;-a 202.12S.OOO 

SUb Keglatan Pemellhara1n/Re-habll1tasl sarana dan Praw raoa Gedunc Kantor atau 
34.050.000 

I Ran'" ·---, L.a lnnva 

TOTAl 37.9n.974 35.686.754 30.204.289.874 ig.S88.0(5.23S 37.1'3 114.761 34.059.690 32.139.507 29.191.164.389 28.378.615.169 - - 97" 96~ 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat dilihat alokasi anggaran pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Pasuruan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dimana terjadi trend 

penurunan alokasi anggaran yaitu Rp. 37.977.974,- (tahun 2019), Rp. 35.686.754,- (tahun 

2020), Rp. 30.204.289.874,- (tahun 2021 ), Rp. 29.588.045.235,- (tahun 2022) dan sejumlah 

Rp. 37.143.314.761,- pada tahun 2023. 

Realisasi anggaran untuk setiap tahunnya yaitu Rp. 34.059.690,- (tahun 2019), Rp. 

32.139.507,- (tahun 2020), Rp. 29.191.164.389,- (tahun 2021) dan Rp. 28.378.615.169,­

pada tahun 2022, sehingga rasio penyerapan anggaran yaitu sebesar 90% (tahun 2019), 

90% (tahun 2020), 97% (tahun 2021) dan 96% di tahun 2022, dimana menunjukkan trend 

penyerapan anggaran meningkat tiap tahunnya. 

Anggaran pada DLH Kab. Pasuruan terjadi penurunan sejak adanya pandemic Covid 

2019, dimana alokasi sumber anggaran OAK tahun 2020 direfocussing dan DLH sudah tidak 

mendapat alokasi anggaran DBHCHT dikerenakan Peraturan Menteri Keuangan yang tidak 

mewadahi tusi DLH untuk dianggarakan dengan sumber dana tersebut. 

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

2.3.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Kabupaten Pasuruan dalam 

5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut : 

A. T antangan 

a) Belum optimalnya pengelolaan LH baik oleh Pemerintah Daerah, 

b) Perspektif stake holder (pemangku kepentingan) pengelola lingkungan yang masih 

belum mengarah atau mengedepankan pelestarian lingkungan; 

c) Berkurangnya ketersediaan air yang diakibatkan oleh berkurangnya daerah resapan 

air dan berubahnya fungsi daerah penyimpanan air utamanya saat musim kering; 

d) Perkembangan sektor industri yang sangat pesat di wilayah Kabupaten Pasuruan 

yang tidak diimbangi dengan pelestarian lingkungan hidup; 

e) Tersedianya jasa lingkungan yang bernilai sangat penting dan saling terkait dalam 

mendukung kehidupan di Kabupaten Pasuruan, yaitu Jasa Penyedia Pangan, Jasa 

Penyimpan Air, dan Jasa Regulator Air; 

f) Ketimpangan alokasi pengelolaan dan manfaat sumberdaya berbasis air maupun 

tambang 

Diluar permasalahan dasar yang dihadapi, terdapat beberapa permasalahan yang 

berpotensi menjadi sumber masalah di lingkungan hidup di masa yang akan datang. 

Masalah yang akan dihadapi adalah masalah ketimpangan alokasi pengelolaan dan 

manfaat sumber daya yang berbasis air maupun tambang. Kemampuan dan/atau 

ketidakmampuan untuk membenahi tata kelola pemanfaatan dan pemerataan sumber daya 

air maupun maupun hasil tambang akan menjadi kunci keberhasilan maupun kegagalan 

perlindungan lingkungan hidup. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, tantangan lingkungan hidup untuk dapat tetap 

mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya dengan baik sangatlah besar. 

2.4. Kelompok Sasaran Layanan 

Dinas Lingkungan Hidup yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar 

memiliki sasaran pelayanan sesuai fungsi urusan lingkungan hidup serta kewenangan yaitu : 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

NO TUGAS DAN FUNGSI 

1 Fungsi perencanaan Lingkungan Hidup 

2 Fungsi pemeliharaan lingkungan hidup 

3 Fungsi pengendal ian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup 

TABEL 2.6 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN PASURUAN 

SUB KEGIATAN PRODUK LAYANAN 

1. Sub Kegiatan Penyusunan Penetapan lnformasi ingkungan hidup (D3TLH, RPPLH) 
RPPLH Kabupaten/ Kota 

2. Sub Kegiatan Pengendalian lnformasi Lingkungan Hidup (DIKPLHD) 
Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 

3. Sub Keg iatan Pembuatan dan Penyusunan KLHS Tata Ruang 
Pelaksanaan KLHS Rencana Tata 
Ruang 

4. Sub Kegiatan Pembuatan dan Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD 
Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 

5. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan 1. Persetujuan Teknis; 
Ketentuan dan Kewajiban lzin 2. Persetujuan Lingkungan ( SKKL, PKPLH, 
Lingkungan dan/atau lzin PPLH Persetujuan DELH, Persetujuan DPLH); 

3. Surat Kelayakan Operasi; 

1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Dokumen Perencanaan taman kehati 
Penetapan Rencana pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati 

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Pengelolaan Taman Kehati 
Keanekaragaman Hayati di Luar 
Kawasan Hutan 

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Pemeliharaan dan Perawatan RTHP 
Terbuka Hijau (RTH) 

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Fasilitasi permohonan pemeriksaan rincian 
Komitmen lzin Penyimpanan teknis penyimpanan sementara Limbah 83 
Sementara Limbah 83 Dilaksanakan 
melalui Sistem Pelayanan Perizinan 
8erusaha Terintegrasi secara 
Elektronik 

2. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan Verifikasi lapangan untuk pemenuhan 

SASARANLAYANAN 

1. OPD Terkait 
2. Masyarakat 
1. OPD Terkait 
2. Masyarakat 
1. Dinas SDA CK TR 

1. 8appelitbangda 

1. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan 
(Swasta maupun Pemerintah) 

1. Keanekaragaman Flora dan 
Fauna Endemis Pasuruan 

1. Keanekaragaman Flora dan 
Fauna Endemis Pasuruan 

2. Masyarakat (Sarana dan Prasana 
rekreasi) 

1. Masyarakat (Sarana dan 
Prasarana rekreasi) 

Pelaku usaha dan/atau kegiatan di 
Wilayah Kabupaten Pasuruan yang 
menyusun rincian teknis 
penyimpanan Limbah 83. 

Pelaku usaha dan/atau kegiatan di 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. .:..!!!!!!!!!!! 

NO TUGAS DAN FUNGSI SUB KEGIATAN 

untuk Memastikan Pemenuhan 
Persyaratan Administrasi dan Teknis 
Penyimpanan Sementara Limbah 83 

3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen lzin Pengumpulan Limbah 
83 Dilaksanakan melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara Elektronik 

4. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan 
dan Strategi Daerah Pengelolaan 
Sampah Kabupaten/Kota 

5. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah 
dengan Melakukan Pembatasan, 
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan 
Kembali 

6. Sub Kegiatan Penanganan Sampah 
dengan Melakukan Pemilahan, 
Pengumpulan, Pengangkutan, 
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota 

7. Sub Kegiatan Peningkatan Peran 
Serta Masyarakat dalam Pengelolaan 
Persampahan 

8. Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penyediaan Prasarana 
dan Sarana Pengelolaan 

PRODUK LAY ANAN SASARANLAYANAN 

persyaratan administrasi dan teknis Wilayah Kabupaten Pasuruan yang 
penyimpanan Limbah 83 telah memiliki Persetujuan 

Lingkungan 

Fasilitasi permohonan persetujuan teknis dan Pelaku usaha dan/atau kegiatan di 
SLO pengumpulan Limbah 83 skala Wilayah Kabupaten Pasuruan yang 
Kabupaten akan melakukan kegiatan jasa 

pengelolaan Limbah 83 untuk 
Kegiatan Pengumpulan Limbah 83 
skala Kabupaten 

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan 1. Pemerintah Pusat; 
Sampah Kabupaten 2. Pemerintah Provinsi; 

3. masyarakat, para pelaku di 
jaringan industri daur ulang, 
Pengelola sampah permukiman; 
Pengelola sampah non 
permukiman; 

4. para pihak terkait pengelolaan 
sampah 

Sarana prasana untuk pemilahan sampah dan 1. Masyarakat 
komposter 

Pelayanan pengangkutan sampah dan 1. Pengelola sampah permukiman 
pemrosesan sampah di TPA dan non permukiman 

Pembentukan dan pembinaan lembaga 1. Lembaga pengelola sampah 
pengelola sampah (BUMDES, BUMDESMA< KSM, 

Koperasi , Bank Sampah) 

Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan 1. Masyarakat 
Prasarana dan Sarana 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

NO TUGAS DAN FUNGSI SUB KEGIATAN PRODUK LA YANAN SASARANLAYANAN 

Persampahan 

9. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan 1. Pengadaan gerobak, kendaraan 1. Masyarakat; 
Prasarana Pengelolaan Persampahan pengumpul sampah (roda tiga, pick up, 2. Petugas penanganan sampah 

di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota mini dump truck) DLH, pengelola sampah 
2. Pengadaan truk sampah dan container 
3. Perencanaan optimalisassi TPA 

Wonokerto, Kegiatan optimalisassi TPA 
Wonokerto, Perencanaan optimalisassi 
TPA Wonokerto, pengadaan alat berat, 
pengadaan TPA Baru 

4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi sosialisasi secara langung dengan 
Sinkronisasi Pengelolaan Limbah 83 tatap muka maupun sosialisasi secara tidak 

Masyarakat dan Perangkat Daerah di 
dengan Pemerintah Provinsi dalam langsung menggunakan media (poster, akun 

Wilayah Kabupaten Pasuruan, 
rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, sosial media) , penyebaran informasi terkait 

Pelaku usaha dan/atau kegiatan jasa 
Pengolahan , dan/atau Penimbunan kegiatan sosialisasi melalui sistem elektronik, 

pengelolaan Limbah 83. 
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

5. Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi Pemantauan kualitas air sungai , air danau, air 
dan Pelaksanaan Pencegahan limbah domestik IPAL komunal dan kualitas 
Pencemaran Lingkungan Hidup udara ambien di wilayah kabupaten Pasuruan Masyarakat di kabupaten Pasuruan 
dilaksanakan Terhadap Media tanah , 
Air, Udara dan Laut 

6. Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi 1. lnventarisasi penurunan emisi Gasa 1. Masyarakat di kabupaten 
dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Rumah Kaea yang ada di kabupaten Pasuruan; 
Gas Rumah Kaea , Mitigasi dan Pasuruan; 2. Masyarakat di kabupaten 
Adaptasi Perubahan lklim 2. Penyuluhan dan pembinaan terhadap Pasuruan(Desa yang memiliki 

masyarakat paling rendah RW yang kelembagaan) 
berpotensi diusulkan untuk program 
kampung iklim; 

7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengujian kualitas air dan air limbah, 1. lndustri ; 
Laboratorium Lingkungan Hidup Pengujian kualitas udara (next 2026) 2. Masyarakat; 
Kabupaten Kota 3. Siswa/mahasiswa 

8. Sub Kegiatan Pemberian lnformasi Pemberian informasi pencemaran dan atau/ Pelaku kegiatan usaha institusi dan 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

NO TUGAS DAN FUNGSI SUB KEGIA TAN PRODUK LAYANAN SASARAN LA YANAN 

Peringatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup non institusi dan Masyarakat Pelaku 
Kerusakan Lingkungan Hidup Pada keg iatan usaha institusi dan non 
Masyarakat institusi dan Masyarakat 

9. Sub Kegiatan Penghentian Kegiatan koord inasi dan singkronisasi dalam Pelaku Keg iatan Usaha institusi dan 
Pencemaran dan/atau Kerusakan rangka penghentian pencemaran dan atau non institusi yang berpotensi menjadi 
Lingkungan Hidup kerusakan lingkungan Sumber Pencemar 

10. Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi Dokumen Koordinasi , Sinkronisasi dan 1. Lokasi pencemaran dan 
dan Pelaksanaan Remediasi Pelaksanaan Remediasi kerusakan lingkungan hidup; 

2. Pelaku pencemaran dan/atau 
kerusakan; 

11. Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi Dokumen Koordinasi , Sinkronisasi dan 1. Lokasi pencemaran dan 
dan Pelaksanaan Rehabilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup; 

2. Pelaku pencemaran dan/atau 
kerusakan; 

12. Sub Kegiatan Koord inasi, Sinkronisasi Dokumen Koordinasi , Sinkronisasi dan 1. Lokasi pencemaran dan 
dan Pelaksanaan Restorasi Pelaksanaan Restorasi kerusakan lingkungan hidup; 

2. Pelaku pencemaran dan/atau 
kerusakan; 

4 Fungsi pembinaan dan peningkatan 1. Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Dokumen hasil pengaduan masyarakat pihak pengadu baik dari 
ketaatan perlindungan dan pengelolaan Masyarakat Terhadap PPLH terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang perseorangan, kelompok masyarakat, 
LH Kabupaten/Kota ditindaklanjuti/ditangani LSM, instansi, maupun desa. 

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pihak pengadu, pihak yang diadukan 
sinkronisasi Penerapan Sanksi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian (perusahaan/pemilik usaha), dan 
Administrasi , Penyelesaian Sengketa, Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan pihak internal dinas terkait 
dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui 
di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan 
Pengadilan 

3. Sub Kegiatan Pengembangan Penyediaan fas ilitas dan peningkatan SOM 1. Tenaga Pengawas DLH, 
Kapasitas Pejabat Pengawas tengaa pengawas DLH Kab. Pasuruan dalam 2. PPLH 
Lingkungan Hidup kegiatan Pengawasan Usaha seperti Baju 

safety, Sepatu Safety, Helm Safety, Rompi 
Safety, dan Pelatihan Auditor untuk Tenga 
pengawasan 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

NO TUGAS DAN FUNGSI SUB KEGIA TAN PRODUK LA YANAN SASARAN LA YANAN 

4. Sub kegiatan Pengawasan Usaha Laporan rekom pengawasan dari PPLH Pelaku Usaha dan I atau kegiatan 
dan/atau Kegiatan yang lzin yang izin lingkungan diterbitkan oleh 
Lingkungan Hidup, izin PPLH yang Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

5. Sub kegiatan Koordinasi dan Dokumen Hasil Tindaklanjut Pengawasan Pelaku Usaha dan / atau keg iatan 
Sinkronisasi Pengawasan dan yang izin lingkungan diterbitkan oleh 

Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 
PPLH 

6. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi , Dokumen lnventarisasi Kearifan local, 1. Masyarakat Adat (Suku Tengger) 
Penyediaan Data dan lnformasi pengetahuan tradisional dan MHA terkait 2. DLH Provinsi Jatim 
pengakuan keberadaan MHA, kearifan dengan perlindungan dan pengelolaan 
lokal atau pengetahuan tradisional dan lingkungan hidup 
hak kearifan lokal atau pengetahuan 
tradisional dan hak MHA yang terkait 
dengan PPLH 

7. Sub Kegiatan Pemberdayaan, Lembaga Masyarakat Adat di Kecamatan 1. Lembaga masyarakat adat yang 
Kemitraan, Pendampingan, dan Tutur, Kecamatan Puspo dan Kecamatan ada di Desa Kecamatan Tosari 
Penguatan Kelembagaan MHA, Tosari 

Kearifan Lokal , Pengetahuan 
Tradisional, dan Hak MHA Terkait 

dengan PPLH 

8. Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Melakukan Pendampingan terhadap Lembaga 1. Lembaga Pendidikan; 
Peduli LH Sekolah, Pondok Pesantren, Pelaku Usaha, 2. Pelaku Usaha; 

Masyarakat untuk memperoleh penghargaan 3. Masyarakat 
yang lebih tinggi 

9. Sub kegiatan Penilaian Kinerja Melakukan Pembinaan dan Pemberian 1. Lembaga Pendidikan; 
MasyarakaU Lembaga MasyarakaU Penghargaan Peduli Lingkungan tingkat 2. Pelaku Usaha; 
Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Kabupaten 3. Masyarakat; 
Filantropi dalam perlindungan dan 
pengelolaan LH 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pelayanan 

Dinas Lingkungan Hidup yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar dalam 

menghasilkan layanan membutuhkan koordinasi dan sinergitas dari organisasi lain, yaitu: 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

NO 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

TABEL 2.6 MITRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN PASURUAN 

SUB KEGIATAN PRODUK LA YANAN 
Sub Kegiatan Penyusunan Penetapan RPPLH Kabupaten/ lnformasi ingkungan hidup (D3TLH, RPPLH) 
Kota 

Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH lnformasi Lingkungan Hidup (DIKPLHD) 
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Penyusunan KLHS Tata Ruang 
Rencana Tata Ruang 

Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD 
RPJPD/RPJMD 

Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan 1. Persetujuan Teknis; 
Kewajiban lzin Lingkungan dan/atau lzin PPLH 2. Persetujuan Lingkungan ( SKKL, PKPLH, Persetujuan DELH, 

Persetujuan DPLH); 
3. Surat Kelayakan Operasi; 

Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Dokumen Perencanaan taman kehati 
pengelolaan Keanekaragaman Hayati 

Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Taman Kehati 
di Luar Kawasan Hutan 

MITRA PERANGKA T DAERAH 
1. Bappelitbangda 
2. Dinas SDA CKTR 
3. Pegiat Lingkungan 
4. Unsur Kelembagaan 

1. Bappelitbangda 
2. Dinas SDA CKTR 
3. Pegiat Lingkungan 
4. Unsur Kelembagaan 

1. Bappelitbangda 
2. Dinas SDA CKTR 
3. Pegiat Lingkungan; 
4. Unsur Kelembagaan 

1. Bappelitbangda 
2. Dinas SDA CKTR 
3. Pegiat Lingkungan 
4. Unsur Kelembagaan 

1. Pelaku usaha dan/atau kegiatan 
swasta /pemerintah 

2. PUSDACKTR 

1. FORDAS; 
2. Sadan Riset dan lnovasi Nasional 

(BRIN); 
3. Dinas Perkim; 
4. Pegiat Lingkungan; 

1. FORDAS; 
2. Sadan Riset dan lnovasi Nasional 

(BRIN); 
3. Dinas Perkim; 

49 



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

NO SUB KEGIATAN PRODUK LA YANAN MITRA PERANGKA T DAE RAH 
4. Pegiat Lingkungan; 

8. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan dan Perawatan RTHP 1. FORDAS; 
2. Sadan Riset dan lnovasi Nasional 

(BRIN); 
3. Dinas Perkim; 
4. Pegiat Lingkungan; 

9. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen lzin Fasilitasi permohonan pemeriksaan rincian teknis penyimpanan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui sementara Limbah B3 Terpadu Satu Pintu 
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 
Elektronik 

10. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Verifikasi lapangan untuk pemenuhan persyaratan administrasi 1. Mitra Internal DLH Kabupaten Pasuruan 
Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis dan teknis penyimpanan Limbah B3 bidang Tata Lingkungan 
Penyimpanan Sementara Limbah B3 

11. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen lzin Fasil itasi permohonan persetujuan teknis dan SLO pengumpulan 1. DLH Provinsi Jatim 
Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Limbah B3 skala Kabupaten 2. KLHK (Direktorat Jendral PSL3) 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 3. DPMPTSP Kab Pasuruan 
Elektronik 

12. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Fasilitasi sosialisasi secara langung dengan tatap muka maupun 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka sosialisasi secara tidak langsung menggunakan media (poster, Terpadu Satu Pintu 
Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau akun sosial media), penyebaran informasi terkait kegiatan 
Penimbunan sosialisasi melalui sistem elektronik, Koordinasi dan Sinkronisasi 

dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat 

13. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten 1. Pemerintah Desa/kelurahan; 
Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 2. Bappelitbangda; 

3. DPMD; 
4 . Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 
5. Dinas SDA Cipta Karya; 
6. Dinas Kesehatan; 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

NO SUB KEGIATAN PRODUK LAYANAN MITRA PERANGKA T DAERAH 
7. Satpol PP. 

14. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Sarana prasana untuk pemilahan sampah dan komposter 1. Pemerintah Desa/kelurahan; 
Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 2. Bappelitbangda; 

3. DPMD; 
4. Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 
5. Dinas SDA Cipta Karya; 
6. Dinas Kesehatan; 
7. Satpol PP. 

15. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pelayanan pengangkutan sampah dan pemrosesan sampah di 1. Pemerintah Desa/kelurahan; 
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, TPA 2. Bappelitbangda; 
dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA 3. DPMD; 

Kab/Kota 4. Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman; 

5. Dinas SDA Cipta Karya; 
6. Dinas Kesehatan; 
7. Satpol PP. 

16. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembentukan dan pembinaan lembaga pengelola sampah 1. Pemerintah Desa/kelurahan; 
Pengelolaan Persampahan 2. Bappelitbangda; 

3. DPMD; 
4. Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 
5. Dinas SDA Cipta Karya; 
6. Dinas Kesehatan; 
7. Satpol PP. 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

NO SUB KEGIATAN PRODUK LA YANAN MITRA PERANGKA T DAERAH 
17. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan 1. Pemerintah Desa/kelurahan; 

Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sarana 2. Bappelitbangda; 
3. DPMD; 
4. Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 
5. Dinas SDA Cipta Karya; 
6. Dinas Kesehatan; 
7. Satpol PP. 

18. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana 1. Pengadaan gerobak, kendaraan pengumpul sampah (roda 1. Pemerintah Desa/kelurahan; 
Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA tiga , pick up, mini dump truck) 2. Bappelitbangda; 
Kabupaten/Kota 2. Pengadaan truk sampah dan container 3. DPMD; 

3. Perencanaan optimalisassi TPA Wonokerto, Kegiatan 4. Dinas Perumahan dan Kawasan 
optimalisassi TPA Wonokerto, Perencanaan optimalisassi Permukiman; 
TPA Wonokerto, pengadaan alat berat, pengadaan TPA Baru 5. Dinas SDA Cipta Karya; 

6. Dinas Kesehatan; 
7. Satpol PP. 

19. Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemantauan kualitas air sungai , air danau, air limbah domestik 1. DLH Propinsi Jatim; 
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan IPAL komunal dan kualitas udara ambien di wilayah kabupaten 2. KLHK, BBWS Brantas; 
Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut Pasuruan 3. PUSDA Propinsi Jawa Timur; 

4. PUSDA Kabupaten Pasuruan; 
5. Perangkat Desa Kecamatan; 
6. Laboratorium terakreditasi sebagai 

penyedia layanan; 
20. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 1. lnventarisasi penurunan emisi Gas Rumah Kaea yang ada di 1. Akademisi ; 

Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaea, Mitigasi dan kabupaten Pasurua; 2. Dinas Pertanian; 
Adaptasi Perubahan lklim 2. Penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat paling 3. ESDM; 

rendah RW yang berpotensi diusulkan untuk program 4. lndustri/pelaku usaha; 
kampung iklim; 5. Dinas Kehutanan; 

6. DLH Propinsi Jatim; 
7. KLHK; 

Jika Proklim: 

1. Desa/Kecamatan; 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

NO SUB KEGIATAN PRODUK LA YANAN MITRA PERANGKA T DAERAH 
2. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa 

Timur; 
3. KLHK 

21. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Pengujian kualitas air dan air limbah, Pengujian kualitas udara 1. Laboratorium subkontrak (untuk 
Kabupaten Kota (next 2026) pengujian dan kalibrasi alat) ; 

2. Komite Akreditasi Nasional ; 
3. Penyedia Eksternal (Supplier Bahan & 

Alat, Penyedia Jasa Pelatihan); 
4. Laboratorium lain penyelenggara Uji 

Banding 

22. Sub Kegiatan Pemberian lnformasi Peringatan pencemaran Pemberian informasi pencemaran dan atau/ kerusakan 1. Dinas DPMPT SP; 
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat Lingkungan Hidup 2. Dinas Perindustrian dan perdagangan; 

3. Dinas Kesehatan ; 
4. Dinas Koperasi dan UMKM 

23. Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kegiatan koordinasi dan singkronisasi dalam rangka penghentian 1. Dinas DPMPT SP; 
Kerusakan Lingkungan Hidup pencemaran dan atau kerusakan lingkungan 2. Satpol PP 

24 .. Sub Kegiatan Koord inasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Dokumen Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi 1. Dinas Kehutan Provinsi Jatim (CDK 
Remediasi Lumajang); 

2. Pegiat lingkungan; 
3. BPDASHL Brantas Sampean; 
4. BPWS Brantas; 
5. Dinas PUSDA CK TR Kab Pasuruan; 
6. Unsur desa/kecamatan 

25 .. Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Dokumen Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 1. Dinas Kehutan Provinsi Jatim (CDK 
Rehabilitasi Lumajang) ; 

2. Pegiat lingkungan; 
3. BPDASHL Brantas Sampean; 
4. BPWS Brantas; 
5. Dinas PUSDA CK TR Kab Pasuruan 
6. Unsur desa/kecamatan; 
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NO SUB KEGIATAN PRODUK LA YANAN MITRA PERANGKA T DAERAH 
26. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Dokumen Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi 1. Bappelitbangda 

Restorasi 2. Dinas Kehutan Provinsi Jatim (CDK 
Lumajang) ; 

3. Pegiat lingkungan; 
4. BPDASHL Brantas Sampean; 
5. BPWS Brantas; 
6. Dinas PUSDA CK TR Kab Pasuruan 
7. Unsur desa/kecamatan; 

27 Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dokumen hasil pengaduan masyarakat terhadap PPLH 1. Internal DLH; 

Terhadap PPLH Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 2. lnstansi/OPD terkait, ; 
3. Desa dan Masyarakat; 
4. Perusahaan; 

28. Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi 1. Internal DLH; 

Sanksi Administrasi , Penyelesaian Sengketa, dan/atau Administrasi , Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan 2. lnstansi/OPD terkait,; 
Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan 3. Desa dan Masyarakat; 

Melalui Pengadilan 4. Perusahaan; 

29. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Penyediaan fasilitas dan peningkatan SOM tengaa pengawas 1. Supplier; 

Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Pasuruan dalam kegiatan Pengawasan Usaha seperti 2. Distributor Safety 
Baju safety, Sepatu Safety, Helm Safety, Rompi Safety, dan 
Pelatihan Auditor untuk Tenga pengawasan 

30. Sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Laporan rekom pengawasan dari PPLH 1. Internal DLH; 
lzin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh 2. Satpol PP; 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. DLH Prov. Jawa Timur 

31 . Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Dokumen Hasil Tindaklanjut Pengawasan 1. Internal DLH; 

Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 2. Satpol PP; 
3. DPMPT; 
4. DLH Prov. Jawa Timur; 
5. KLHK; 
6. BPPHLHK Jabalnusra 
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NO SUB KEGIATAN PRODUK LA YANAN MITRA PERANGKA T DAE RAH 
32. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data Dokumen lnventarisasi Kearifan local , pengetahuan tradisional 1. DPMD 

dan lnformasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 2. DLH Kabupaten Malang, DLH 
atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau lingkungan hidup Kabupaten Lumajang, DLH Kab 
pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan Probolinggo 
PPLH 3. DLH Provinsi Jatim 

4. Unsur kecamatan dan Desa 
33. Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, Lembaga Masyarakat Adat di Kecamatan Tutur, Kecamatan 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( 

dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Puspo dan Kecamatan Tosari Pariwisata dan Kebudayaan); 
Pengetahuan Tradisional , dan Hak MHA Terkait dengan 2. DPMD Kabupaten dan Provinsi 
PPLH 3. (PERDES/PERKADES); 

4. Bagian Hukum (PERBUP/PERDA); 
5. Perhutani (Konservasi); 
6. Dinas Pertanian; 
7. Fordas; 
8. Penggiat Lingkungan; 

34. Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli LH Melakukan Pendampingan terhadap Lembaga Sekolah, Pondok 1. Dinas Pendidikan; 
Pesantren, Pelaku Usaha, Masyarakat untuk memperoleh 2. Kementerian Agama Kabupaten 
penghargaan yang lebih tinggi Pasuruan; 

3. 24 Kecamata; 
4. Perusahaan 

35. Sub kegiatan Penilaian Kinerja MasyarakaV Lembaga Melakukan Pembinaan dan Pemberian Penghargaan Peduli 1. Dinas Pendidikan; 
MasyarakaV Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Lingkungan tingkat Kabupaten 2. Kementerian Agama Kabupaten 
dalam perlindungan dan pengelolaan LH Pasuruan; 

3. 24 Kecamata; 
4. Perusahaan 
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Ill. PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

Dalam proses penyusunan rencana 

pembangunan daerah, Analisa isu-isu strategis 

adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa 

isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat 

dijalankan dan dipertanggungjawabkan 

lsu strategis didapatkan dari Analisa internal 

berupa identifikasi permasalahan pelayanan 

berdasarkan tugas dan fungsi yang masih belum 

selesai diwujudkan dalam renstra DLH tahun 

2018-2023, maupun dari Analisa ekstrenal berupa 

ISi BAB Ill: 

3.1 IDENTIFIKASI 

PERMASALAHAN 

BERDASARKAN TUGAS 

DAN FUNGSI DLH 

3.2 ISU-ISU STRATEGIS 

kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 3 (tiga) tahun mendatang. 

3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Dinas Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah melakukan upaya sedemikian 

rupa dalam pengelolaan lingkungan, agar tercapai kualitas lingkungan yang akan 

memberikan daya dukung yang optimal. ldentifikasi permasalahan Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Pasuruan : 

1. Penurunan Kualitas Lingkungan 

a) Kualitas Air Sungai 

Secara hidrografis wilayah Kabupaten Pasuruan dilalui oleh beberapa sungai 

yang cukup besar yang terbagi dalam 9 DAS yang bermuara di selat Madura yang 

terdiri dari: DAS Laweyan, DAS Rejoso, DAS Welang, DAS Petung, DAS Kambeng, 

DAS Raci, DAS Gembong, DAS Masangan dan DAS Kedunglarangan. Hasil analisa 

kualitas air sungai terhadap 6 DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan 

hasil bahwa terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu. Hasil 

perhitungan lndeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan nilai indeks pencemaran air 

sebesar 5,0 yang termasuk dalam dalam kategori tercemar ringan. Penurunan 

kualitas air sungai di Kabupaten Pasuruan sebagian besar disebabkan oleh adanya 

pencemaran sungai limbah industri dan limbah domestik yang kemudian 

berpengaruh juga terhadap kualitas air untuk kegiatan sarana irigasi pertanian 
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maupun untuk bahan baku air minum. Akibat aliran limbah dari kegiatan industri 

ataupun kegiatan domestik di kawasan hulu dan tengah berdampak pada kawasan 

pesisir Bangil dan Rembang Kabupaten Pasuruan. Hal ini didukung dengan jumlah 

laporan pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pencemaran 

sungai. Tahun 2019 tercatat sebanyak 19 pengaduan dan di tahun 2020 tercatat 13 

laporan pengaduan yang masuk dan ditangai oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pasuruan. 

b) Kuantitas Air Tanah 

Perkembangan perindustrian dan daerah pemukiman yang semakin pesat 

menyebabkan kondisi hidraulika air tanah cekungan Air Tanah (CAT) diyakini telah 

mengalami perubahan. Ketersediaan air dalam jumlah yang cukup dan dengan 

kualitas yang memenuhi persyaratan di suatu wilayah merupakan salah satu 

prasyarat untuk pelaksanaan pembangunan dan tercapainya kualitas hidup yang 

baik. Untuk itu diperlukan kebijakan pengelolaan menyeluruh yang mencakup 

pengaturan perlindungan atas sumberdaya air, pemanfaatan sumberdaya air secara 

berkelanjutan serta pengembangan teknologi bagi penyediaan air, pemanfaatan 

serta pengelolaannya. Upaya eksploitasi air tanah perlu dilakukan secara bijaksana 

dan berwawasan lingkungan. Adapun penurunan debit air beberapa mata air di 

Kabupaten Pasuruan terutama debit mata air Umbulan dan air permukaan (sungai) 

yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pada wilayah tangkapan air serta banyaknya 

sumur pompa dan sumur artesis di sekitar kawasan berpengaruh terhadap 

meningkatnya risiko bencana kekeringan serta minimnya ketersediaan air bersih. 

Terlebih lagi, kebutuhan air di wilayah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya 

(Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan) sebagain besar bergantung pada mata air 

Umbulan. 

c) Kualitas Air Tanah 

-========= 

Air tanah adalah air yang terletak di wilayah jenuh di bawah permukaan 

tanah . Air tanah sendiri memil iki prosentase 97% dari seluruh air tawar yang 

ada di bawah permukaan bumi, sisanya 3% adalah air sungai, danau, rawa, dan 

juga cekungan-cekungan permukaan. Faktor yang memperngaruhi air tanah 

adalah curah hujan dimana semakin banyak curah hujan semakin banyak pula 

cadangan air tanah, kedua material bebatuan yang sifatnya tidak menyerap namun 

biasanya air hujan akan sampai ke tanah untuk diserap melalui celah celah bebatuan 

walau tidak bersifat meneyrap namun bebatuan dapat membatu mengunci 

keberadaan air tanh didalam permukaan tanah. 
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Air tanah digunakan sebagai tumpuan kebutuhan air untuk konsumsi, karena 

air permukaan sudah banyak yang terindikasi mengalami penurunan kualitas. 

Pengelolaan limbah pada maupun cair yang tidak sesuai dengan standar 

pengelolaan sesuai aturan yang berlaku dapat menurunkan kaulitas air tanah, yaitu 

dengan melalui peresapan ke dalam tanah. terlampauinya baku mutu air tanah dapat 

menurunkan Kesehatan masyarakat. 

d) Kualitas Udara 

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah 

kaca akibat berkembangnya sektor industri , kegiatan perkotaan, sampah dengan 

metode open dumping, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan 

berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya - Bali, sehingga 

berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industri , 

perdagangan, maupun sektor transportasi. 

2. Pengelolaan Sampah Belum Optimal 

a) Timbulan Sampah Masih Cukup Tinggi 

Pengelolaan sampah masih menjadi masalah di Kabupaten Pasuruan. Jumlah 

timbulan sampah di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2020 menunjukkan 

peningkatan yaitu 15.364 ton/tahun pada tahun 2019 menjadi 37.753 ton/tahun di 

tahun 2020, hal ini dapat menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam 

menggunakan pronsip 3R (reduce, reuse dan recycle) untuk pengelolaan sampah 

masih rend ah. 

b) Penanganan sampah masih Rendah 

Proses penanganan sampah juga masih menjadi masalah di Kabupaten Pasuruan. 

Tercatat prosentase penanganan sampah pada tahun 2020 adalah 44,60% yaitu 

volume sampah yang ditangani dibagi dengan volume timbulan sampah Kabupaten . 

Proses penanganan yang tidak optimal menjadi beban pengelolaan sampah di 

Kabupaten Pasuruan. 

3. Kinerja Pengawasan yang Masih Belum Optimal 

a) Pengawasan Limbah Usaha Belum Optimal 

-======== 

Kinerja pengawasan limbah usaha di Kabupaten Pasuruan masih menunjukkan 

presentase yang belum optimal. Pada tahun 2019 dapat dilakukan pengawasan 

langsung terhadap 50 usaha, jumlah ini menurun pada tahun 2020 hanya pada 9 

usaha. Rasio jumlah pengawas terhadap objek pengawasan juga sangat rendah 

yaitu 0, 14 artinya Dinas Lingkungan Hidup memiliki tenaga pengawas lingkungan 

hidup 2 orang dibanding dengan jumlah perusahaan sebanyak 1441 perusahaan. 
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4. Tutupan Lahan 

a) Jumlah dan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Masih Belum Mencukupi 

Luasan RTH masih belum mencukupi dimana sesuai dengan yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang sebesar 20% RTH Publik, Kabupaten Pasuruan sampai 

dengan tahun 2020 masih hanya bisa mencapai 0,0359% yaitu luasan RTH publik 

sampai tahun 2020 yaitu 3,87 Ha dibagi dengan jumlah luasan target RTH 20% yaitu 

10.781 Ha. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri untuk Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pasuruan dalam mengejar margin yang cukup tinggi tersebut. 

b) Kualitas Tanah 

Kualitas tanah yang baik yaitu kondisi tanah yang menggambarkan tanah yang 

mempunyai sifat fisi, kimia, dan biologi tanah yang baik serta produktivitasnya tinggi 

secara berkelanjutan. lndikator yang mempengaruhi kualitas tanah adalah sifat, 

karakteristik, atau proses fisika, kimia, dan bilogi tanah yang dapat menggambarkan 

kondisi tanah. Lingkup kualitas tanah yang dimaksud adalah kekritisan lahan. 

Kekritisan lahan di daerah permukiman disebabkan karena kurangnya daerah 

resapan air sehingga membuat limpasan permukaan di daerah permukiman 

menyebabkan genangan air ketika musim penghujan, yang mengakibatkan banjir, 

serta kekritisan lahan di penggunaan tanaman campuran disebabkan seresah pada 

tanaman campuran cukup sedikit sehingga tidak dapat mengurangi jalu aliran 

permukaan dari air hujan yang turun sehingga menyebabkan erosi. 

c) Peningkatan Perubahan Alih Fungsi Lahan 

Pembangunan yang terus menerus dilakukan dapat menyebabkan terjadinya alih 

fungsi lahan. Adanya alih fungsi lahan tersebut antara lain dikarenakan jumlah 

penduduk, jumlah industri serta pemingkatan pertumbuhan ekonomi. 

3.2 lsu-lsu Strategis 

lsu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan 

dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi 

lingkungan hidup daerah. lsu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di 

masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun 

regional. 

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan 

informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan 

telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan 
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harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala kepala daerah terpilih 

serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. 

Adanya permasalahan dalam pelayanan Lingkungan Hidup dan memperhatikan 

telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Renstra Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan 

lnformasi Kinerja Pengelolan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), maka isu-isu 

strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama lima 

tahun kedepan adalah : 

1. Kurang Optimalnya Pengelolaan Sampah 

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada akhir tahun 2018 adalah 

1.630.011 Jiwa. Diasumsikan di Tahun 2018 sampah yang dihasilkan dari 24 

kecamatan adalah sebesar 1.141 ton per hari atau setara dengan dengan 4.483 

m3/hari. Hingga saat ini sampah yang dapat terlayani di Tempat Pengolahan Akhir 

(TPA) adalah sekitar 80 ton/hari atau ± 7,0% dan yang dapat dikelola oleh Tempat 

Pengolahan Sementara (TPS) 3R, bank sampah dan sektor industri daur ulang lain 

adalah sekitar 57 ton/hari atau ± 5%, dikelola oleh masyarakat sendiri di sumbernya 

sekitar 80 ton atau ± 7,0% dan sisanya sebesar ±81 % atau 924 ton/hari tidak 

dikelola. 

Kabupaten Pasuruan saat ini memiliki 1 (satu) unit Tempat Pengolahan Akhir 

sampah yang berlokasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Pasuruan dan 52 unit TPS 3R dan 301 unit bank sampah yang tersebar di beberapa 

Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pelayanan pengangkutan dan 

pengolahan sampah hingga saat ini dilakukan di 14 kecamatan dari 24 Kecamatan 

yang ada. 

Dengan adanya satu TPA yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan sehingga tidak 

mampu untuk menjangkau dan melayani seluruh Kecamatan di Kebupaten Pasuruan, 

maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyikapi permasalahan 

persampahan direncanakan pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) baru di 4 

lokasi, TPST di 15 lokasi, PDUS di 2 lokasi, TPS 3R serta Bank Sampah di masing­

masing desa minimal ada 1 unit. 

Masalah persampahan yang timbul ini menjadi permasalahan yang kompleks 

antara lain terjadinya penurunan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas udara 

dan bau serta penurunan kualitas tanah serta air tanah, sehingga perlu dilakukan 

pendekatan holistik dan upaya yang terintegrasi untuk menyelesaikan masalah 

persampahan di Kabupaten Pasuruan. 
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2. Bencana Banjir 

Bencana banjir termasuk bencana alam yang hampir pasti terjadi pada setiap 

datangnya musim penghujan. Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang 

biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan 

oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah 

hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air 

permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran 

sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga 

disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan 

tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan 

air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan 

yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain. 

Selama Tahun 2021 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 

748 mm. 

3. Perubahan atau alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan 

terbangun 

Berbagai kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan mengakibatkan 

permasalahan pemanfaatan lahan yang ada semakin kompleks. Pertumbuhan 

penduduk di Kabupaten Pasuruan secara nyata harus diikuti dengan peningkatan 

penyediaan kawasan permukiman yang ada. Demikian pula dengan pembangunan 

di sektor industri, perdagangan dan jasa. Pembukaan kawasan baru sebagai 

kawasan hunian dan kawasan untuk kegiatan industri serta kegiatan perekonomian 

telah mengakibatkan perubahan-perubahan fungsi lahan sebagaimana aslinya. 

Pemanfaatan lahan industri seyogyanya diarahkan pada lahan-lahan yang tidak 

produktif. Beberapa kawasan pertanian yang semula merupakan lahan produktif di 

wilayah Kecamatan Purwosari, Wonorejo, Gempol, Beji dan Pandaan pada saat ini 

telah banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Gejala tersebut dapat 

mengakibatkan penurunan secara drastis produksi daya guna lahan. Melihat kondisi 

saat ini , perlu dilakukan secara terencana, baik sebelum dilakukan pembukaan lahan 

atau setelah pembukaan lahan. Pengembalian fungsi lahan sebagaimana asalnya 

perlu dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih parah, yaitu terjadinya 

bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. 

4. Pencemaran Badan Air Permukaan 

Potensi pencemaran air sungai di kabupaten pasuruan cukup tinggi 

mengingat banyaknya jumlah industri mulai dari skala kecil hingga besar. Tercatat 

sekitar 1.455 industri besar dan sedang yang yetsebar di wilayah Kabupaten 
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Pasuruan yang berkontribusi pada debit air limbah yang dibuang ke badan sungai. 

Nilai IKA diperoleh dari data pemantauan air sungai pada 9 DAS di wilayah 

Kabupaten Pasuruan dan satu titik pemantauan tambahan di Mata Air Umbulan yang 

dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Timur. 

5. Pencemaran Udara 

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah 

kaca akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan, sampah dengan 

metode open dumping, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan 

berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya - Bali, sehingga 

berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industri , 

perdagangan, maupun sektor transportasi. Berdasarkan data lndeks Kualitas Udara 

pada tahun 2017 adalah 82,25 mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 

78,83, tahun 2019 kenaikan sebesar 0, 17 menjadi 79,00 dan pada tahun 2020 

adalah 82,22 dimana pada lndeks Kualitas Udara secara Nasional belum melampaui 

target Nasional dimana lndeks Kualitas Udara Secara Nasional adalah 84,01. 

6. Kurangnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan 

Lingkungan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk 

hidup. Kurangnya kesadaran untuk menjaga kelestarian dapat berdampak buruk bagi 

manusia. Salah satu penyebab utama yang bisa menyebabkan masalah kebersihan 

lingkungan adalah kurangnya kepedulian itu senditi terhadap lingkungannya, padahal 

sudah seharusnya menyadari dan peduli terhadap lingkungan sekitar kareba kedaan 

lingkungan juga mempengaruhi kehidupan iru sendiri. 

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

IV. TUJUAN DAN SASARAN 

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pasuruan 

Oalam menentukan tujuan dan 

sasaran, maka perlu penyelarasan dengan 

tujuan dan sasaran RPO. Tujuan dari RPO 

Tahun 2024-2026 yaitu meningkatnya 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 

daerah, dengan sasaran yaitu terjaganya 

kualitas lingkungan. 

ISi BAB IV: 

4.1 TUJUAN DAN SASARAN 

RENSTRA DINAS 

LINGKUNGAN HIDUP 

4.2 CASCADING KINERJA 

DINAS LINGKUNGAN 

4.1.1 Tujuan Renstra DLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 

Untuk menjabarkan serta mewujudkan tujuan dan sasaran RPO, maka 

disusun tujuan dan sasaran renstra Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan 

jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 

1. Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, 

dengan indikator tujuan yaitu rasio penurunan beban pencemaran 

dan kerusakan lingkungan hidup. 

4.1.2 Sasaran Renstra DLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 

8erdasarkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup diatas, ditetapkan 

sasaran renstra OLH, yaitu : 

1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup, dengan indikator sasaran antara lain 

a. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup; 

b. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, 83 dan Limbah 83; 

c. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup; 

d. Persentase Upaya Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup; 

2. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan 

indikator nilai SAKIP OPO; 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup 

beserta indikator kinerja disampaikan dalam tabel 4.1. berikut : 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

NO. TUJUAN INDIKATOR 
TUJUAN 

Menurunnya 
Persentase 
penurunan 

beban 
beban 

1 
pencemaran 

pencemaran 
dan kerusakan 

dan kerusakan 
lingkungan 

lingkungan 
hidup 

hidup 

Tabel 4.1 
TUJUAN DAN SASARAN JANG KA MENENGAH PELA YANAN 

DINAS LINGKUNGAN KABUPATEN PASURUAN 

Tahun 
TARGET KINERJA TUJUAN Dasar/ 

SASARAN INDIKA TOR SASARAN Kondis 

PADA TAHUN KE - iAwal 

2024 2025 2026 2023 
Persentase Upaya 

a/n Penataan Lingkungan 
Hidup 
Persentase Upaya 

a/n Pengelolaan Sampah, 83 
dan LB3 
Persentase Upaya 

Meningkatnya Upaya Pengendalian 
a/n Perlindungan dan Pencemaran dan 

Pengeolaan Kerusakan Lingkungan 

1,11 % 2,26% % 3,48% Lingkungan Hidup Hidup 
Persentase Ketaatan 
Penanggungjawab Usaha 
dan I atau Kegiatan 

a/n Terhadap lzin Lingkungan, 
lzin PPLH dan PUU LH 
Yang diterbitkan oleh 
Pemerintah daerah 

Meningkatnya tertib 
administrasi 

Nilai SAKIP DLH 82,00 
penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 

TARGET KINERJA SASARAN 

PADA TAHUN KE-

2024 2025 2026 

12,50% 12,50% 16,67% 

52,17% 64,55% 78,31% 

55% 60% 65% 

46,67% 53,33% 60% 

85,00 88,00 90,00 

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 
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2027 

16,67% 

78,31% 

65% 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

No. Tujuan/ Sasaran Strategis 

1. Tujuan : 
Menurunnya beban pencemaran 
dan kerusakan lingkungan hidup; 

2. Sasaran I : 
Meningkatnya pengendalian 
kual itas lingkungan hidup 

Sasaran II : 
Meningkatnya tertib administrasi 
penyelenggaraan pemerintah 
daerah 

TABEL 4.2 
FORMULAS! INDIKA TOR TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELA YANAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

lndikator Kinerja Utama Penjelasan/ Formulasi Perhitungan 

Persentase penurunan beban IKLH Tahun berjalan 
IKPS Tahun berjalan - IKPS pencemaran dan kerusakan - IKLH base line 

lingkungan hidup (2023) base line (2023) 
x100% + x100% 

IKLH base line IKPS base line (2023) 
(2023) 

Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik 
l. Persentase Upaya Penataan perkotaannya+private dalam kategori cukup) x100% 

Lingkungan Hidup 
Jumlah Kecamatan di kabuoaten 

Jumlah Desa yang terakses 
upaya pengelolaan sampah Jumlah Kecamatan yang 

(pengurangan dan Bebas Dumping LB3 
2 . Persentase Upaya Pengelolaan penanganan) 

+ x100% 
Sampah, 83 dan LB3 

Jumlah seluruh Desa dan Jumlah Seluruh Kecamatan 
Kelurahan Di Kab. Pasuruan di Kab. Pasuruan 

3. Persentase Upaya 
Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Memenuhi 

Baku Mutu 
Pengendalian Pencemaran dan 

Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan 
x100% 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

4 . Persentase Ketaatan Jumlah Penanggung Jawab usaha dan I atau kegiatan yang taat 
Penanggungjawab Usaha dan / terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda 
atau Kegiatan Terhadap lzin x100% 
Lingkungan, lzin PPLH dan Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan 
PUU LH Yang diterbitkan oleh 
Pemerintah daerah 

Nilai SAKIP DLH Perencanaan (30%) + Pengukuran (25%) + Pelaporan (15%) + Evaluasi 
Internal (10%) + Capaian (20%) (PENILAIAN INSPEKTORAT) 

Tar;ietTahun 

2024 2025 2026 

1,11 % 2,26% % 3,48 % 

12,50% 12,50% 16,67% 

52,17% 64,55% 78,31 % 

55% 60% 65% 

46,67% 53,33% 60% 

85,00 88,00 90,00 

-======== 
Rencana Strategis Tahun 2024-2026 =======-___ •_• __ _ 



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

4.2. cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan 
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SASARAN PO & 
INDIKATORSASARAN 

ICEGIATAN 
5ASARAN 

INDIKATOR 

SUB KEGIATAN 
SASARAN 

INDIKATOR 

1.1. Meningkatnya Upaya Per1indungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

lndikator 
1.1.1 Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hldup 

Program Perenc:anaan Ungkungan Hidup 
Sasaran: 

Menlngkatnya pemenuhan dokum~ lnstrumen ~encanaan lingkungan hidup yang berkualita:s 

Ind-: 
Persentase pemenuhan dotcumen instn.,men perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas 

Rencana Perllndungan dan Pengelolaan Ungkungan 
Hidup {RPPLH) kabupaten/ Kota 

Sasaran: 

Meningkatkan penguatan perencanaan 
pe-rtindungan dan pengelolaan lingkunpn hidup 
alam 

lndlkator: 

Persentase penguatan perencanaan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hid up alam 

Peny.,sunan 
Penelapan 
RPPLH 
Kabupaten/ Kola 

Pengendalian 
Pelaksanaan 
RPPLH 
Kabupalen/Kola 

Menilgkatnya 
Mualan Hasil 
Pefl}'Jsunan dan 
Penelapan RPPI..H 
Kabupalenn<ota 
yang disusun 

Jumlah 1./uatan Hass 
Penyusunan dan 
Penetapan RPPLH 
Kabupaten!Kota 
yang Disusun 

Menilgkatnya Jumlah Dokumen 
kual<as Dol<umen Te/aahan Kebiiakan 
Telaahan Kebijakan yang Ta/ah 
yang T elah Mengakomodir 
Mengakorrodir RPPLH 
RPPLH Katwpaten!Knta 
Kabupaten/Kola 

Penyelenuaraan Kajlan Ungkungan Hidup Strategis 
(KLHS} Kabupaten/ Kota 

Sasaran: 
Menlngkatkan efektivitas KLHS dalam upaya 
perlindungan lingkungan hidup 

lndiutor: 
Persentase efelrtivitas KLHS dalam upaya 
perlindungan lingkungan hldup 

Peni>ualan dan Menngkatnya 
Pelaksanaan Kl.HS kualilas Dol<umen 
Rencana Tala 
Ruang 

Kl.HS Rencana 
Tata Ruang 
Kabupalen/Kola 
yang Oisusun 

Perrt>ualan dan Menngkatnya 
Pelaksanaan Kl.HS kuallas dokumen 
RPJPOIRPJMO Kl.HS 

RPJPOIRPJMD 
Kabupalen/Kola 
yang disusun 

Jumlah Dokumen 
Kl.HS Rencan., 
Tata Ruang 
Kabupaten!Kota 
yang Disusun 

Jumlah Do/rumen 
Kl.HS 
RPJPDIRPJMD 
Kabupaten!Kola 
yang Disusun 

Program Pimgelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

Sosonn: 
Menlngkatnya luasan RTH publlk 

lndikatar: 
Persentase Pentngkatan luasan RTH pubhk (minimal 20% wilayah 

perkotaan di !Cab. Pasuruon) 

Pengelolaan Keanetaragaman Hayati Kabupaten/ Kota 

Sasaran: 
Meningkatnya luasan RTH publik (minimal 20% wllayah perl<otaan di 
Kab. Pasuruan) 

lncHbtor: 
Persentase Peningkatan Luasan RTH publik (minimal 20% wflayah 
perl<otaan di Kab. Pasuruan) 

Peny.,sunan dan 
Penelapan Rencana 
pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati 

Pengelolaan T aman 
Keanekaragaman Hayati 
di l uar Kawasan Hulan 

Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTli) 

Menngkatnya kuallas Jumlah Dokumen Rencana 
dokumen Rencana tnduk lnduk Pengelolaan Kehati 
Pengelolaan Kehati yang yang Disusun 
Disusun 

Menilgkatnya Luas 
Taman Kehati Di Lua, 
Kawasan Hulan yang 
Di<elola Lingkup 
Kewenangan 
Kabupalen/Kola 

Menilgkatnya Luas RTli 
yang Oikelola Lingkup 
Kewenangan 
KabupatenA<ola 

Luas Taman Kehati Di 
Luar Kawasan Hutan yang 
Dike/ola Ling/cup 
Kewenangan 
KatwpatenlKDta 

Luas RTH yang Dikelola 
Lingkup Kawenangan 
KatwpslervXota 



SASAMNPO• 
INDNtATOIISASMAN 

E 

SUB KfGIATAN 
SASARAN 

INOIKATOR 

SU.ran : 
~ capaiMI pcncuranpn <bn penanpnan AmpMI 

t~JNC.'STMOA 

-· Pet5ef!USec.apaian~ slfflNhWNdlpJAKSTMDA 
•Jl«sentaw,capaianta,pr~wmpai, tertt~ 
JAKSTRAOA 

....... , 
Meninck.itbn uipai'an pencutatpn d.tn 1)1!:nancan.in sampM\ 

llldlbtor. 
• Pel"lffl~ capaian penJurangan sampah 
- PrrM!'lltase apaian pen;1npn,n wmpah 

~ 
Pe-nyusunan Kebijakan Meningkatnya Jum'ah OolwmV1 
dan Srrategj Daerah kualltas Dokumen Keblfakan dan 
Pft\gelofnn Sampah Kebijabnd;m Stratqi Daen1h 
ICabupalffl/Kota Str.it@giDae~h Pengl!k>lun ~m~h 

Penge4otaan Sampah Kabupatffl/Kota yang 
Kabupaten/kota yang °'susun dan 
Disusundan Ditetapbn 

Ditetapkan 

Pengur.mgan Sampah Meningkatnya Jumlah Laponn Hasll 
denpn Melakukan kualitaslaporanHasll Penguranpn Sampah 
Pcmbatasan, Pengurangan Sampah denaan Melakukan 
Pendauran Ulang dan dengan Melakukan Pembatasan, 
Pemanf'aatan Kemba li Pembatasan, P,endaur Pendauran Ulanadan 

Ulangdan Pemanfaatan 
Pemanf'aatan Kembali ~mball 

Penanganan Sampah Menlngk:atnya Jumlah Sampah yana 

dengan Me-lakukan Sampah yang Oipilah, Oipilah, 
Pemllahan, Dilwmpulkan, Dikumpulkan, 
Pengumpulan, Dianglcut, Dlolah, Olans;ltut, Diolah, 
Pelpng1wtan, Olproses Akhir di OlprosesAlchirdl 
Pengolahan, dan TPA/TPST/SPA TPA/TPST/SPA 
Pemrosesan Akhir Kabupaten/l(ota Kabupaten/Xota 
Sampah di 

TPA/TP5f /SPA 
Kab/Kota 

Peningkatan Peran Meninlkatnya lumlah Masyarakat, 
SertaMas:yarakal Mas:yarabt, <elompok 
dalam Pengelolun ""'"""""' Masyaraklt aLilu Para 
Persampahan Masyarakat arau ~ra Pihak Lalnnya yan1 

Plhak Lalnnya yang Tet1/b.it Akttfdalam 
Terlibat AktJf dalam Kqf;rtan Pen1elolnn 
~giatiin Sampah Berbalis 
Pen~Hn Sampah Masyarakat 
Betha.sis Masy;rrakat 

Koordinasl dan Menin&katnya Jumlah Dokumen 
Sinkronlsasl kuallt;,s Dottumen Hasll Koordlnasl dan 
Pertyediaan Prasarana Hasil l<oordlnasl dan Sinkronisasl 
dan Sarana Slnkrortlsasl Penyedtaan 
Pengelotaari Penyediaan Pruarana dan Sarana 
Pttsampahan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah 

Bersama Pemerintiih Pusat, Provinsl 
Pusat, Provtnsi maupun Pihak Lain di 
maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/kota 
LuarKabupaten/Kota untuk Penielolaan 
untulr. Pengefolaan Sampah 
Sampah Kabupaten/lCota. 
Kabupatim/Koc:a. Penaelolilan 
Pengelolaan Persampahan Sesuai 
Persampahans«sual denpn Renana 

denpn Renc2na lnduk Penplolaan 
lnduk Pmc;e-lciaan Sampah dan 
Sampah dan Mcngacu pada 
Mcnpcu pada Jakstrada 
Jallstrada 

Pertyedlaan Sarana Menlngkatny. Sarana lumlah Sar.ma dan 

dan Prasarana danPrasarana Prasarana 
Pfflgelolaan Penanganan Sampah Penanganan Sampah 
Pttsampahan di untukKeglatan untukKeglatan 

TPA/TPST/SPA Pemilahan, Pemilahan, 
KatM.,paten/Kota Penaumpulan, Penl\Jmpulan, 

Pengangkutan, Pcngangkutan, 
Pen,olahan, dan Pen.,ota han, dan 

PfflW'OSC:SilnAkhlr Pemrosesan Akhir 

1.1. Nom1111ka<nya Upoya Pw1indU1111an dan Pfflgelolun Llngl<IMlgall Hlcklp 

lndlkator 
1.1.2 Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan L83 

Pro&rim Pencendaliari 8¥larl ~hay. <Un Ber.Kun (83) dart Umoah Bahan ~rtwihaya dan l eracun {Umbah 83) 

....... , 
Meninpatn'(.t Pmd.wnpinpn/PemblnNn~isui ~ Bl din l.83 dlW~ Kab~n Pnuruan -Prosentue PffldMnpi~embin~si ~ Bldlri l83 di Wilavah bbupatffl PawNan Vqdlterilidcari oleh Pffl'lefinah ~ 

Jlenyi~ Semenar. u~ B3 

""""'' Meniflakatn-p pemenuh;in ~raQn teknls penyimpan.ffl limbih 83 

lndlkalOf: 
P«HnWe J>ffl'lfflUhan pesy1r1t1n trknls penyimparum Umblh 83 

Fasffita.si ~menuhan 

Komitmen !?in 
Penyfmpanan 

Sementara Umbah B3 
Oilaksanakan melalui 

SistemPelayanan 
Pffl?inanBenHaha 

Tefintcgrasi secara 
Elektronik 

Meningkatnya lr.ualius Jumlah Fasilitast 
Fasilitasl Persetujuan/lzin 
Persetujuan/bln Penyimpanan 

Penyfmpanan sementara sementara Umb.lh S3 
Umbah B3 yang yang Oilaksanabn 

Dllaksanabn Mf'jalul Melalul Sistem 

Sistem Pelayanan 
Perbfnan Berus.ha 

T er1ntqrasl Seara 
Elektronik 

Petayanan Perizinan 

Berusaha Terintegr.isi 
SecaraElektronik 

Veriflkasl Lapangan Menin1katnya kuaUtas Jum1ah Laporan 

untuk Memastibn Laporan kecfaun Ke1iatan Verifikasi 

Pemenuhan Verlflkasi Lapanean Lapan1an Pemenuhan 
Persyaratan Pemenuhan Komitmen Komitmen 

Administrasl d111n Teknls Persetujuan/hin Persetujuan/tzln 
Penyimpanan Penylmpanan dan Penyimpaoan 
Senienta--a Umhah B3 Pengumpulan Umbah 83 sementara dan 

Pffl&umpulan Umbah 

83 

......, , 
Meoincb~ fasthtu pengumpulan Umb., 83 di Wi!ayah kabupatel'l 

llldbtor: 
Fuilit.M pencumpul1n Umbah 83 di Wilayah l(a~n 

------------------------------, _r-,_ 
Fasilitasl Pemenuhan Menlngkatnya kualitu Fasilitas 

Komitmen llin Persetujuan/llin Pen111mpolan 
Pengumpulan llmbah limbah 83 van& Dilaksanak:an 
83 Oilaksanakan Me\alul Slstm1 P@tayanan 
rnelalui Slstem Per1zinan Ben.Isa-ha Teritegrasi 
Pelayanan Perizinan Seca,-,1 Elektronik 

Berusaha Terintegnsi 

searaE!cktronllr. 

Jumlah Fasilltasl 
Persetujuar,fl:tln 

Pengumpulan limbah 83 
yang OUaksanakan Me-lalul 

Sistem Pelayanan Perilinan 
Benssaha Terintegasl 

Secara Elektronilr 

Koordlnasl dan 

Sinkronisasi 
Pengelolaan limbah 

83 dengan 

Pemerlntah Provins! 
dalam rangka 

Pengangkutan, 
Pemanfaatan, 
Pen&olahan, 

dan/atau 
Penimbunan 

Meningkatnya kualitas Ookumen Juml1h Dolr.umen Hasil 

HasH Koordlnasi & Sinkronisasi Koordinui & Sinkronisasi 
Pen&elolaan Limbah 83 den1an 
Pemerinlah dan ~mef'intah 

Provins! dalam rangka 

Penaan&kutan, Pemanfaatan, 
Pe11gotahan, dan/aUu 

Penknbunan yanc Bukan Menjadi 
Kewenangan Pemda 

~bupaten/Kola setU 

pelaksanaan Pengumpulom d an 

Penyimpanan semerrtara Umbah 

B3yan, Sesual denpn 
Kewenanpn 

Penaelolaan Llrnbah B3 
dengan Pemerintah dan 

Pemerintah Provinsi dalam 
rangk.a Pengangkut.ln, 

Pemanfaatan, Pengolahan, 

dan/atau Penlmbunan yang; 
BubnMenjadi 

Kewenanpn Pemda 

Kabupaten/l(ota se.rta 
Pelabanaan PenttJrnpufan 

dan Penyfmpanan 

Sffltffltara Um~h 83 yang 
Sesuai denpn 

Kewenangannya 



SASARANPO& 
INDIKATORSASARAN 

kEGIATAN 
5A5ARAN 

-KATOII 

SUB KEGIATAN 
SASARAN 

INDIKATOR 

1.1. Menlngkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hldup 

lndikator 
1.1.3 Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Ungkungan Hidup 

Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Unglwngan Hidup Kabupaten/Kota 

Sasaran: 
Meninskatnva Upaya Pengendali.n Pencemaran air dan udara serta luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabllitlsi lahan kritis 

lndlkator: 
- Persentase menlngkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara 
- Persentase mcninp:atnya luasan lahin yang tefat't dllakukan koordlnasi clan sinkronisasi rchabilltas litlan kritis 

Penceg.ahan Pencemar.rn dan/ atau Kerusakan Ungkungan Hidup 

Kabupaten/ Kota 

Suaran ; 
Meningkatnya dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang 
dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara,dan laut dan 
sektor dokumen inventarlsasi GRK yang dilabanakan 

lndfkltor: 
-Persentase dokumen uji kualitas tingkungan hid up yang 

dilctksanakan terhadap media tanah,air,udan,dan laut 
-Persentase sektor dokumen inventarisasi GRk yang 
dilaksanakan 

Koordinasi, Meningkatnya kualitas Jumlah Dokumen Uj i 

Sinkronisasi dan Dokumen Uji kualitas Kualitas Ungkungan 

Pelaksanaan lingkungan Hidup Hidup Oilaksanakan 

Pencegahan Oilaksanakan Terhadap Media 

Pencemaran Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan 
Ungkungan Hidup Tanah,Air,Udara, dan Laut 
dilaksanakan Laut 
T erhadap Med~ 

tanah, AJr, Udara 

dan Laut 

Koordinasi~ Meningkatnya kuatitas Pengembagan PPLHO 
Sinkronlsasi dan Dokumen Hasll yang ditlngkatkan 

Pelak.sanaan Koordinasi dan kapasitasnya 

Pengendalian Emisi Sinkronisasi 

Gas Rumah Kaea, lnventarisasl Gas 
Mltigasi dan Rumah Kaea dari 

Adaptasl Sektor lingkungan 

Perubahan lklim Hidup yang 

Oilaksanakaan 

Pengelolaan Meningkatnya Jumlah Pengambilan 

laboratorfum Pengambilan Conteh Contoh Uji, Pengujfan 
Lingkungan Hidup Uji,Pengujian Parameter Kuatttas 
Kabupaten Kota Parameter Kualitas Lingkungan dan 

Llngkungan dan Ookumen 
Ookumen Mutu yang Mutu yang 

Oilaksanal.an Dilaksanakan 

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 
Kabupaten/ Kota 

Sasaran : 
Meningkatnya Pemberian lnformasl peringatan pencemaran dan/ atau 
kerusakan lingkungan hidup 

lndikltor: 
Persentase Pemberian lnforrnasi peringatim pencemaran dan/ atau 
kerusakan lingkungan hklup 

Pemberian 

lnformasi 

Peringatan 

pencemaran 

dan/atau 

Kerusakan 

lingkungan Hidup 

Pada Masyarakat 

Penghentian 

Pencemaran 

dan/atau 

Kerusakan 

lingkungan Hidup 

Meningkatnya kualitas Jumlah laporan 

Laporan SosiaHsasi Sosialisasi lnformasi 

lnformasi Peringatan Peringatan Pe nce maran 

Pencemaran dan/atau dan/atau Kerusakan 
Kerusakan Lingkungan Lingkungan Hidup pada 

Hidup pada Masyarakat Masyarakat di 

di Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota yang 

yang Oilaksanakan Dilaksanakan 

Meningkatnya Sumber Jumlah Sumber 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan lingkungan 

Hid up yang Oihentikan 

Pencemar dan/atau 

Kerusakan Ungkungan 

Hidu p yang Oihentikan 

Pemullhan Pencemaran dan/atau Kerusakan Ungkun&,an 
Hidup Kabupaten/ Kota 

Sasaran : 
Meninskatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan 
stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup 

lndikator: 
Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi 
dengan stakeholder terkalt pemulill.an pencemaran 
dan/ atau kerusakan lingkunlilan hidup 

Koordinasi dan Men ingkatkan Jumlah Ookumen 

Sinkronisasi kualitas Dokumen Hasit Koordinasi 

Pembersihan Hasil Koordinasi dan dan Sinkronisasi 

Unsur Pencemar Sinkronlsasi Pembersihan 

Pemberslh Unsur Unsur Pencemar 

Pencemaran 

Koordinasi, Meningkatnya Jumlah Dokumen 

Sinkronisasi dan kualitas Ookumen Hasil Koordinasi, 

Pelaksanaan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Remediasi Sinkron isasi dan Pelaksanaan 

Pe.laksanaan Remediasi 

Remediasi 

Koordinasi, Meningkatkan Jumlah Dokumen 

Sinkronlsasi dan kualitas Dokumen Has fl Koordinasi, 

Pelaksanaan Hasil Koordlnasl, Sinkronisasi dan 
Rehabilitasi Sinkronlsasi dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan Rehablllt.asi 
Rehabilitasi 

Koordinasl, Meningkatnya Jumlah Dokumen 
Sinkronisasi dan kuaUtas Ookumen Hasll koordinasi, 
Pelaksanaan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Restorasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan Restorasi 

Restorasi 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Strategi dan kebijakan yang 

disusun merupakan strategi dan kebijakan 

Oinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pasuruan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran jangka menengah Oinas 

Lingkungan Hidup yang selaras dengan 

ISi BAB V: 

STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 

strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal 

RPO. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pasuruan menunjukan bagaimana cara Oinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan, 

sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPO 

yang menjadi tugas dan fungsi Oinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan dalam 

Renstra Oinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selanjutnya menjadi dasar 

perumusan kegiatan Oinas Lingkungan Hidup bagi setiap program prioritas RPO yang 

menjadi tugas dan fungsi Oinas Lingkungan Hidup. 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif 

tentang bagaimana Oinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan dan sasaran dengan 

efektif dan efisien. Oengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat 

digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi dan perbaikan kinerja 

birokrasi. Strategi dan kebijakan Oinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Tabel 5.1 

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup 

Tujuan RPO : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Oaerah 

Sasaran RPO : Terjaganya Kualitas Lingkungan 

Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan 
Menurunnya beban Meningkatnya upaya Meningkatkan kualitas - Penetapan Rencana 
pencemaran dan perlindungan dan perencanaan dan Perlindungan dan 

kerusakan lingkungan pengelolaan lingkungan evaluasi pengelolaan Pengelolaan 

hidup hidup lingkungan hidup; Lingkungan Hidup 
(RPPLH) 

- Meningkatkan Kual itas 
dokumen KLHS; 

- Meningkatkan Kual itas 
Dokumen IKPLHD, 
Daya Dukung Daya 
Tampung Lingkungan 
Hidup, Neraca SDA; 

- Optimaliasasi 
Pemanfaatan teknologi 
dan system informasi 
dalam pengelolaan data 

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah 

Sasaran RPD : Terjaganya Kualitas Lingkungan 

Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan 
dan evaluasi lingkungan 
hidup; 

- Meningkatkan jumlah 
pelaku Usaha yang 
memiliki dokumen 
persetujuan lingkungan; 

- Meningkatkan kualitas 
dokumen persetujuan 
lingkungan yang 
diterbitkan oleh 
pemerintah kabupaten 
pasuruan; 

Meningkatkan Luasan - Meningkatkan 

RTH Pengelolaan RTH yang 
meliuti Peningktan 
Kualitas dan Kuantitas 
RTH; 

- Penyusunan Profil 
Kehati Daerah dan 
Penyusunan Encana 
lnduk Pengelolaan 
Kehati; 

- Pembangunan taman 
KEHATI 15 Ha 

- Koordinasi terkait 
perencanaan dan 
pengawasan RTRW 
dengan Dinas Terkait; 

- Penyusunan Peraturan 
8upati 

Optimalisasi - Penyusunan master plan 

Pengurangan dan pengelolaan sampah; 

Penanganan Sampah - Pemenuhan sarpras 

dengan Pelibatan pengurangan dan 

Stake Holder secara 
penanganan sampah; 

lntensif dan Masif 
- Mendorong pemilhan 

sampah dan 
serta Pemanfaatan IT; pengomposan dari 

sumber; 
- Pemeberian insentif 

untuk masyarakat yang 
melakukan pengurangan 
sampah; 

- Pembatasan sampah 
yang masuk ke TPA; 

- Meningkatkan 
pemanfaatn IT melalui 
penggunaan website dan 
media social untuk 
pengelolaan sampah; 

Peningkatan kualitas - Peningkatan Kualitas 

pengelolaan B3 dan Pembinaan dan 

Limbah B3 pada sosialisasi pengelolaan 
83 dan Limbah 83 pada 

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah 

Sasaran RPD: Terjaganya Kualitas Lingkungan 

Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan 

pelaku usaha dan pelaku usaha dan 

masyarakat; Masyarakat; 

Meningkatkan peran - Meningkatkan pelaku 

serta masyarakat dan usaha yang memiliki 

stake holder dalam fasilitas pengolahan 

pemulihan limbah laik operasi; 

pencemaran dan 
- Mendorong efisiensi 

penggunaan sumber 
kerusakan lingkungan daya air untuk kegiatan 
hidup usaha, serta penggunaan 

bahan bakar ramah 
lingkungan; 

- Pengembangan system 
informasi peringatan dini 
adanya pencemaran dan 
kerusakan LH; 

- Pemberian informasi 
pada sumber pencemar( 
yang berasal dari 
institusi/non institusi); 

- Meningkatkan koordinasi 
dan sinkronisasi 
penanggulangan 
pencemaran dan 
keruskan lingkungan 
hidup; 

- ldentifikasi dan 
sinkronisasi Data 
Kerusakan lahan; 

- Sinergitas dan Pelibatan 
masyarakat, lintas sektor 
serta pihak swasta untuk 
berperan aktif dalam 
pemulihan, pencemaran 
dan kerusakan 
lingkungan hidup yang 
berkesinambungan; 

Meningkatkan - Pengembangan system 

ketaatan pelaku usaha informasi pengaduan 

terhadap ketentuan lingkungan hidup; 

dan PUU LH; - Meningkatkan 
pemahaman masyarakat 
terkait tata cara 
pengaduan & 
penyelesaian sengketa 
LH; 

- Meningkatkan Kualitas 
dan Kuantitas PPLHD 
untuk meingkatkan rasio 
pengawasan 

- Meningkatkan kualitas 
pengawasan; 

- Meningkatkan sinergisitas 

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah 

Sasaran RPD: Terjaganya Kualitas Lingkungan 

Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan 
dengan stake holder 
dalam rangka penegakan 
hukum lingkungan dan 
penyusunan peraturan 
perundang-undangan; 

- Penerbitan sanksi 
administrative bagi 
pelanggar aturan PPLH; 

Meningkatkan - Meningkatkan Kualitas 

kesadaran masyarakat dan Kuantitas pembinaan 

dan pelaku usaha kepada lembaga 

terhadap kelestarian pendidikan, pondok 

lingkungan 
pesantren, perusahaan 
dan filantropi ; 

- Pembinaan Masyarakat 
Hukum Adat (Suku 
Tengger); 

Meningkatnya Tertib Meningkatkan - Meningkatkan 

Administrasi lntemalisasi Kine~a lntemalisasi Kine~a Dinas 

Penyelenggaraan Oinas Lingkungan Lingkungan Hidup; 

Pemerintah Daerah Hidup; - Peningkatan persentase 
Meningkatkan pemenuhan dokumen 

Kualitas Manajemen SAKIP; 

Internal Dinas - peningkatan Persentase 

Lingkungan Hidup pemenuhan dokumen 
administrasi keuangan; 

- Optimalisasi penyusunan 
dokumen administrasi 
barang milik daerah pada 
perangkat daerah; 

- Peningkatan persentase 
pemenuhan dokumen 
administrasi 
kepegawaian; 

- Peningkatan Persentase 
pemenuhan penyusunan 
dokumen administrasi 
umum; 

- Optimalisasi pelaksanaan 
rekonsiliasi pengadaan 
barang milik daerah; 

- Optimalisasi Penyediaan 
dokumen laporan 
pelayanan publik SKPD; 

- Optimalisasi Penyusunan 
dokumen laporan 
pemeliharaan BMD. 

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk 

meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan 

optimalisasi 10 (sepuluh) program yaitu program Perencanaan Lingkungan Hidup, 
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Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Persampahan, Pengendalian B3 

dan LB3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH, Penanganan Pengaduan LH, 

Pembinaan & Pengawasan LH, Pengakuan keberadaan MHA terkait PPLH, 

Peningkatan Pendidikan dan pelatihan LH untuk Masyarakat, Peningkatan penghargaan 

LH untuk Masyarakat. 

Optimalisasi program tersebut dilakukan dengan penguatan keterlibatan 

masyarakat dan lintas sektor, masalah lingkungan yang luas tidak akan bisa 

diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri tanpa melibatkan lintas sektor, serta 

optimalisasi system informasi berbasis spasial yang menampung semua upaya 

pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat diharapkan dapat 

meningkatkan keterlibatan lintas sektor. 

Aplikasi lingkungan berbasis spasial tersebut diberi nama SILUET yang 

dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup mulai tahun 2021 , serta YUK SALIMAH yaitu 

inovasi pengelolaan sampah. 

Arah kebijakan terkait dengan peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang memiliki indikator nilai SAKIP dilakukan dengan peningkatan 

komitmen aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan program, kegiatan dan 

sub kegiatan sesuai aturan yang berlaku serta terdokumentasi prosesnya, terukur 

capaian kinerjanya serta terlaporkan dengan sistematis. 

Perbaikan data base melalui digital isasi arsip penting untuk dilakukan dalam 

rangka perbaikan manajemen data untuk mendukung kinerja administrasi dan 

optimalisasi perolehan capaian nilai SAKIP. 
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VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB 

KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

6.1 Rencana Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan 

yang telah dijabarkan sebelumnya, 

selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pasuruan menetapkan 

program-program yang akan dilaksanakan 

selama 3 (tiga) tahun ke depan. 

ISi BAB VI: 

6.1 RENCANA PROGRAM DAN 

KEGIATAN 

6.2 INDIKATIF PENDANAAN 

Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.90 Tahun 2019 Tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 Tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta yang terbaru yaitu Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi 

dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Program- program teknis yang dilaksanakan antara lain: 

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 

Kabupaten/Kota : 

1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota; 

2. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota. 

B. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 

3. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang ; 

4. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD; 

II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

C. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota 

5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; 
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6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah 

Kaea, Mitigasi dan Adaptasi Peruahan lklim; 

7. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. 

D. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota; 

9. Pemberian lnformasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup pada Masyarakat; 

1 o. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 

E. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 

Kabupaten/Kota; 

12.Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar; 

13.Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi ; 

14.Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi ; 

15.Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi. 

Ill. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHA Tl): 

F. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota; 

Hidup 

17.Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; 

18.Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati diluar Kawasan hutan; 

19.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 

IV. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (Limbah B3): 

G. Penyimpanan Sementara Limbah B3; 

20. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen lzin Penyimpanan Sementara Limbah 83 

Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik; 

21 .Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi 

dan T eknis Penyimpanan Sementara Limbah B3. 

H. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 

22. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen lzin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan 

melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 

23. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah 

Provinsi dalam Rangka Pengangkutan , Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau 

Penimbunan. 

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap lzin Lingkungan dan lzin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH): 
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I. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang lzin 

Lingkungan dan lzin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

24. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban lzin Lingkungan dan/atau lzin 

PPLH; 

25. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; 

26. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang lzin Lingkungan Hidup, lzin 

PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

27.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan 

Rencana PPLH. 

VI. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan 

Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 

J. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal , Pengetahuan Tradisional , dan Hak MHA yang 

terkait dengan PPLH; 

28. Koordinasi , Sinkronisasi, Penyediaan Data dan lnformasi Pengakuan 

Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak 

MHA yang terkait dengan PPLH. 

K. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal , Pengetahuan Tradisional dan 

hak MHA yang terkait dengan PPLH 

29. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan 

MHA, Kearifan Lokal , Pengetahuan Tradisional , dan Hak MHA Terkait 

dengan PPLH 

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan 

Hidup Untuk Masyarakat: 

L. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

30. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup; 

VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat: 

M. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

31. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup: 

-========= 

N. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 

32. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota; 
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33. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi , Penyelesaian 

Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau 

melalui Pengadilan. 

X. Program Pengelolaan Persampahan: 

0 . Pengelolaan Sampah 

34. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah 

Kabupaten/Kota; 

35. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang 

dan Pemanfaatan Kembali ; 

36. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan , 

Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota; 

Pengumpulan, 

Sampah di 

37. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan; 

38. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 

Persampahan; 

39. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. 

Selain program utama, pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup 

didukung pula oleh program rutin antara lain: 

XI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : 

0 . Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

40. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 

41 . Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; 

42. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; 

43. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; 

44. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; 

45. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD; 

46. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

P. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

47. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

48. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; 

49. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 

50. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD. 
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51. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran; 

Q. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

52. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; 

53. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; 

R. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

54. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai; 

55. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 

S. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

56. Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 

57. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

58. Penyediaan peralatan rumah tangga; 

59. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

60. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

61 . Penyediaan bahan/material; 

62. Fasilitasi Kunjungan Tamu; 

63. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 

T. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

64. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan; 

65. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan 

66. Pengadaan Mebel; 

67. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya; 

68. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya; 

U. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

69. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 

70. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor; 

V. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

71 . Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 

72. Pemeliharaan Mebel; 

73. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

74. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; 

75. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya; 

6.2. lndikatif Pendanaan Tahun 2024-2026 

lndikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024-2026 dengan perincian sebagaimana tabel berikut. 
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Tabel 6.1 lndikatif Anggaran Tahun 2024-2026 

No. Program 
Alokasi Anaaaran Total Alokasi 

2024 2025 2026 2024-2026 
1. Program 18.501 .580.705 18.827.129.658 20.893. 762.653 59.050.582 .1 33 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/ Kota 

2. Program 603.936.603 1.040.652.014 782.612.204 2.427.200.821 
Perencanaan 
Lingkungan Hidup 

3. Program 2.532.727.967 2.878.537.506 3.248.386.265 8.659.651 .738 
Pengendalian 
Pencemaran Dan/ 
Atau Kerusakan 
LinQkunQan Hidup 

4. Program 3.832.094.918 4.215.304.410 27.446.346.124 35.493. 7 45.453 
Pengelolaan 
Keanekaragaman 
Hayati (Kehati) 

5. Program 563.948.800 591 .278.600 622.213.600 1 . 777.441 . 000 
Pengendalian 
Bahan Berbahaya 
Danberacun (B3) 
Dan Limbah 
Bahan Berbahaya 
Danberacun 
(Limbah B3) 

6. Program 624.247.500 686.672.250 755.339.475 2.066.259.225 
Pembinaan Dan 
Pengawasan 
Terhadap lzin 
Lingkungan Dan 
lzin Perlindungan 
Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
(Pplh) 

7. Program 169.613.390 186.574.729 205.232.202 561 .420.321 
Pengakuan 
Keberadaan 
Masyarakat 
Hukum Adat 
(Mha), Kearifan 
Lokal Dan Hak 
Mha Yang Terkait 
Dengan Pplh 

8. Program 387.318.250 426.050.075 468.655.083 1.282.023.408 
Peningkatan 
Pendidikan, 
Pelatihan, Dan 
Penyuluhan 
Lingkungan Hidup 
Untuk Masvarakat 

9. Program 125.729.126 138.302.038 152.132.242 416.163.405 
Penghargaan 
Lingkungan Hidup 
Untuk Masvarakat 
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No. Program Alokasi Anggaran Total Alokasi 
2024 2025 2026 2024-2026 

10. Program 132.494.670 145.744.137 160.318.551 438.557.358 
Penanganan 
Pengaduan 
LinQkungan Hidup 

11 . Program 74.107.625.292 61 .869.610.708 110.171.016.124 246.148.252.124 
Pengelolaan 
Persampahan 

Jumlah 101.581.317.220 91.833.965.242 164.906.014.523 358.321.296.985 
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Indikatot' Kitlerja 
Data Capaian 

Procnm, Xeliatan dan 
Tujuan, 

pad.a Tahun T111man Suuan Kode 
Subkepatan 

Saaaran,Propam, 
Awai 

Ke&fatan clan 
Perencanaan 

Subkeptan 

Ill 121 131 141 1151 161 
MBNURUlfflYA Mentn&lratnya Upaya 2.11.02 Prosnm_,,.111 ---""" BltBAK Perlinda.n1a11. clan lqku-Hldup dollUmOfl lnstrumen 
PENCltllARA.N DAN Pencelolaan Llqkuqan 80% _II......., 
KltRUSAKAN Hldap htclup--· LINOKUNOAM 
HIDUP 2.11.02.2.01 --~clan -~ MBNURUlfflYA ......-u....._ -BltBAK Hldup IRfflHl .......... don n/a 
PltNCEMARAN DAN Kallupat9n/llota ....,..._......_ 
KltRUSAKAM .....,_ 
LIN'OKUNGAN' 2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Jumlah Muatan Hasll 
HIDUP 

RPPLH Kabupaten/Kota Penyusunan dan 
Penetapan RPPLH 2 dokumen 

Kabupaten/Kota yang 
Dlsusun 

2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Ookumen 
RPPLH Kabupaten/ Kota Telaahan Kebljakan yang 

n/a 
Telah Mengakomodlr 

RPPLH Kabuoaten/Kota 
2.11.02.2.02 Ponyelena.,..,, Kajlan ---Unpunpn Hlclup Slrateps IClHSdalomupoya 

n/a 
(KLHS) ~ ,...,_,............., 

1 .... -
2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen KLHS 

KLHS Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang 
4 dokumen 

Kabupaten/Kota yang 

Dlsusun 
2.11.02.2.02.02 Pl!mbuatan dan Pelaksanaan Jumlah Ookumen KLHS 

KLHS RPJPO/RPJMD RPJPO/RPJMD 
n/a 

Kabupaten/Kota yang 
Olsusun 

2.11.03 Prosnm Penpndallan ----c1aav- monln,utnya Upaya 
-iJnll<q•nHldup --- n/a ---·-udara -men!""'"""" ......., 

lwn-telall n/a 
dllakubn-nasf don 
llnllronlsul rehablllml 
lwnkrttls 

2.11.03.2.01 ,_.,,.,,._ ---ujl dN/-- -~ 9,24% 
~Hldup hklup---
Kallu.,.-/llota ---_.,, __ 

n/a 
__ ...__ 

2.11.03.2.01.01 Koordlnasi, Sinkronisasl, dan Jumlah Dokumen UJI 
Pelaksanaan Penccgahan Kua litas Llngkungan 
Pencemaran Llngkungan Hidup Dilaksanakan 10 Ookumen 
Hldup Dllaksanakan t erhadap Terhadap Media Tanah, 
Media Tanah, Air, Udara, dan Air, Udara, dan Laut 

2.11.03.2.01.02 Koordinasl, Sink.ronisasl, dan Jumlah Ookumen Hasll 

Pelak.sanaan Pengendallan Koordlnasi dan 
Emlsl Gas Rumah Kaea, Slnkronlsasl lnventarlsasl 

1 dokumen 
Mitigasi dan Adaptasl Gas Rumah Kaea dari 
Perubahan lkllm Sektor llngkungan Hldup 

Ivana: Dflaksanakan 

Tabel T•C,!ll7, 
Rencana Proeram, Ke,tatan, dan Pendanaan Dlna• Llncka.n1an Hldup 

Kabu.paten PHura.aa 

Tuaet ltlnea;fa Propun da.a. Keraa.ab Pendanun 

2024 2028 2026 

tar1et Rp Tar1et Rp tarcet 
171 181 191 1101 1111 

44,44% Rp 603.936.603 66,67"' Rp 1.040.652.014 66,67% Rp 

59,32% Rp 364.962.403 62,71% Rp 471.458.643 66,10% Rp 

2 dokumen Rp 202.688.503 3 dokumen Rp 292.957.353 2 dokumen Rp 

1 dokumen Rp 162.273.900 1 dokumen Rp 178.501.290 1 dokumen Rp 

20!6 Rp 238.974.200 66, 67 !6 Rp 569.193.371 55,56!6 Rp 

o dokumen 2 dokumen Rp 306.321.751 2 dokumen Rp 

1 dokumen Rp 238.974.200 1 dokumen Rp 262.871.620 Odokumen Rp 

55,0% 60,0% 65% 

Rp 2.532.727.967 Rp 2.878.537.506 Rp 

40% 50% 60% 

100% 100% 100% 

Rp 1.652.242.667 Rp 1.910.003.676 Rp 

40% 80% 100% 

119 dokumen Rp 369.254.853 119 dokumen Rp 424.643.081 119 dokumen Rp 

2dokumen Rp 63.340.000 4 dokumen Rp 143. 748.000 Sdokumen Rp 

86 

Kondlai Klaerj• 
pada akhlr Unit Ketja Peran,kat 

period• Renatn. Daen.h Lokaal 

Peraqkat PenaJl&IUDl•Jawab 

Daenh 

Rp Tu1et Rp 
1121 1171 1181 11191 -20 

Dinas Ungkungan 
782.612.204 66,67% Rp 782.612.204 Dlnas Ungkungan Hldup 

Hldup 

Dlnas Llngkungan 
445.658.278 66,10% Rp 445.658.278 Dlnas Ungkungan Hldup 

Hldup 

249.306.859 2 dokumen Rp 249.306.859 Dlnas Ungkungan Hldup 
Dinas Ungkunsan 

Hldup 

196.351.419 1 dokumen Rp 196.351.419 Dlnas Ungkungan Hldup 
Dlnas Llngkungan 
Hldup 

336.953.926 55,56% Rp 336.953.926 Dlnas Ungkungan Hldup 
Dinas Llngkunsan 
Hldup 

336.953.926 2 dokumen Rp 336.953.926 Dlnas Llngkungan Hldup 
Olnas Llngkungan 
Hldup 

Odokumen Rp ~ Dlnas Llngkungan Hldup 
Dinas llngkungan 
Hldup 

Olnas llngkungan 
65% 

Hldup 

3.248.386.265 Rp 3.248.386.265 Dlnas Ungkungan Hidup 

60% 
Dlnas Llngkungan 
Hldup 

100% 
Dinas Lingkungan 
Hldup 

2.182.999.052 Rp 2.182.999.052 Dlnas Llngkungan HJdup 

100% 
Oinas Llngkungan 

Hldup 

Dlnas llngkungan 
509.571.697 119 dokumen Rp 509.571.697 

Hidup 

197.653.500 Sdokumen Rp 197.653.500 Olnas Llngkungan Hidup 
Dlnas lingkungan 

Hldup 



Tua« Klnetja Propam daA Keran&b PeDdaaaan 

lncUkatOT Klnerja 
Data Capalall Kondlsi Klaotja 

Proanm., JCeaiatan dan 
Tujua,t, 

pada Tahu.ll pada alchlr Unit Kes;ja Peuqkat 
1'11Juan Ba•aran Xode 

Bu.bkep&tall 
Saa.n.n,Propam, 

Awa! 2024 20211 2026 pe,lode Renatn Daerah Lolauol 
Keptandan 

Perencanaan .... q1ca, Penanau.lll•Jawab 
Subkeptan Daenh 

tarcet Rp Tarcet Rp tarcet Rp Tar&et Rp 

2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorlum Jumlah Pengambllan 

Llngkungan Hldup Contoh UJI, Pengujlan 

Kabupaten/Kota Parameter Kuall tas 
1200 dokumen 1204 dokumen 

Ungkungan dan 
Rp 1.219.647.814 1229 dokumen Rp 1.341.612.S9S 12S4 dokumen Rp 1.47S. 773.8S5 1254 dokumen Rp 1.47S.773.85S Dlnas Ungkungan Hidup 

Dinas Llngkungan 

Hldup 

Dokumen 

Mut u vanll Dllaksanakan 

2.11.03.2.02 __,..,__ ---dwo/-~ 1"'°"11ati ......... 
Dlnas Llngkungan 

~~ -dwo/- n/a S11 Rp 408.000.000 61' Rp 448.800.000 71' Rp 493.680.000 7" Rp 493.680.000 Dlnas Llngkungan Hldup 

-..-.,- ... .-Nnpunpn 
Hldup 

........ 
2.11.03.2.02.01 Pemberlan lnformasl Jumlah Laporan 

Pertngatan Pencemaran Sosla llsasi lnformasl 

dan/ atau Kerusakan Peringatan Pencemaran 
20 laporan SO laporan Rp 373.000.000 60 laporan Rp 410.300.000 70 laporan Rp 4S1.330.000 70 laporan Rp 4S1.330.000 Dlnas Ungkungan Hldup 

Dinas Ungkungan 

Llngkungan Hldup pada dan/atau Kerusakan Hidup 

Masyarakat Ungkungan Hldup pada 

Masvarakat di 

Sub Keglatan Penghent lan 
Jumlah Sumber Pencemar 

Pencemaran dan/atau 
dan/atau Kerusakan 

n/a 4tltik Rp 3S.000.000 4tltik Rp 38.500.000 4tltik Rp 42.3S0.000 4 tltlk Rp 42.3S0.000 Dtnas Llngkungan Hidup 
Oinas Ungkungan 

Kerusakan Llngkungan Hidup 
Llngkungan Hidup yang Hidup 

Olhentlkan 

2.11.03.2.03 ---- -don/■IIIU- menlnpatny■-n■li 

~Hldup 
...,_....., 

~.,_ ------ n/a 231' Rp 472.48S.300 291' Rp S19. 733.830 3S11 Rp 571.707.213 3S11 Rp S71.707.213 Dlnas Llngkungan Hidup 
Dinas Ungkungan 

Hldup 
....., __ 
u.......,~ 

Sub Keglatan Koordinasi dan 
Jumlah Dokumen Hasll 

Slnkronlsasl Pembersihan 
Koordlnasi dan 

n/a ldokumen Rp 2S.000.000 2 dokumen Rp 27.500.000 2 dokumen Rp 30.2S0.000 2 dokumen Rp 30.2S0.000 Dlnas lingkungan Hldup 
Oinas lingkungan 

Unsur Pencemar 
Slnkronlsasl Pembersihan Hldup 
Unsur Pencemar 

Sub Keglatan Koordinasl, 
Jumtah Dokumen Hasll 

Slnkronlsasi dan Pelaksanaan 
Koordlnasi, Slnkronisasl n/a 1 dokumen Rp 32.000.000 2 dokumen Rp 3S.200.000 2 dokumen Rp 38.720.000 2 dokumen Rp 38.720.000 Olnas Ungkungan Hldup 

Oinas lingkungan 

Remediasl 
dan Pelaksanaan Hldup 

Remedlasl 

2.11.03.2.03.04 Koordlnasl, Sinkronisasl dan Jumlah Ookumen Hasll 

Pelaksanaan Rehabl litasl Koordlnasl, Slnkronlsasl Dlnas Lingkungan 
20 dokumen 12 dokumen Rp 383.48S.300 14 dokumen Rp 421.833.830 16 dokumen Rp 464.017.213 16 dokumen Rp 464.017.213 Dlnas lingkungan Hldup dan Pelaksanaan Hidup 

Rehabllltasl 

Sub Keglatan Koordlnasl, 
Jumlah Dokumen Hasil 

Slnkronlsasi dan Pelaksanaan 
Koordlnasl, Sinkronlsasl n/a 1 dokumen Rp 32.000.000 2 dokumen Rp 3S.200.000 2 dokumen Rp 38.720.000 2 dokumen Rp 38.720.000 Dlnas Llngkungan Hldup 

Dinas Lingkungan 

Restorasi 
dan Pelaksanaan Hidup 

Restorasl 

2.11.04 .......,,_....... -penlfllbt■n 

11o--..,., .. Hay■tl lu■s■n RTH publlk 
Dinas llngkungan 

(KEHATII (mlnlm■I 20K wfl■y■h O,OSS1' 8,801' Rp 3.832.094.918 9,3S1' Rp 4.21S.304.410 9,901' Rp 27.446.346.124 9,90% Rp 27.446.346.124 Dlnas Llngkungan Hldup 
Hldup ....-di 

Kob.Pnunl■n l 

2.11.04.2.01 ,..,..._ _pen!........, 
Dlnas Llngkungan 

KN-- Hay■tl 1-RTH publlk-m 6,3661' 12,S0% Rp 3.832.094.918 17,6S1' Rp 4.21S.304.410 22,221' Rp 27.446.346.124 22,221' Rp 27.446.346.124 Olnas Llngkungan Hldup 
1~ ... ---,rc- -- Hldup 

2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Jumlah Dokumen 

Rencana Pengelolaan Rencana lnduk 

Keanekaragaman Hayati Pengelolaan 
1 dokumen 1 dokumen Rp 1S7.428.700 1 dokumen Rp 173.171.S70 1 dokumen Rp 22.s00.000.000 1 dokumen Rp 22.s00.000.000 Dlnas Ungkungan Hldup 

Olnas Llngkungan 

Hldup 

Kehat i vang Dlsusun 
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Tar1•t Khletja Prop-am d.asa Ketua&A Pe11.danaan 

lnd.ikatot' IUnerja 
Data Capaian Kondlsi Kinelja 

Ptopm., Kecl&t an dan 
Tujuan, pad• Tahull pda aklalr Unit Kaja PH UlCbt 

'f11,j11Ul Saauan Kode 
Bubkep.atan 

Saaaran,Propam, 
Awai 2024 2025 2026 period• Ren■tra Daerab Loblll 

Kepatan dan Pe,encanaan P ... qkat Pe llllDQUDl•Jawab 
Su'bkecl&tan Daerah 

tu 1et Rp Tu1et Rp tarcet Rp Tu &et Rp 

2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Luas Taman Kehati DI Luar 

Keanekaragaman Hayati di Kawasan Hutan yang Dlnas lingkungan 
Luar Kawasan Hutan Dikelola llngkup n/a 0 Rp 0 Rp 15Ha Rp 500.000.000 lS Ha Rp 500.000.000 Dlnas Llngkungan Hldup 

Hldup 
Kewenangan 

Kabunaten/Kota 

2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Luas RTH yang Olkelola Dinas lingkungan 
Hl)au (RTH) Llngkup Kewenangan 5,539 Ha 800 Ha Rp 3.674.666.218 850 Ha Rp 4.042. 132.840 900Ha Rp 4.446.346.124 900Ha Rp 4.446.346.124 Olnas Ungkungan Hldup 

l(ah.unaten ' K"ta 
Hldup 

2.11.05 ........,,, Penpndallan Bohon --.....,.donBenainllll .............,,_,,-.. 
don Urnbah......, _.,. an/Soslallsal n/a 33% Rp 563.948.800 67% Rp 
don Bencun IUmbah Bl) -"'4- Bl don W 

591.278.600 100% Rp 622.213.600 100% Rp 622.213.600 Olnas Ungkungan Hldup 
Dlnas lingkungan 

Hldup 

cR WAayah --• Pasuruan 
2.11.05.2.01 Ptnrfmpanan ~ --·-UmbollU --- 176.546.800 

Olnas Llngkungan 
100% 100% Rp 100% Rp 211.486.600 100% Rp 220.031.600 100% Rp 220.031.600 Dlnas Llngkungan Hldup 

ponyfmpa.- Hmbah 13 Hldup 

2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Fasl l ltasl 

Komitmen lzln Penylmpanan Persetujuan/lzin 

Sementara Limbah 83 Penylmpanan sementara 

Dllaksanakan melalul Slstem Umbah B3 yang Dlnas Ungkungan 
Pelayanan Perlzlnan Berusaha Oilaksanakan Melalui 45 dokumen 3Odokumen Rp 111.644.800 3Odokumen Rp 124.698.600 30 dokumen Rp 119.623.600 30 dokumen Rp 119.623.600 Olnas Ungkungan Hldup 

Terlntegrasi secara Elektronlk Sistem Pelayanan 
Hidup 

Perizlnan Berusaha 

Terlntegrasi Secara 

Elektronlk 

2.11 .05.2.01 .02 Verlflk:asl Lapangan untuk Jum1ah Laporan Kegiatan 

Memastlkan Pemenuhan Verlflkasi Lapangan 

Persyaratan Admlnistrasl dan Pemenuhan Komltmen 

Teknis Penyimpanan Persetujuan/lzln 
4S laporan 

Sementara Umbah 83 Penyimpanan 
30 laporan Rp 64.902.000 30 laporan Rp 86.788.000 30 laporan Rp 100.408.000 30 laporan Rp 100.408.000 Dlnas llngkungan Hldup 

Dinas lingkungan 

Hldup 

sementara dan 

Pengumpulan 

Llmbah B3 

2.11.OS.2.02 .................. UmbohBJ Fasllltasl penaumpulan 
dal .... 11.-1- L93 di wilayah Kabupaten 100% 100% Rp 387.402.000 100% Rp 379. 792.000 100% Rp 402.182.000 100% Rp 402.182.000 Olnas Llngkungan Hldup 

Dinas lingkungan 

lllbupatan/-
Hldup 

2.11.05 .2.02 .01 Fasilltasi Pemenuhan Jumlah Fasllltasl 

Komit men lzln Pengumpulan Persetujuan/lzln 

llmbah 03 Oilaksanakan Pengumpulan llmbah B3 

melalul Slstem Pelayanan yang Oilaksanakan 
n/a l dokumen Rp 4.112.000 l dokumen Rp 4.112.000 l dokumen Rp 4.112.000 1 dokumen Rp 4.112 .000 Dlnas Llngkungan Hldup 

Dlnas lingkungan 

Perlzlnan Berusaha Melalul Slstem Pelayanan Hldup 

Terlntegrasl secara Elektronik Perizlnan Berusaha 

Terlntegrasl Secara 

Elektronik 

2.11.05 .2.02 .02 Koordinasi dan Slnkronlsasl Jumlah Dokumen Hasll 

pengelolaan Umbah B3 Koordinasl & Sinkronisasi 

dengan pemerintah Provins! Pengelolaan limbah B3 

dalam rangka pengangkutan, dengan Pemerlntah dan 

pemanfaatan, pengolahan, Pemerlntah Provins! 

dan/atau penlmbunan dalam rangka 

Pengangkutan, 

Pemanfaatan, 

Pengolahan, dan/atau l dokumen 3 dokumen Rp 383.290.000 3 dokumen Rp 375.680.000 3 dokumen Rp 398.070.000 3 dokumen Rp 398.070.000 Dlnas llngkungan Hldup 
Dlnas lingkungan 

Penlmbunan yang Bukan Hldup 

Menjadl Kewenangan 

Pemda Kabupaten/Kota 

serta Pelaksanaan 

Pengumpulan dan 

Penylmpanan sementara 

Um bah B3 yang Sesual 

dengan Kewenangannya 
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Tuaet Klnerj• Prop am dan Kmu.cb Pezulan• •n 

lndlkator Kmerja. Data Capa!an. Kondlai KlDerja 

Proanm, Ke&fatan da.n. 
Tujua.n, pada Tahun pad• akhlr Unit Kelifa Pera.n.abt 

T1\jau Suaran Kocle Sublr:e,tatan 
SllAran,Propam, 

Awai 2024 2028 2026 period.• Renatn Daerah Lokul 

Keefat.an dan Perenca.n.aan Pen.nakat Penangun&-Jawab 
Subke,latan Daenb 

tu a:et Rp Tua:et Rp tuaet Rp Tar&et Rp 

2.11.06 Propam PembtRNn dan - menurunnya 
PenpwaAII Terhadap lrln ,,...._ ... 
Unpunpn clan lzln ,._..,._u...,. 
hrffndunpn din dan / atau Kqtatan 

n/a 53% Rp 624.247.500 47% Rp 686.672.250 40% 755.339.475 40% Rp 755.339.475 
Dinas Ungkungan 

Penplolaan U.........., r-.,111. Rp Dinas Ungkungan Hidup 
Hldup 

Hklup IPPlHI IJnCl<u<,pn, lzln PPLH 
danPUULHVanc 
-oleh 

2.11.06.2.01 --............. 
_,__ 

Temadlpl.lANclan/- Temadlp U- clan/ 
Kqlaun .,...111n Unpunpn -~ 
clan lztn PPLH-- 22 15,30% Rp 624.247.500 16,38% Rp 

Dinas Lingkungan 
686,672.250 17,52% Rp 755.339.475 17,52% Rp 755.339.475 Dlnas Ungkungan Hldup 

Hidup 
- ,._ Durall 

Kabupatan/Kota 

2.11.06.2.01.01 Fasi1itasi Pemenuhan Jumlah Rekomendasi 
Ketentuan dan Kewajiban lzin dan/atau Persetujuan 
llngkungan dan/ atau lzin PPLH Teknls, Persetujuan 

45 dokumen 4S dokumen Rp 281.163.000 45 dokumen Rp 309.279.300 4S dokumen Rp 340,207.230 4S dokumen Rp 340.207.230 Dlnas Ungkungan Hidup 
Dinas Lingkungan 

Lingkungan, dan Surat Hidup 

Kelayakan Operas! yang 
Diberikan 

2.11,06.2.01.02 Pengembangan Kapasltas Jumlah Rekomendasl 
PeJabat Pengawas lingkungan dan/atau PersetuJuan 
Hldup Teknis, Persetujuan n/a 5 Orang Rp 21.491.030 60rang Rp 23.640.133 6 Orang Rp 26.004.146 6 Orang Rp 26.004.146 Dlnas Ungkungan Hidup 

Dlnas lingkungan 

Llngkungan, dan Surat Hldup 

Kelayakan Operasi yang 
Diberikan 

0 . 
2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Jumlah Laporan Dari 

Kegiatan yang lzin Llngkungan Usaha dan/atau Keglatan 
Hldup, lzin PPLH yang yang Diawasl lzin 
Diterbitkan oleh Pemerintah llngkungan, Persetujuan 
Daerah Kabupaten/Kota llngkungan, Surat n/a 1S Laporan Rp 302.557.200 16 Laporan Rp 332.812.920 17 Laporan Rp 366.094.212 17 Laporan Rp 366.094.212 Dlnas Llngkungan Hldup Dinas Llngkungan 

Kelayakan Operasi oleh 
Hldup 

Pemerlntah Daerah 
Kabupaten/Kota 

2.11.06.2.01,04 Koordlnasi dan Slnkronlsasl Jumlah Dokumen Hasll 
Pengawasan dan Penerapan Koordlnasi dan 
Sanksi Upaya dan Rencana Slnkronlsasl Pengawasan 

Sdokumen 15 dokumen Rp 19.036.270 16 dokumen Rp 20.939.897 17 dokumen Rp 23.033.887 17 dokumen Rp 23,033.887 Olnas Ungkungan Hldup 
Dinas Ungkungan 

PPLH dan Penerapan Sanksi Hldup 

Upaya dan Rencana 

PPLHD 

2.11.07 Prosr•m Penpkuen Perse.,_MHAv■nc 

Keberadun Ma..,.,...,, dlakul HSUal denpn Dinas lingkungan 
Hukum Adat IMHAI, Kearllan usulanMHA n/a 25% Rp 169.613.390 33% Rp 186.574.729 42% Rp 205.232.202 42% Rp 205.232.202 Dlnas llngkungan Hldup 

Hldup 
I.obi clan Halt MHA vans 
terl<altde,_,PPLH 

2.11.07.2.01 PenplruanMHA,Kurilln Jumlah MHA yana dlakul 

Lobl,Pot,ptalnan Dinas Ungkungan _ , din Hale MHA n/a 1 lembaga Rp 69.613.390 1 lembaga Rp 76.574,729 1 lembaga Rp 84.232.202 1 lembaga Rp 84.232.202 Dlnas Llngkungan Hldup 
Hidup 

vanc terl<alt denpn PPLH 

2.11.07,2.01.01 Koordinasl, Slnkronisasl, Jumlah Dokumen Hasil 

Penyedlaan Data dan Koordlnasl, Sinkronisasl, 
tnformasi pengakuan Penyedlaan Data dan 

Keberadaan MHA Keartfan lnformasl Pengakuan 
Lokal atau Pengetahuan Keberadaan MHA Dlnas Ungkungan 
Tradlslonal dan Hak Kearlfan Kearlfan Lokal atau 8 dokumen 8 dokumen Rp 69.613.390 10 dokumen Rp 76.574.729 12 dokumen Rp 84.232.202 12 dokumen Rp 84.232.202 Dfnas Llngkungan Hldup 

Hidup 
Lokal atau Pengetahuan Pengetahuan Tradlslonal 
Tradlslonal dan Hak MHA dan Hak Kearifan Lok.al 

terkalt PP LH atau Pengetahuan 
Tradlslonal dan Hak MHA 
Terka it dena:an PPLH 
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Tu 1et Killerja Prop am clan Ketaa,b Pe.o.clao.aan 

Indtkator Klnerj• Data Capatan Kondlal Klaotja 

Proc,am., Keptan dan 
Tujuan, pad.a Tahun pa d.a ak.blr Unit Kerja Peranabt 

1'1\fnan Saaaran Kode Bnblreptan 
BaNn.n,Procram, Awai 2024 2028 2026 period• Renatn Daen.h Lokul 

Keptan dan 
Perencanaan Peranpat Penangun • ..,jawab 

Subkeatata.o. Donah 

tu 1et Rp Tar1et Rp tarcet Rp Tu&et Rp 

KetiatanPenl ....... Jumlah MHA yang n/a 2 lembaga Rp 100.000.000 3 lembaga Rp 110.000.000 4 lembaga Rp 121.000.000 4 lembaga Rp 121.000.000 Dlnas Llngkungan Hldup 

KapasllnMHA-Kurtfan mendapattan kegiatan Dinas Llngkungan ........ ...__ peningl(atan kapasltas Hldup 

Trodhionll - Hok MHA 

Pemberdayaan, Kemltraan, Jumlah Dokumen 

Pendampingan, dan Kelembagaan MHA, 

Pensuat an Kelembagaan Kearlfan Lokal, 

MHA, Kearifan Loka l, Pengetahuan Tradlsional 
Pengetahuan Tradisional, dan dan Hak MHA Terkait 

Hak MHA Terkait dengan PPLH dengan PPLH yang n/a 2 dokumen Rp 100.000.000 3 dokumen Rp 110.000.000 4 dokumen Rp 121.000.000 4 dokumen Rp 121.000.000 Dlnas Unskungan Hldup 
Dinas Llngkungan 

Dilakukan Pemberdayaan, 
Hldup 

Kemltraan, 
Pendampingan dan 

Penguatan 

2.11.08 Protnm Penlnpatan 
-lembqa 

Pendkllkan, Pelotlhan clan 
Sekolllh, PerusahNn, Dlnas llngkungan 
Ponpes, Kemasyorakaten 19% 5,16% Rp 387.318.250 7,54% Rp 426.050.075 9,94% Rp 468.655.083 9,94% Rp 468.655.083 Olnas Llngkungan Hldup 

Penyuluhan Unpunpn 
ya,. dttlnpatlcan 

Hldup 

Hidup Untuk Masyan,kat 1co--~---
2.11.os.2.01 Penye1-aonPendldlkan, /Umlellt.amblp 

.....,_,, clan Penyuluhan ~ya .. Dinas llngkungan 
~ Hldup unblk dttf...- n/a 88 lembaga Rp 387.318.250 95 lembaga Rp 426.050.075 103 lembaga Rp 468.655.083 103 lembaga Rp 468.655.083 Dlnas Llngkungan Hldup 

lemblp Koma..,-., kapasltany• 
Hidup 

11~Doerah 
2.11.08.2.01.02 Pendamplngan Gerakan Pedull Jumlah Pendampfngan 

1 umas 1ng.:ungan 
, ____ 

Ungkungan Hldup Pemblnaan Gerakan 1 umas l tngkungan 

Pedull dan Berbudaya 25 dokumen 4 dokumen Rp 387.318.250 4dokumen Rp 426.050.075 4 dokumen Rp 468.655.083 4 dokumen Rp 468.655.083 Dinas Ungkungan Hidup 

Ungkungan Hldup yang Dinas Ungkungan 

Dilaksanakan Hldup 

2.11.09 ............ 
M■syarakat/Lembqa 

PrOll'■mPensharp■n 
Mosyarakat/Dunla 
Us■ha /Dunla Dinas Ungkungan 

Unpunpn Hldup Untuk n/a 2,80% Rp 125.729.126 3,17% Rp 138.302.038 3,40% Rp 152.132.242 3,40% Rp 152.132.242 Dlnas Llngkungan Hldup 
Pendldlkan/Fftantrophl Hidup 

Masyarakat yancmemlllkfklnorja 
dal■m ra~ PPLH 
b■lk/sanpt balk -M~ 

Pemberton PencharP■ n M■sy■r■lrat/Dunlo 

~HldupTi,.to,t Us■h■/Dunl■ n/a 4,58% Rp 125.729.126 4,93% Rp 138.302.038 5,28% Rp 152.132.242 5,28% Rp 152.132.242 Olnas Unskungan Hldup 
Dlnas Lingkungan 

- KabupatAtn/Kot■ 
Pendldllran/Fftentrophl Hldup 

- memfflkl klnerj■ 
dalemran,k■ PPLH 

2.11.09,2.01.01 Penila ian Klnerja Jumlah 

Masyarakat/Lembaga Masyarakat/lembaga 

Masyarakat/Dunia Masyarakat/Ounia 
42 entltas 4 entitas Rp 125. 729.126 4 entitas Rp 138.302.038 4 entit as Rp 152.132.242 4entltas Rp 152.132.242 Dlnas Lingkungan Hidup 

Oinas Ungkungan 

Usaha/Dunia Pendldikan/ Usaha/Ounia Hldup 

Fllantropl dalam Perllndungan Pendidlkan/Fllantrophl 

dan Penuelolaan linokunaan ·vanR Dln i1ai Klnerianva 

2.11.10 Prop1m Penanpnan ,,.. ........ 
Penpduen Unpun1■n Hldup Menl,.utnya ketMt■n 

peloku kql■t■ n Dlnas Ungkungan 
dan/atau UAha mel■lul 100% 100% Rp 132.494.670 100% Rp 145.744.137 100% Rp 160.318.551 100% Rp 160.318.551 Olnas Ungkungan Hldup 

Hidup 
penyelesalan 

-nanpenpdu■n 

di bld■na PPLH 
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Tar1et Klnetja Propam du. Ket&Jl&b Pmadau.ua. 

lnd.lkator Ktnerja Data Capaian Ko.ndlsl Klnetj• 
Proaram., Ke&latan dan. 

Tujuan, padaTahnn pada ak.blr Untt Ketja Peranlftt 
1'1\jau Sao.ran Kode Subkepatan 

81UHU1ln,Propam, 
Awai 2024 2028 2026 period• Ren11tn. Daen.h Loloul 

Ke&fatandan Perencanaan r ... q1ca, Penangunc•Ja,.,.'b 
Buhkeciatan Daerah 

tara:et Rp Tat1et Rp tar1et Rp Tu1et Rp 

2.11.10.2.01 ,_,._........., -Jumloh ~•-. -~ _......_ ..... --•llldans 100% 100% Rp 132.494.670 100% Rp 145. 744.137 100% Rp 160.318.551 100% Rp 160.318.551 Olnas Ungkungan Hidup 
Dinas Lingkungan ,...,_ u....._ l'l'I.H...........,_ Hidup ..... ,-, -

2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Jumlah Pengaduan Dlnas Lingkunsan 

Masyarakat terhadap PPLH Masyarakat Te rhadap Hlduo 
Kabupaten/Kota PPLH Kabupaten/Kota 5 dokumen 15 dokumen Rp 105.406.S76 15 dokumen Rp 115.947.234 15 dokumen Rp 127.541.957 15 dokumen Rp 127.541.957 Olnas Llngkungan Hldup 

yang Dinas llngkunaan 

Oitlndaklanjutl/Ditanganl Hldup 

2.11.10.2.01.02 Koordlnasi dan Sinkronlsasl Jumlah Ookumen Hasll 

Penerapan 5anksi Koordlnasi dan 

Admlnlstrasl, Penyelesalan Slnkronisasi Penerapan 

Sengketa, dan/atau Penyldlkan Sanksi Admlnistrasl, 20 dokumen 15 dokumen Rp 27.088.094 15 dokumen Rp 29.796.903 15 dokumen Rp 32.776.594 1S dokumen Rp 32.776.594 Olnas Ungkungan Hldup 
Dlnas Lingkungan 

Ungkungan Hldup di Luar Penyelesalan Sengketa, Hldup 

Pengadllan atau melalul dan/atau Penyldikan 

Pengadllan Llngkungan Hidup di Luar 
1 .. ___ ~..a:1-- -·-·· 

2.11.11 Prosnml'enplol-, 
_ _, .. _...,,.., _._,, 

n/a 79,3% 78% 82,0% 82,0% 
Dinas Llngkungan 

terhadap JAJCSTRADA Hidup 

Rp 74.107.625.292 Rp 61.869.610. 708 Rp 110.171.016.124 Rp 110.171.016.124 Dlnas Llngkungan Hidup 
Penentasecapalan 
tarptpenanpnan n/a 32, 1% 43,7% 54,9% 54,9% 

Dlnas Lingkungan 

sampeh temadap Hldup 

2.11.11.2.01 ,.,.,_s-npeh -capalan 
n/a 22,20% 23,4% 24,6% 24,6% Dinas Llngkungan --- Rp 74.107.625.292 Rp 61.869.610.708 Rp 110.171.016.124 Rp 110.171.016.124 Dlnas Llngkungan Hldup 

Hldup _ _,., 
n/a 22,80% 30,6% 38,4% 38,4% 

Oinas Llngkungan 

Hidup 

2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebljakan dan Jumlah Dokumen 

Strategl Oaerah Pengelolaan Keb!Jakan dan Strategl 

5ampah Ka bupaten/Kota Daerah Pengelolaan 
Dinas Ungkungan 

Sampah Ka bupaten/Kota 2 dokumen 2 dokumen Rp 105.500.000 2 dokumen Rp 6.000.000 2 dokumen Rp 6.500.000 2 dokumen Rp 6.500.000 Olnas Ungkungan Htdup 

yang Oisusun dan 
Hldup 

Oltet.apkan 

2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Jumlah Laporan Hasll 

melakukan Pembatasan, Pengurangan 5ampah 

Pendauran Ulang dan dengan Melakukan 
3 laporan 1 laporan Rp 25.600.000.000 l laporan Rp 25.800.000.000 1 laporan Rp 26.000.000.000 1 laporan Rp 26.000.000.000 Dlnas Ungkungan Hldup 

Olnas Lingkungan 

Pemanfaatan Kembali Pembatasan, Pendauran Hldup 
Ulang dan Pemanfaatan 

Kembali 
2.11.11.2.01.0l Penanganan Sampah dengan Jumlah Sampah yang 

melakukan Pemllahan, Olpllah, Ofkumpulkan, 

Pengumpulan, Pengangkutan, Olangkut, Dlolah, 
197.157 ton 97,778 ton Rp 27.370.625.292 132,165 ton Rp 27.557.910.708 167,029 ton Rp 27.782.196.124 167,029 ton Rp 27.782.196.124 Dlnas Llngkungan Hldup 

Dinas Llngkungan 

Pengolahan, dan Pemrosesan DI proses Akhlr di Hldup 
Akhlr Sampah di TPA/TPST /SPA 
TPA/TPST/SPA Kabuoaten/ Kabuoaten/Kota 

2.11.11.2.01.04 Penlngkatan Peran serta Jumtah Masyarakat, 

Masyarakat dalam Kelompok Masyarakat 

Pengelolaan Persampahan atau Para Plhak Lalnnya 
Dlnas Llngkungan 

yang Terllbat Aktlf dalam 3 kelompok 33 kelompok Rp 1.493.000.000 33 kelompok Rp 1.505.100.000 33 kelompok Rp 1.518.410.000 33 kelompok Rp 1.518.410.000 Dlnas Ungkungan Hldup 
Keglatan Pengelolaan Hldup 

Sampah Berbasls 

Masyarakat 
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Tuaet KlnNJ• Propam dan Ketua&b, PeDdanaan 

lndlka.tor Khlorja Data Capaian Konclid Klnerj'a 

Propm, Keptan dan 
Tu.Juan, pada Tahun p«daakhlr Unit Kei;Ja Pe,an&kat 

Tajuan 8Huan Kode s ...... n,Propam, pedode ReMt:n Daerah Lola ull 
Subkep&tan Awai 2024 202& 2026 

Keptandan 
Pereneanaan Pen.a&kat Penanguna-Jawab 

Subke,llatan l>aon.h 

tara:et Rp Tar&et Rp tu1et Rp Taraet Rp 

2.11.11.2.01.05 Koordlnasi dan Sinkronisasi Jumlah Ookumen Hasll 

Penyedlaan Sarana dan Koordlnasl dan 

Prasarana Pengelolaan Slnkronlsasi Penyediaan 

Persampahan Prasarana dan sarana 

Bersama Pemerintah 
Pusat, Provins! maupun 

Pihak Lain di Luar 
Kabupaten/Kota untuk 3 dokumen l okumen Rp 121.000.000 1 dokumen Rp 133.100.000 l dokumen Rp 146.410.000 1 dokumen Rp 146.410.000 Dlnas Ungkungan Hldup 

Dinas Ungkungan 

Pengelolaan Sampah Hldup 

Kabupaten/Kota. 

Pengelotaan 
Persampahan Sesual 

dengan Rencana lnduk 
Pengelolaan Sampah dan 

Mengacu pada Jakst rada 

2.11.11 ,2.01.07 Penyed!aan Sarana dan Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pengelolaan Prasarana Penanganan 

Persampahan di Sampah untuk Kegfatan 

TPA/TP5T/5PA Pemllahan, Pengumpulan, 

Kabupaten/Kota Pengangkut an, 3 unlt 18 unit Rp 19.417.500.000 18unit 
Dlnas Llngkungan 

Rp 6.867.500.000 18 unit 54. 717.500.000 18 unit 54.717.500.000 Dlnas Lingkungan Hldup 
Hidup 

Pengolahan, dan 

Pemrosesan Akhir 

Meo.fn&b.t.nya tertlb 2.11.01 f'rolram PenunJanc Un,un -admlnlatrui Pemerfntahan Daenrh dolwmen/1-ro• Dinas Llngkungan 
penyelenuara.an 100% 100% Rp 18.501.580. 705 100% Rp 19.655.238.775 100% Rp 20.893. 762.653 100% Rp 20.893.762.653 Dlnas Llngkungan Hldup 

Hidup Kabupaten/Kota aclmlnlstrasf PD yana 
pemerintah daera.h balk/sesual -•asl 

2.11.01.2.01 

__ ....,.._.., ---clan E-Klnofja 1-ldnorja 
Oinas Lingkungan 

,.,anpatllffrah 
__ /uclatan,_ 

100% 100% Rp 273.894. 720 100% Rp 301.284.192 100% Rp 331.412.612 100% Rp 331.412.612 Dlnas Llngkungan Hldup 

·--pod•dok Hidup 

2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Dinas Llngkungan 
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 3 dokumen 3 dokumen Rp 166.074.810 3 dokumen Rp 182.682.291 3 dokumen Rp 200.950.521 3 dokumen Rp 200.950.521 Dlnas Llngkungan Hldup 

Hidup 
Daerah Daerah 

2.11.01.2.01.02 Koordlnasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-

Dokumen RKA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil 
2 dokumen 2 dokumen Rp 19.839.600 2 dokumen Rp 21.823.560 2 dokumen Rp 24.005.916 2 dokumen Rp 24.005.916 Oinas Llngkungan Hldup 

Dinas Llngkungan 

Koordlnasi Penyusunan Hidup 

Dokumen RKA·SKPD 
2.11.01.2.01.03 Koordlnasl dan Penyusunan Jumlah Dokumen 

Ookumen Perubahan RKA· Perubahan RKA-SKPD dan 

SKPD Laporan Hasll Koord lnasl 2 dokumen 2 dokumen Rp 12.086.800 2 dokumen Rp 13,295.480 2 dokumen Rp 14.625.028 2 dokumen Rp 14,625.028 Olnas llngkungan Hldup 
Dinas Llngkungan 

Penyusunan Dokumen 
Hidup 

Perubahan RKA-SKPD 

2.11.01.2.01.04 Koord lnasi dan Penyusunan Jumlah penvusunan Dinas Llngkungan 
DPA-5KPD dokumen DPA SKPD 2 dokumen 2 dokumen Rp 17.583.500 2 dokumen Rp 19.341.850 2 dokumen Rp 21.276.035 2 dokumen Rp 21.276,035 Dlnas Llngkungan Hldup 

Hldup 
sesua i den11an ketentuan 

2.11.01.2.01.05 Koord inasi dan Penyusunan Jumtah Dokumen 

Perubahan DPA-SKPO Perubahan DPA-SKPD dan 
Laporan Hasll Koordlnasi 

2 dokumen 2dokumen Rp 12.086.800 2 dokumen Rp 13.295.480 2 dokumen Rp 14.625.028 2 dokumen Rp 14.625.028 Olnas Ungkungan Hldup 
Dinas Lingkungan 

Penyusunan Dokumen Hidup 

Perubahan DPA-SKPO 

2.11.01.2.01.06 Koord lnasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian 

Laporan Capaian Kiner]a dan Klnerja dan lkhtlsar 

tkhtlsar Real lsasl Kinerja SKPD Rea llsasf KinerJa SKPD dan 

Laporan Hasll Koordlnasl 
4 laporan 4 laporan Rp 12.203.070 4 laporan Rp 13.423.377 4 laporan Rp 14.765.715 4 laporan Rp 14.765.715 Oinas lingkungah Hldup 

Dlnas Llngkungan 

Penyusunan Laporan Hidup 

Capaian Klnerja dan 
lkhtlsar Realisasi Klnerja 

SKPO 
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Taraet Klnetja Propam. da.a. ac.tancb Penclan.aan 

lndlkator Ktnerja 
Data Capalall KosulloiKlan.fa 

Pro.,_m, Keet-tan dan 
Tujuall , 

padaTahun padaakhlr Ualt Ke,:fa P......,,i..t 
Tajuao Buarao Kode Suaran,Pro,:ram, Daenh Lokut 

Subkepatan Awal 2024 2025 2026 perlocle Remtn. 
K-,tatan. dan. 

Peren.canaan .......... P•-DC•Jaweb 
Subke,tatan Daenh ... , .. Rp Taraet Rp tucet Rp Tarset Rp 

2.11.01.2 .01.07 Eva luast Klnerja Perangkat Jumlah Laporan 

Daerah Eva luasl KlnerJa 
3 laporan 3 laporan 

Perangkat 
Rp 34.020.140 3 laporan Rp 37.422.154 3 laporan Rp 41.164.369 3 laporan Rp 41.164.369 Dlnas Llngkungan Hidup 

Olnas lingkungen 

Hldup 

Daerah 

2.11.01.2.02 --- _._...,, 
Pannpal- ----...,,._..., 

100% 100% Rp 13.639.201.961 100% Rp 14.306.622.157 100% Rp 15.010.284.373 100% Rp 15.010.284.373 Dlnas Llngkungan Hldup 
Oinas llngkungan 

dopet Hldup .....,_,.._, 
2.11.01.2.02.01 Penved iaan Gajl dan Jumlah Orang yang 

Dinas lingkungan 
Tunjangan ASN Mener lma Gajl dan 83 orang/bulan 80 orang/bulan Rp 9.500.000.000 80 orang/bulan Rp 9. 750.000.000 80 orang/bulan Rp 10.000.000.000 80 orang/bulan Rp 10.000.000.000 Olnas Llngkungan Hldup 

Hidup 
Tunlami:an ASN 

2.11.01 .2.02.02 Penyedlaan Admlnistrasi Jumlah Dokumen Hasll 
Dinas Llngkungan 

Pelaksanaan Tugas ASN Penvedlaan Admlnistrasi 13 dokumen 36dokumen Rp 4.069.201.961 36 dokumen Rp 4.476.122.157 36 dokumen Rp 4.923. 734.373 36 dokumen Rp 4.923.734.373 Olnas Llngkungan Hidup 
Hldup 

Pelaksanaan Tu"as ASN 

2.11.01.2.02.04 Koordlnasl dan Pelaksanaan Jumlah Ookumen 

Akuntansl SKPD l(oordlnasi dan 
l dokumen 6dokumen Rp 15.000.000 6dokumen Rp 20.000.000 6 dokumen Rp 20.000.000 6 dokumen Rp 20.000.000 Olnas Llngkungan Hidup 

Dinas lingkungan 

Pelaksanaan Hidup 

Akuntansl SKPO 

2.11.01.2.02.07 Koordlnasl dan Penvusunan Jumlah Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Bula nan/ Trlwulanan/ 

Bulanan/Trlwulanan/Semester Semesteran SKPD dan 

an SKPO Laporan Koordinasl 
18 laporan 191aporan Rp 40.000.000 19 laporan Rp 44.000.000 19 taporan Rp 48.400.000 19 laporan Rp 48.400.000 Dlnas llngkungan Hldup 

Dinas Ungkungan 

Penyusunan Laporan Hldup 

Keuangan 

Bulanan/Trlwulanan/5em 

esteran SKPO 

Penvusunan Pelaporan dan Jumlah Ookumen 

Analisls Prognosis Reallsasi Pelaporan dan 
n/a 2 dokumen Rp 15.000.000 2 dokumen Rp 16.500.000 2 dokumen Rp 18.150.000 2 dokumen Rp 18.150.000 

Dinas Llngkungan 

Anggaran AnallslsnPrognosls Hidup 

Realisasl Anuaran 

2.11.01.2.03 Admlnlstral ....... MIIIII -ONnhpada,_..,.._ laporan/- IMO 2 dokumen 100% Rp 65.000.000 100% Rp 71.500.000 100% Rp 78.650.000 100% Rp 78.650.000 Dlnas Ungkungan Hldup 
Dinas Llngkungan - Yl-dan- Hidup --2.11.01.2.03 ,01 Pengamanan Barang Mllik Jumlah Dokumen 

Oaerah SKPD Pengamanan Barang 
2 dokumen 8 dokumen Rp 20.000.000 6 dokumen Rp 22.000.000 6 dokumen Rp 24.200.000 6 dokumen Rp 24.200.000 Dlnas Llngkungan Hldup 

Dlnas llngkungan 

Mlllk Hidup 

Daerah SKPD 

Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana 
Dlnas Llngkungan 

Kebutuhan Barang Millk Kebutuhan Barang Mlllk n/a 7 dokumen Rp 45.000.000 7 dokumen Rp 49.500.000 7 dokumen Rp 54.450.000 7 dokumen Rp 54.450.000 
Hldup 

Daerah SKPD Daerah SKPD 

2.11.01.2.os ----- --......,..__ ...,.._., __ 
100% 100% Rp 198.285.000 100% Rp 218.113.500 100% Rp 239.924 .850 100% Rp 239.924.850 Olnas llngkungan Hldup 

Dlnas llngkungan ---- Hidup 

2.11.01.2 .05.01 Pendidlkan dan Pelatihan Jumlah Pegawal 

Pegawal Berdasarkan Tugas Berdasarkan Tugas dan 
l orang 20 orang Rp 55.220.000 20 Orang Rp 60.742.000 20 Orang Rp 66.816.200 20 Orang Rp 66.816.200 Dlnas llngkungan Hldup 

Dinas llngkungan 

dan Fungsl Fungsl yang M englkut l Hldup 

Pendldlkan dan Pelatihan 

Penlngkatan Sarana dan Jumlah Unit Penlngkatan 
Dlnas Llngkungan 

Prasarana Dlsiplln Pegawal Sarana dan Prasarana n/a 355 unit Rp 143.065.000 355 unit Rp 157.371.500 355 unit Rp 173.108.650 355 unit Rp 173.108.650 
Hidup 

Dislolin PeHwal 

2.11.01.2.06 ---- --"""" 100% 100% Rp 1.588.525.166 100% Rp 1. 747.377.682 100% Rp 1.922.115.450 100% Rp 1,922.115.450 Dlnas llngkungan Hidup 
Dinas Llngkungan 

1---.....d- lalllutuhanumumPO Hlduo 

2.11,01.2.06.01 Penvedlaan Komponen Jumlah Paket Komponen 

lnsta lasl Llstrlk/Penerangan lnstalasl 
Oinas Lingkungan 

Bangunan Kantor Ustrik/Penerangan n/a 48 paket Rp 350.132.008 48 paket Rp 385.145.208 48 paket Rp 423.659.729 48 paket Rp 423.659.729 
Hidup 

Bangunan Kantor vang 

Disediakan 
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Tar&et Klnec;fa Propam dan X.,azaab Pendanaan 

lndlkator Kinerja 
Data CapalaD Koncllai Kine,j• 

Propm., Jeeclatan dan 
Tujuan, 

pada Tah1Ul pada akllir Uatt Xetja Peran&)tat 
1'11jnaa lauran Kode Saaran,Propam, Daerah Lokul 

811bkeptaa Awai 2024 2025 2026 petlodeRenat:ra 
Kepotaa clan 

Perencanaan ......... Peaangnn,-jawab 
Subkeptaa Doenh 

tar1et Rp Tu&et Rp tar&et Rp Tu-1et Rp 

2.11.01.2 .06.02 Penyedlaan Peralatan dan Jumlah Paket 

Pertengkapan Kantor Pera latan dan 
24 paket 6 Paket Rp S6S.4S3.064 6 Paket Rp 621.998.370 6 Paket Rp 684.198.207 6 Paket Rp 684.198.207 Olnas Ungkungan Hldup 

Olnas Lingkungan 

Per1engkapan Hldup 

Kantor van1,1 Disedlakan 

2.11.01.2 .06.03 
Penyedlaan Peralatan Rumah 

Jumlah Paket Peralatan 
Dlnas Ungkungan 

Rumah Tanssa yang n/a Bpaket Rp S0.000.000 8 paket Rp ss.000.000 8 paket Rp 60.S00.000 8 paket Rp 60.SOO.OOO Dlnas Ungkungan Hldup 
Tangga 

Disediakan 
Hldup 

2.11.01.2.06.04 Penyedlaan Bahan loglstlk Jumlah Paket Bahan 
Olnas Ungkungan 

Kantor Loglstik Kantor yang 44 paket 9 paket Rp 62.618.094 9 paket Rp 68.879.903 9 paket Rp 7S.767.894 9 paket Rp 7S.767.894 Dinn llngkungan Hldup 

Oisediakan 
Hldup 

2.11.01.2.06.0S Penyedlaan Barang cetakan Jumlah Paket Barang 

dan Penggandaan Cetakan dan 
2 Paket 12 Paket Rp 84.942.000 12 Paket Rp 93.436.200 12 Paket Rp 102. 779.820 12 Paket Rp 102. 779.820 Olnas Ungkungan Hldup 

Oinas Ungkungan 

Penggandaan Hidup 

vana: Dised iakan 

2.11.01.2.06.07 Jumlah Paket 
Dinas lingkungan 

Penyedlaan Bahan/Materla l Bahan/Material yang n/a 6 paket Rp 40.000.000 6 paket Rp 44.000.000 6paket Rp 48.400.000 6 paket Rp 48.400.000 Dlnas Ungkungan Hldup 

Disedlakan 
Hldup 

2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan Fasllitasl 
12 laparan 12 laporan Rp 12 laporan 61.8S4.232 12 laporan Rp 61.8S4.232 Dlnas Ungkungan Hldup 

Dlnas lingkungan 

Kunluna:an Tamu 
Sl.119.200 12 laporan Rp S6.231.120 Rp 

Hlduo 

2.11.01.2 .06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 

Koordlnasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat 
Dlnas lingkungan 

SKPO Koordlnasi dan Konsultasl 12 laporan 12 laporan Rp 384.260.800 12 laporan Rp 422.686.880 12 laporan Rp 464.9SS.S68 12 laporan Rp 464.9SS.S68 Dlnas Ungkungan Hldup 
Hidup 

SKPO 

2.11.01.2.07 
..........,......,. _ _ ...,...., 

Dlnas lingkungan 

_..........,._ 
IMD--IOII n/a 100% Rp l.S49.970.840 100% Rp 1.704.967.924 100% Rp l.87S.464. 716 100% Rp l .87S.464.716 Dlnas llngkungan Hldup 

Hldup -nllh-Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan 

Perorangan Dlnas atau Perorangan Dinas atau 
n/a 1 unit Rp S19.714 .800 lunlt Rp S71.686.280 1 unit Rp 628.8S4.908 1 unit Rp 628.8S4.908 Olnas llngkungan Hidup 

Dinas Ungkungan 

Kendaraan Dlnas Jabatan Kendaraan Dlnas Jabnan Hldup 
1vana Disediakan 

Pengadaan l(endaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan 

Operaslonal atau Dinas Operaslonal atau 
n/a 1 unit Rp S1S. 713.000 1 unit Rp S67.284.300 1 unit Rp 624.012. 730 1 unit Rp 624.012.730 Dlnas llngkungan Hldup 

Dinas llngkung1n 

lapangan Lapangan yang Hidup 

Olsediakan 

2.11.01.2.07.0S Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 
n/a 10 unit Rp 113.367.100 lOunlt Rp 124. 703.810 10 unit Rp 137.174.191 10 unit Rp 137.174.191 Dlnas Llngkungan Hldup 

Dlnas llngkungan 

Dlsedlakan Hlduo 
Pengadaan Pera latan dan Jumlah Unit Pera latan dan 

Dlnas llngkungan 
Mesln lalnnya Mesln lalnnya yang n/a 5 unit Rp 36.676.200 5 unit Rp 40.343.820 S unit Rp 44.378.202 S unit Rp 44.378.202 Dlnas Ungkungan Hldup 

Hldup 
Dlsedlakan 

Pengadaan Gedung Kantor Jumta h Unit Gedung 
Dlnas Lingkungan 

atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan n/a 18 unit Rp 364.499.740 18 unit Rp 400.949.714 18 unit Rp 441.044.68S 18 unit Rp 441.044.68S Dlnas Ungkungan Hldup 
Hldup 

Lalnnva vanR Disedlakan 

2.11.01.2.os ,...,...__,._,.,,. -~ Dlnas Lingkungan --- _..........,.u_ n/a 100% Rp 433.876.S48 100% Rp 477.264.203 100% Rp S24.990.623 100% Rp S24.990.623 Dlnas Ungkungan Hldup 
Hldup --2.11.01.2 .08.02 Penyedlaan Jasa Komunlkasl, Jumlah Laporan 

Sumber Daya Air dan Ustrlk Penyedlaan Jasa 
Dinas Lingkungan 

Komunikasl, Sumber Daya 48 laporan 48 laporan Rp 3S0.132.008 48 laporan Rp 38S.14S.209 48 laporan Rp 423.6S9. 730 48 laporan Rp 423.6S9.730 Dlnas Ungkungan Hldup 
Hldup 

Air dan Ustrik yang 

otsediakan 
2.11.01.2 .08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah laporan 

Umum Kantor Penyedlaan Jasa 
12 laporan 5 Laporan Rp 83.744.S40 S Laporan Rp 92.118.994 S Laporan Rp 101.330.893 5 Laporan Rp 101.330.893 Dlnas Llngkungan Hldup 

Dinas llngkungan 

Pelayanan Umum Kantor Hldup 

lvani:i: Dlsedlakan 
2.11.01.2.09 _.,...,_, ..... ---- Dinas llngkungan _..........,.u,,_ - 1 dokumen ldokumen Rp 7S2.826.470 1 dokumen Rp 828.109.117 1 dokumen Rp 910.920.029 1 dokumen Rp 910.920.029 Dlnas Ungkungan Hldup 

Hidup ---2.11.01 .2.09.02 Penyedlaan Jasa Jumlah Kendaraan 

Pemeliharaan, Biaya Perorangan Olnas atau 
Dinas llngkungan 

Pemellharaan, Pajak, dan Kendaraan Dinas Jabatan 6 unit 6 Unit Rp 4S4.642.320 6Unlt Rp S00.106.SS2 6Unlt Rp SS0.117.207 6Unit Rp SS0.117.207 Dlnas Llngkuns:an Hldup 
Hldup 

Perizlnan Kendaraan Dlnas vans Dipellhara dan 

Orieraslonal atau Laoannn dlbavarkan Palaknva 
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Tu1et: Klaerj■ Propam dan KeraACb Pend■aa■a 
lndllcator Kinerj• 

Data CapaJan. KondiaJ.Klnetja 

Proanm, Kepatan dan TuJuan., pad& Tahun. pada akhlr Un.lt Kerja Perllllp:■t 

Tltjuu. Baauan Kode 
Sublr:e&fatan 

Suuan,Pro1ram, 
Awai 2024 2025 2026 pedod.e ReMtra Daenb Lokul 

Kepatandan Perencanaan p...,n.1kat Penan.aa.n.1-Jawab 
Subkepatan Daenb 

ter1et Rp Tu cet Rp tucet Rp Tar1et Rp 

2.11.01.2 .09.05 Pemellharaan Mebel Jumlah Mebel yang 
1 unit 12 Unit Rp 1.lSS.000 12 Unit Rp 1.270.SOO 12Unlt Rp 1.397.SSO 12 Unit Rp 1.397.SSO Olnas llngkungan Hldup 

Oinas Lingkungan 

Dioellhara Hiduo 

2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan 
Olnas Ungkungan 

Mesln Lainnya Mesln lalnnya yang 5 unit 8Unlt Rp 37.236.650 8Unlt Rp 40.960.31S 8 Unit Rp 4S.0S6.347 8 Unit Rp 45.0S6.347 Olnas Ungkungan Hldup 

Dioelihara 
Hidup 

2.11.01.2.09.09 Pemellharaan/Rehabilltasl Jumtah Gedung Kantor 

Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lalnnya 
1 unit 2 Un it Rp 222.337.SOO 2 Unit Rp 244.S71.2SO 2 Unit Rp 269.028.37S 2 Unit Rp 269.028.37S Olnas Ungkungan Hldup 

Olnas llngkungan 

Lalnnya yang Hidup 

Oloelihara/Oirehabilltasl 

2.11.01.2.09.10 Pemel lharaan/Rehabillt.asl Jumlah Sarana dan 

Sarcma dan Prasarana Gedung Prasarana Gedung 
Dlnas Ungkungan 

Kantor atau Bangunan Lalnnya Kantor atau Bangunan 1 unit 2 Unit Rp 37.4S5.000 2 unit Rp 41.200.S00 2unlt Rp 4S.320.SSO 2 unit Rp 4S.320.5S0 Dinas Ungkungan Hldup 
Hidup 

Lalnnya yang 

Dloellhara/Dlrehabilitasi 

9S 



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

NO 

1 

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

lndikator kinerja Oinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang mengacu 

pada tujuan dan sasaran RPO Kabupaten 

ISi BAB VII: Pasuruan adalah indikator kinerja yang akan 

dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pasuruan dalam 3 (tiga) tahun mendatang 

sebagai komitmen untuk mendukung 

7.1 INOIKATOR KINERJA UTAMA 

{IKU) OINAS LINGKUNGAN 

HIOUP 
pencapaian tujuan dan sasaran RPO 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 
7.2 INOIKATOR KINERJA KUNCI 

(IKK) OINAS LINGKUNGAN 

7 .1 lndikator Kinerja Utama (IKU) 

Dinas Lingkungan Hidup 

Oalam rangka mencapai tujuan pertama RPO Kabupaten Pasuruan yaitu 

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Oaerah dan Sasaran RPO 

yaitu Terjaganya Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja : lndeks Kualitas 

Lingkungan Hidup, maka ditentukan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup. 

lndikator kinerja Oinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPO Kabupaten Pasuruan disusun dalam Tabel 7.1 dan 7.2 sebagai berikut: 

Tabel 7.1 
lndikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan 

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPO (Tujuan) 

TUJUAN (DINAS LINGKUNGAN HIOUP KAB. PASURUAN) 

Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 

lndikator Tujuan Kondisi Target Target Target Kondisi 
Awai 2024 2025 2026 Akhir 

persentase penurunan 
beban pencemaran dan a/n 1,11% 2,26% 3,48% 3,48% 
kerusakan lingkungan 
hidup 

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

NO 

1 

2 

3 

4 

NO 

1 

Tabel 7.2 
lndikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan 

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPO (Sasaran) 

SASARAN OPD I (DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PASURUAN) 

Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

lndikator Sasaran I Kondisi Target Target Target Kondisi 
Awai 2024 2025 2026 Akhir 

Persentase Upaya 
a/n 12,50 % 12,50 % 16,67 % 16,67% Penataan Lingkungan 

Hidup 

Persentase Upaya 
a/n 52,17 % 64,55 % 78,31 % 78,31 Pengelolaan Sampah, B3 

dan Limbah B3 

Persentase Upaya 
Pengendalian Pencemaran a/n 55% 60% 65 o/o 65 o/o 
dan Kerusakan Lingkungan 
Hidup 
Persentase Upaya 
Penaatan dan Peningkatan a/n 46,67 o/o 53,33 % 60% 60% 
Kapasitas Lingkungan 
Hidup 

SASARAN OPD II (DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PASURUAN) 

Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

lndikator Sasaran II Kondisi Target Target Target Kondisi 
Awai 2024 2025 2026 Akhir 

Nilai SAKIP DLH 82,00 85,00 88,00 90,00 90,00 

7 .2 lndikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hid up 

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkanlah target kinerja urusan lingkungan 

hidup. 

Target kinerja lndikator Kinerja Kunci (IKK) urusan lingkungan hidup tertuang 

pada Tabel 7.3 sebagai berikut: 

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

Tabel 7.3 

lndikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup 

INDIKA TOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 

lndlkator Kinerja Kondisi Target Target Target Kondisi 
Bidang 

NO Pengampu 
Kuncl Awai 2024 2025 2026 Akhir 

lndeks Kualitas 62,500 62,504 62,741 62,852 62,852 
1 Lingkungan Hidup poin poin poin poin Poin 

(IKLH) Kabupaten 

lndeks Kualitas Air 53,59 53,59 53,62 53,70 53,70 
2 

(IKA) poin poin poin poin poin 

lndeks Kualitas Udara 81,04 81 ,04 81,10 81 ,20 81,20 
3 (IKU) poin poin poin poin poin 

lndeks Kualitas 43,53 43,53 43,55 43,58 43,58 
4 Tutupan Lahan (IKTL) poin poin poin poin poin 

Sub 
Terlaksananya Koordinator 

5 pengelolaan sampah Pengurangan 
di wilayah Kabupaten 36% 45% 54% 63% 100% Penanganan 

Sampah 
Tersedianya informasi Sub 
terkait rasio angkutan 

5% 10% 10% 10% 10% 
Koordinator 

6 pengelolaan sampah Penanganan 
terhadap volume Sampah 
timbulan sampah 
Tersedianya informasi Sub 

7 terkait kapasitas TPA 5% 10% 10% 10% 10% Koordinator 
terhadap volume Penanganan 
timbulan sampah Sampah 

Tersedianya informasi Sub 
terkait jumlah TPST 

2 6 8 8 24 
Koordinator 

8 dibagi jumlah sampah Penanganan 
pada masing2 Sampah 
lingkungan 
Ketaatan penanggung Sub 
jawab usaha dan/atau Koordinator 
kegiatan terhadap Penegakan 

9 izin lingkungan, 42,86 % 46,67% 53,33% 60,00% 60,00% Hukum 
izinPPLH dan PUU LH 
yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kab/Kota 

Data izin PPLH yang Sub 

diterbitkan oleh Koordiantor 
10 

pemerintah daerah 30 45 45 45 45 Kajian 

kabupaten/kota dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Dampak 
Linakunaan 

-======== Rencana Strategis Tahun 2024-2026 ========--------



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

INDIKA TOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 

lndikator Kinerja Kondisi Target Target Target Kondisi 
Bidang 

NO Pengampu 
Kunci Awai 2024 2025 2026 Akhir 

Rasio pejabat Sub 
pengawas LH di Koordinator 

11 daerah (PPLHD) di 3 Orang 5 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang Penegakan 
provinsi terhadap Hukum 
usaha yang izin 
lingkungan. 
Penetapan hak MHA Sub 
terkait dengan PPLH 

17% 67% 83% 100% 100% 
Koordinator 

12 yang berada di Peningkatan 
Daerah kabupaten/ Kapasitas 
kota 
Terfasilitasinya Sub 
kegiatan peningkatan Koordinator 
pengetahuan dan Peningkatan 
ketrampilan 

17% 25% 33% 33% 
Kapasitas 

13 masyarakat hukum -
adat terkait PPLH 
Jumlah lembaga 
kemasyarakatan yang 
diberikan diklat 
lzin PPLH yang Sub 
diterbitkan oleh 15 15 15 15 15 Koordinator 

14 
pemerintah daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Pengaduan 
kabupaten/kota 

PUU LH yang Sub 

15 diterbitkan oleh 13 1 1 1 16 Koordinator 
pemerintah daerah peraturan peraturan peraturan peraturan peraturan 

Penegakan 
kabupaten/kota Hukum 
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN 

VIII. PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 
merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, 
program dan kegiatan OPD yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam 
penyusunan Renja Kerja (Renja) OPD selama lima tahun ke depan. 

lndikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam 
Renstra DLH Tahun 2024-2026 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya 
kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang Lingkungan Hidup. 

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Pasuruan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, 
sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur 
pimpinan maupun stat. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan 
rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila 
diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan termasuk indikator-indikator kinerjanya 
yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa 
mengubah tujuan pada rencana strategis ini. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah " ct 
Asisten PKR "' 'i. l,,, t \ 
KepalaDLH \ 41 

BUPATI PASURUAN,

         ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Ka. Bappelitbangda ,,,(
"'

. ""l 9t,r 

Kabag. Hukum � 
Sekretaris DLH � 
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